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KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara triwulanan
sebagai salah satu produk/output Kantor Bank Indonesia Padang dalam melaksanakan
tugasnya baik dalam memberikan masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia maupun

memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah .

Cakupan materi dan sistematika pelaporan pada terbitan ini mengacu pada Surat
Edaran Nomor 9/36/INTERN tanggal 24 September 2007 tentang Kajian Ekonomi Regional.
Materi yang dibahas dalam Kajian Ekonomi Regional kali ini merupakan lebih luas
daripada kajian ekonomi regional sebelumnya seiring dengan peningkatan status Kantor
Bank Indonesia Padang menjadi Kantor Kelas | dan reorientasi Kantor Bank Indonesia di
daerah. Materi tersebut antara lain perkembangan ekonomi makro regional, inflasi
regional, perbankan daerah, sistem pembayaran, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan
kesejahteraan serta prospek perekonomian daerah. Data yang dianalisis adalah data
selama triwulan [11-2007 yang bersumber dari laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait
seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Departemen Keuangan, dan lain-lain.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

membantu hingga selesainya terbitan ini.

Padang, November 2007

ttd

Uun S. Gunawan
Pemimpin
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RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN III - 2007

Perekonomian
Sumatera Barat
tumbuh tinggi,
sementara inflasi
meningkat.

Inflasi Triwulan Ill-
2007 terutama
disebabkan inflasi
non inti sebesar
6,29% (y-0-y)

Kegiatan
intermediasi
perbankan terus
mengalami
peningkatan

Keterlambatan
belanja pemerintah
daerah
meningkatkan SBI

Aliran uang kas
masuk dan keluar
meningkat cukup
tinggi pada triwulan
-2007

Ekonomi Sumatera
Barat triwulan Ill-
2007 tumbuh
sebesar 6,66% (y-o-
y)

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Sumatera Barat triwulan IlI-2007 tumbuh lebih tinggi setelah
sempat melambat pada triwulan 1I-2007. Pertumbuhan PDRB pada triwulan ini
tercatat 6,66% (y-o-y). Faktor pendorong pertumbuhan di sisi permintaan adalah
meningkatnya konsumsi serta ekspor. Sementara di sisi penawaran, sektor pertanian,
sektor perdagangan,hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa merupakan
penyumbang PDRB terbesar.

Inflasi kota Padang pada triwulan 1lI-2007 tercatat sebesar 2,06% (g-t-q) atau
jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan
inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28% (g-t-q), inflasi kota Padang masih lebih
rendah. Inflasi inti kota Padang tercatat sebesar 5,86% (y-o-y) dengan sumbangan
sebesar 2,71%, sementara inflasi non inti sebesar 11,69% (y-o-y) dengan
sumbangan sebesar 6,29%. Secara umum, meningkatnya inflasi non inti tersebut
terutama dikarenakan faktor kenaikan harga barang-barang jenis konsumsi/food,
terutama pada bahan makanan dan makanan jadi.

Kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan Ill-
2007 menunjukkan perkembangan yang membaik. Meskipun rasio LDR meningkat,
pertumbuhan kredit pada triwulan ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan kredit triwulanan ini terjadi pada semua
jenis kredit. Melambatnya pertumbuhan kredit pada saat aktivitas ekonomi
mengalami percepatan menumbuhkan harapan serta tantangan baru bagi
perbankan Sumatera Barat pada triwulan IV-2007. Hal ini mengindikasikan bahwa
masih terdapat ruang bagi perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit
kepada masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak pemerintah pusat dari wilayah Sumatera Barat
hingga triwulan [lI-2007 menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini mengindikasikan peningkatan aktivitas perekonomian di
Sumatera Barat. Sayangnya belanja pemerintah daerah mengalami keterlambatan
sehingga dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah kembali lagi ke
Bank Indonesia melalui SBI.

Pada triwulan IlI-2007, aliran uang kas yang masuk dan keluar Kantor Bank
Indonesia (KBI) Padang meningkat cukup tinggi seiring dengan meningkatnya
kegiatan ekonomi dan perbankan. Adanya bulan puasa di bulan September 2007
dan persiapan Idul Fitri di awal Oktober 2007 memberikan stimulus bagi pelaku
ekonomi, terutama yang bergerak di sektor perdagangan, untuk meningkatkan skala
usahanya. Begitu pula dengan transaksi non tunai, secara umum juga mengalami
peningkatan.

KoNDISI MAKROEKONOMI

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus berlanjut pada
triwulan 11l-2007. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh pada kisaran 6,66 % (y-0-y),
lebih tinggi daripada pertumbuhan triwulan 11-2007 sebesar 6,01%.

Dari sisi permintaan, pada triwulan 1lI-2007 perekonomian Sumatera Barat
tumbuh 6,66%, terutama didukung pertumbuhan ekspor dan konsumsi. Ekspor
pada triwulan ini meningkat cukup tinggi karena masuknya musim kemarau pada
awal bulan April 2007 membuat produksi CPO dan karet turut meningkat. Pada
triwulan 1lI-2007 konsumsi tumbuh relatif lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya.
Berdasarkan pelaku ekonomi, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan
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Ringkasan Eksekutif

Meningkatnya
realisasi belanja
pemerintah memiliki
kontribusi cukup
besar dalam
pertumbuhan
konsumsi
Pertumbuhan
Investasi
diperkirakan dibiayai
oleh pembiayaan
sendliri oleh
pengusaha

Kota Padang pada
triwulan

I-2007 mengalami
inflasi sebesar -
2,06% (q-t-q).

Inflasi inti (core
inflation) kota
Padang tercatat

sebesar 5,86% (Y-
0-y).

Kelompok bahan
makanan mengalami
inflasi tertinggi.

tertinggi sebesar 3,98% sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 3,24%.

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan
dengan kontribusi pada triwulan 1lI-2007 sebesar 24,48%. Kontribusi terbesar
berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi
sebesar 18,46%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor
jasa-jasa (16,18%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,81%), dan sektor
industri pengolahan (12,79%).

Meningkatnya realisasi belanja pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah
memiliki kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan konsumsi. Realisasi belanja
operasional pemerintah pusat di Sumatera Barat sebesar Rp 2,48 triliun pada akhir
September 2007 dan belanja tidak langsung pemerintah provinsi Sumbar sebesar Rp
145,77 milyar diperkirakan memberikan sumbangan yang signifikan dalam
pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,98% pada triwulan [1-2007.

Meskipun investasi tumbuh cukup tinggi pada triwulan ini, pembiayaan
investasi tersebut ternyata tidak berkorelasi dengan pertumbuhan kredit perbankan.
Kredit investasi yang disalurkan bank umum di Sumbar hanya tumbuh 4,68%
selama tahun 2007. Diperkirakan investasi tersebut dibiayai oleh pembiayaan sendiri
oleh pengusaha.

Secara umum, posisi perdagangan internasional provinsi Sumatera Barat
hingga akhir bulan Agustus 2007 masih menunjukkan net ekspor yang positif. Nilai
ekspor Sumatera Barat terus menunjukkan tren yang meningkat meskipun dari sisi
volume relatif tidak berubah.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup mengkilat hingga triwulan 1lI-2007
menunjukkan bahwa meski diguncang gempa bumi cukup dahsyat pada bulan
Maret 2007 dan bulan September 2007, ekonomi Sumbar tetap on the right track
menuju target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat sebesar 6,4% pada akhir 2007.

INFLASI

Inflasi kota Padang pada triwulan 1lI-2007 tercatat sebesar 2,06% (g-t-q) atau
jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Juga lebih tinggi bila dibandingkan inflasi
kota Padang pada triwulan yang sama di tahun 2006 yang tercatat sebesar 0,93%.
Namun demikian, dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28%
(g-t-q), inflasi kota Padang masih lebih rendah.

Berbeda dengan triwulan sebelumnya, faktor utama penyebab inflasi yang
terjadi di kota Padang pada triwulan 1ll-2007 didorong dari peningkatan harga
barang/jasa pada kelompok bahan makanan, terutama pada sub kelompok komoditi
telur, susu & hasil-hasilnya dan sub kelompok komoditi kacang-kacangan. Kelompok
bahan makanan mengalami inflasi sebesar 3,30% (g-t-q) dengan sumbangan inflasi
sebesar 1,04%. Tingginya permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi selama
bulan puasa dan menjelang hari raya merupakan faktor musiman yang kerap terjadi
setiap tahunnya.

Berdasarkan determinannya, pada triwulan 1lI-2007 inflasi non inti (non core
inflation) bergerak naik dari triwulan sebelumnya. Sementara inflasi inti (core
inflation) masih berada pada level 1 digit dengan tren yang terus menurun. Inflasi
inti kota Padang tercatat sebesar 5,86% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 2,71%,
sementara inflasi non inti sebesar 11,69% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar
6,29%. Secara umum, meningkatnya inflasi non inti tersebut terutama dikarenakan
faktor kenaikan harga barang-barang jenis konsumsi/food, terutama pada bahan
makanan dan makanan jadi.

Berdasarkan kelompok barang & jasa (g-t-q), mayoritas kelompok barang &
jasa mengalami inflasi, kecuali kelompok transportasi & komunikasi. Pada triwulan
l1-2007, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 3,30%
(sumbangan inflasi 1,10%), disusul kemudian kelompok sandang sebesar 2,50%
(sumbangan inflasi 0,18%).



Ringkasan Eksekutif

Kegiatan
intermediasi
perbankan Sumatera
Barat triwulan Ill-
2007 menunjukkan
peningkatan.

Meskipun LDR
meningkat namun
terjadi penurunan
angka pertumbuhan
kredit

Risiko kredit
perbankan Sumatera
Barat terus
mengalami
penurunan

Efek Gempa Bumi 6
Maret 2007 dan 12
September 2007
terhadap kualitas
kredit relatif kecil

PERBANKAN

Kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan Ill-
2007 menunjukkan perkembangan yang membaik. Meningkatnya dana pihak ketiga
dipengaruhi peningkatan pendapatan sebagian masyarakat dan dana milik
pemerintah daerah yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah. Sementara itu,
peningkatan kredit yang disalurkan disebabkan kebutuhan pembiayaan dunia usaha
dan masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
kredit tahun berjalan hingga triwulan 1ll-2007 sebesar 17,74% meningkatkan rasio
penyaluran kredit dari 81,84% menjadi 85,54%.

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Provinsi Sumatera Barat
pada triwulan 1lI-2007 tumbuh 5,10% (g-t-q) dibandingkan triwulan sebelumnya
sehingga posisinya menjadi Rp 12,83 triliun. Peningkatan dana pihak ketiga
terutama terjadi pada simpanan giro sebesar 7,45% dan tabungan 5,51%.
Peningkatan tersebut sedikit melambat daripada triwulan 1I-2007 yang tercatat
masing-masing sebesar 9,34% dan 6,84%. Peningkatan posisi giro diperkirakan
berasal dari peningkatan giro pemerintah akibat meningkatnya realisasi transfer
dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah. Lambannya realisasi belanja
pemerintah daerah semakin meningkatkan posisi giro pemerintah.

Meskipun rasio LDR meningkat, pertumbuhan kredit pada triwulan ini
mengalami  penurunan  dibandingkan  triwulan  sebelumnya.  Perlambatan
pertumbuhan kredit triwulanan ini terjadi pada semua jenis kredit. Berdasarkan
lokasi kantor cabang, pertumbuhan kredit melambat dari 8,65% pada triwulan II-
2007 menjadi 4,40% pada triwulan laporan. Hal yang sama juga terjadi pada kredit
berdasarkan lokasi proyek dimana pertumbuhan kredit melambat lebih tajam dari
9,88% menjadi 2,33%.

Melambatnya pertumbuhan kredit pada saat aktivitas ekonomi mengalami
percepatan menumbuhkan harapan serta tantangan baru bagi perbankan Sumatera
Barat pada triwulan IV-2007. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang
bagi perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat.
Relatif tingginya LDR bank-bank umum yang berkantor pusat di luar wilayah
Sumatera Barat mungkin menjadi sedikit kendala dalam percepatan pertumbuhan
kredit. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana pihak ketiga
dari kalangan rumah tangga dan swasta harus terus dilakukan.

Risiko kredit perbankan Sumatera Barat pada triwulan 1lI-2007 terus
mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan Sumatera
Barat diikuti dengan pengelolaan kredit yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan
penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) baik pada bank-bank umum maupun bank
perkreditan rakyat. Rasio NPL bank umum mengalami penurunan dari 3,16% pada
triwulan 1I-2007 menjadi 2,77 %, sementara rasio NPL BPR juga membaik dari 7,68%
menjadi 7,41%.

Efek gempa bumi 6 Maret 2007 dan 12 September 2007 terhadap kualitas
kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat relatif kecil. Gempa bumi 6 Maret
2007 yang menimpa sebagian besar wilayah Sumatera Barat ternyata tidak
menurunkan kualitas kredit perbankan baik bank umum maupun BPR. Hal ini
menguatkan perkiraan bahwa mayoritas korban gempa bumi bukan merupakan
nasabah bank sehingga kualitas kredit relatif terjaga. Selain itu, debitur bank yang
menjadi korban gempa segera dapat melakukan rekonstruksi dengan menggunakan
kekayaan yang dimiliki.

Perbankan Sumatera Barat terlihat sangat hati-hati dalam melakukan
pengelolaan likuiditasnya. Struktur dana pihak ketiga yang didominasi dana jangka
pendek seperti tabungan, giro, dan deposito jangka pendek berpotensi
meningkatkan risiko likuiditas sehingga bank-bank terlihat sangat hati-hati dalam
menyalurkan kredit khususnya kredit-kredit investasi dan jangka panjang.
Peningkatan potensi risiko likuiditas ini akan terus terjadi pada triwulan [V-2007
seiring dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
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Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank
umum Sumbar pada triwulan 1lI-2007 mencapai Rp8,02 triliun atau menurun 0,59%
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan kredit UMKM menurunkan
pangsa kredit UMKM bank umum di Sumbar. Pangsa kredit UMKM pada triwulan
[1-2007 tercatat sebesar mencapai 76,56% dari total kredit, sedikit menurun dari
pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 76,67 %.

Secara sektoral lebih dari separuh dari kredit UMKM masuk dalam kategori
sektor lainnya yang menampung penggunaan konsumtif (53,52%). Selebihnya
terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,31%), dan sisanya dibagi
untuk tujuh sektor lainnya, mulai dari yang tertinggi untuk sektor pertanian (6,43%)
hingga yang terkecil untuk sektor listrik, air dan gas (0,02%).

KEUANGAN DAERAH

Realisasi penerimaan pemerintah pusat dari wilayah Sumatera Barat hingga
triwulan 1-2007 menunjukkan tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan pemerintah pusat yang terealisasi hingga posisi 30 September 2007
tercatat sebesar Rp 1,33 triliun atau meningkat sebesar 29,96% dibandingkan posisi
yang sama tahun 2006. Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar
penerimaan pemerintah pusat sebesar Rp 1,20 triliun.

Seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan, realisasi belanja pemerintah
pusat di provinsi Sumbar juga mengalami peningkatan dengan persentase yang lebih
kecil. Peningkatan belanja terjadi baik pada belanja pemerintah pusat di daerah
maupun transfer dana perimbangan. Hingga akhir triwulan 1ll-2007, realisasi belanja
negara tercatat sebesar Rp 8,00 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat di
daerah sebesar Rp 2,72 triliun dan transfer dana perimbangan sebesar Rp 5,28
triliun.

Di sisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, realisasi belanja pada
akhir semester 1-2007 tercatat baru sebesar Rp 300,79 miliar. Realisasi belanja
tersebut hanya mencapai 25,01% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam Perda
APBD Sumbar tahun 2007. Lambatnya realisasi belanja APBD Provinsi ini
diperkirakan juga terjadi pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Keterlambatan realisasi APBD tidak hanya berpengaruh kepada kebijakan
fiskal pemerintah daerah namun juga mempengaruhi kebijakan moneter Bank
Indonesia. Melimpahnya dana kas daerah yang tidak digunakan akan meningkatkan
penempatan dana pemda yang tersimpan di Bank Pembangunan Daerah Sumbar
sebagai pemegang kas daerah. Karena penempatan dana pemda tersebut bersifat
jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat diambil, maka dana tersebut ditempatkan
oleh BPD di Bank Indonesia melalui pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Pembelian SBI oleh BPD Sumbar ternyata lebih banyak dipengaruhi stok dana yang
melimpah daripada tingkat Bl rate (lihat box).

Kembalinya dana pemerintah daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk
membiayai pembangunan di daerah ke Bank Indonesia merupakan kerugian besar
bagi perekonomian Indonesia. Bagi pemerintah daerah, mundurnya realisasi belanja
berarti menunda momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sementara
bagi Bank Indonesia, meningkatnya penempatan dana BPD di SBI akan
meningkatkan biaya operasi moneter.

SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan l-2007, aliran uang kas yang masuk dan keluar Kantor Bank
Indonesia (KBI) Padang meningkat cukup tinggi seiring dengan meningkatnya
kegiatan ekonomi dan perbankan. Aliran kas keluar dari Bank Indonesia Padang
(cash-outflow) meningkat dari Rp254 miliar di triwulan 11-2007 menjadi Rp351 miliar
di triwulan 1I-2007 atau meningkat 38,27%. Sedangkan aliran kas masuk ke Bank
Indonesia Padang (cash-inflow) meningkat dari Rp747 miliar di triwulan 1-2007
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menjadi Rp1.424 miliar di triwulan 11I-2007 atau meningkat hampir 2 kali lipat
(90,65%). Dengan perkembangan tersebut, aliran uang kas masuk bersih (net-
inflow) pada triwulan laporan sebesar Rp1.073 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan triwulan [I-2007 yang tercatat hanya sebesar Rp493 miliar.

Transaksi kliring dalam triwulan laporan mengalami kenaikan baik di sisi
volume maupun nominalnya. Perputaran uang non-tunai melalui sarana kliring di
Bank Indonesia Padang pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar
6,30%, yaitu dari Rp2.456 miliar di triwulan 1I-2007 menjadi Rp2.609 miliar di
triwulan laporan. Sedikit berbeda dengan transaksi kliring, perkembangan transaksi
non-tunai dengan menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor Bl Padang selama
triwulan [1I-2007 menunjukkan penurunan transaksi masuk.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat masih belum banyak
menunjukkan perubahan yang berarti pada Triwulan Ill 2007 ini. Beberapa indikator
ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan yang cukup berarti, kecuali angka
pengangguran yang turun cukup signifikan. Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di
Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari 2007 menunjukan sedikit peningkatan
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. PUK di bulan Februari
2007 tercatat sebesar 3.191.865 orang atau meningkat 1,97% dari Februari 2006.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, pada Triwulan Il 2007 distribusi sektoral
menunjukkan bahwa konsentrasi tenaga kerja masih terdapat di sektor pertanian
yang menyerap 48,45% tenaga kerja. Angka ini meningkat dibandingkan dengan
periode sebelumnya yang tercatat sebesar 47,24%. Hal ini membuktikan bahwa
sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakat
Sumatera Barat. Transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder
maupun tersier masih sangat lamban. Di tengah kondisi perekonomian yang
ditandai oleh masih terbatasnya lapangan kerja sektor-sektor formal, sektor
pertanian menjadi pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terlalu
membutuhkan keahlian yang tinggi.

PROSPEK PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV-
2007 diperkirakan terus berlanjut. Perekonomian diproyeksikan tumbuh pada kisaran
angka 6,5%-7% (y-o-y), meningkat tipis dibandingkan triwulan [lI-2007.
Pertumbuhan ekspor dan konsumsi diperkirakan masih menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya harga minyak dunia akan berpotensi
meningkatkan permintaan CPO sebagai barang substitusi bahan bakar. Sementara
itu, peningkatan konsumsi diperkirakan terjadi terutama berasal dari konsumsi
pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Perbaikan daya beli, ekspektasi positif dari
konsumen serta penurunan suku bunga kredit merupakan beberapa faktor yang
mendorong pertumbuhan konsumsi pada triwulan IV-2007.

Pemerintah diperkirakan juga akan menstimulus perekonomian melalui
peningkatan belanja modal. Proses rekonstruksi berbagai infrastuktur pemerintahan
dan perekonomian akibat berbagai bencana alam yang menimpa Sumatera Barat
akan memberikan stimulus yang cukup tinggi terhadap perekonomian. Realisasi
belanja pemerintah daerah juga akan dioptimalkan pada triwulan IV-2007.

Di sisi penawaran, beberapa sektor diperkirakan akan tumbuh di atas rata-
rata. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor
bangunan, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan diprediksi akan
tumbuh di atas 6%. Kegiatan pemberangkatan jamaah haji Indonesia melalui
Bandara Minangkabau yang mulai diberangkatkan pada akhir bulan November

Bank Indonesia Padang



Ringkasan Eksekutif

Inflasi pada triwulan 2007 akan meningkatkan penawaran sektor pengangkutan serta sektor jasa-jasa.

V-2007 diperkirakan Inflasi pada triwulan IV-2007 diperkirakan sedikit menurun dibandingkan
akan menurun

karena stok beras  triwulan sebelumnya. Secara triwulanan angka inflasi IHK diperkirakan sedikit antara

yang cukup 1,7-2,2% dan secara tahunan antara 6-7%. Faktor yang mempengaruhi penurunan
tekanan inflasi pada triwulan 1V-2007 diperkirakan antara lain stok beras yang
cukup, menurunnya konsumsi masyarakat setelah melewati masa lebaran, serta
ekspektasi inflasi yang cukup terkontrol.



Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Sumatera Barat

TAHUN

INDIKATOR Ll 2000 Tw. IV-2006 |Tw. I-2007 |Tw. II-2007 |Tw. IlI-2007
MAKRO
IHK Kota Padang 149.93 149.93 155.45 152.40 155.54
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y %) 8.05 8.05 10.73 7.79 9.00
PDRB - harga konstan (miliar Rp) 30949.95 7907.46 7982.40 8123.89 8336.07
- Pertanian 7658.39 1938.80 1946.09 1974.87 2040.55
- Pertambangan dan Penggalian 980.83 246.25 246.48 250.61 255.18
- Industri Pengolahan 3978.64 1004.39 1012.02 1032.87 1066.38
- Listrik, Gas, dan Air Bersih 368.98 94.04 94.56 97.57 100.84
- _Bangunan 1544.89 396.04 399.69 405.32 406.38
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5662.88 1462.01 1480.62 1505.92 1538.56
- Pengangkutan dan Komunikasi 4140.57 1073.34 1092.43 1118.33 1150.87
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa 1579.35 405.87 411.43 418.28 428.37
- Jasa 5035.41 1286.71 1299.08 1320.13 1348.94
Pertumbuhan PDRB (yoy %) 6.14 5.52 5.54 6.01 6.66
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)** 1032.54 316.91 236.34 306.45 233.98
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)** 3296.15 1456.10 802.10 490.59 321.71
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)** 36.91 21.78 14.82 4.29 6.83
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)** 253.33 153.20 79.87 33.10 23.98
PERBANKAN
Bank Umum
Total Aset (Rp triliun) 15.87 15.87 16.44 18.05 18.70
DPK (Rp Triliun) 11.51 11.51 11.50 12.21 12.83
- _Tabungan (Rp Triliun) 4.82 4.82 4.44 4.74 5.00
- Giro (Rp Triliun) 3.44 3.44 3.60 3.93 4.22
- Deposito (Rp Triliun) 3.24 3.24 3.47 3.54 3.61
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek*** 9.55 9.55 9.92 10.89 11.13
- Modal Kerja 4.24 4.24 4.31 4.65 4.61
- _Investasi 1.66 1.66 1.70 1.93 1.991743
- Konsumsi 3.65 3.65 3.92 4.30 4.525085
- LDR (%) 83.03 83.03 86.30 89.18 86.69
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang 8.93 8.93 9.26 10.04 10.47
- Modal Kerja 3.92 3.92 3.94 4.30 4.38
- _Konsumsi 3.29 3.29 3.58 3.96 4.28
- Investasi 1.73 1.73 1.73 1.78 1.81
- LDR (%) 77.66 77.66 80.49 82.19 81.58
NPL (gross, %) 3.43 3.43 3.48 3.67 3.01
Kredit UMKM (triliun Rp)
Kredit Mikro (<Rp 50 juta) (triliun Rp) 3.37 3.37 3.61 3.76 3.92
- Modal Kerja 0.54 0.54 0.57 0.59 0.58
- Investasi 0.20 0.20 0.19 0.20 0.15
- __Konsumsi 2.63 2.63 2.85 2.97 3.19
Kredit Kecil (Rp 50 juta < X < Rp 500 juta) (triliun Rp) 1.89 1.89 2.00 2.35 2.54
- Modal Kerja 1.11 1.11 1.15 1.26 1.34
- Investasi 0.21 0.21 0.22 0.24 0.30
- Konsumsi 0.57 0.57 0.63 0.85 0.90
Kredit Menengah (Rp 500 juta < X < Rp 5 miliar) (triliun Rp) 1.27 1.27 1.28 1.47 1.56
- _Modal Kerja 0.93 0.93 0.92 1.09 1.13
- _Investasi 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26
- _Konsumsi 0.09 0.09 0.10 0.13 0.17
Total Kredit MKM (triliun Rp) 6.53 6.53 6.89 7.58 8.02
NPL MKM gross (%) 2.83 2.83 2.91 3.16 2.77
BPR***
Total Aset (Rp triliun) 0.56 0.56 0.59 0.64 0.67
DPK (Rp Triliun) 0.35 0.35 0.37 0.40 0.42
- Tabungan (Rp Triliun) 0.20 0.20 0.20 0.22 0.23
- Deposito (Rp Triliun) 0.15 0.15 0.17 0.18 0.19
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek 0.39 0.39 0.42 0.48 0.51
- Modal Kerja 0.26 0.26 0.27 0.31 0.33
- Investasi 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
- __Konsumsi 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
Kredit UMKM (triliun Rp) 0.39 0.39 0.42 0.48 0.51
Rasio NPL Gross (%) 8.76 8.76 8.52 7.68 7.41
LDR (%) 112.21 112.21 114.80 119.92 121.19
Keterangan

* Angka PDRB Tw.l1I-2007 merupakan proyeksi Bank Indonesia
** Angka impor dan ekspor Tw. [1I-2007 angka sementara, open file
*** Kredit Perbankan berdasarkan lokasi proyek dan indikator BPR untuk Tw IlI-2007 menggunakan posisi Agustus 2007
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BAB |
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
SUMATERA BARAT

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus berlanjut pada
triwulan 111-2007. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh pada kisaran 6,66% (y-
o-y), lebih tinggi daripada pertumbuhan triwulan 11-2007 sebesar 6,01%. Dari sisi
permintaan, peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada ekspor dan
konsumsi. Tingginya harga komoditas ekspor Sumatera Barat seperti CPO dan
karet serta masuknya masa panen komoditas tersebut merupakan faktor
pendorong pertumbuhan di sisi ekspor. Sementara itu faktor yang mempengaruhi
peningkatan konsumsi adalah membaiknya daya beli masyarakat, dukungan
pembiayaan yang semakin banyak, serta faktor musiman menjelang bulan puasa
dan lebaran. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terjadi beberapa sektor
antara lain sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor
listrik, gas, dan air bersih.
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Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

1.1. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pada triwulan 111-2007 perekonomian Sumatera
Barat tumbuh 6,66%, terutama didukung pertumbuhan ekspor dan
konsumsi. Ekspor pada triwulan ini meningkat cukup tinggi karena masuknya
musim kemarau pada awal bulan April 2007 membuat produksi CPO dan karet
turut meningkat. Sementara itu, peningkatan daya beli masyarakat, dukungan

pembiayaan yang semakin beragam dan faktor musiman menjelang bulan puasa
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Bab I: Perkembangan Fkonomi Makro Sumatera Barat

dan lebaran ternyata mendorong peningkatan konsumsi. Investasi selama
triwulan 111-2007 juga mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada triwulan II-
2007. Peningkatan realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah serta
membaiknya ekspektasi dunia usaha merupakan faktor-faktor yang mendorong

peningkatan investasi.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (y-o-y)

Jenis Penggunaan 1-2006 11-2006 111-2006 1V-2006 1-2007 11-2007 111-2007
Konsumsi 5.42 4.96 4.05 2.51 2.59 2.52 3.34

- Rumah Tangga 5.31 4.93 3.99 2.38 2.38 2.29 3.24

- Lemb Swasta Nirlaba 7.07 5.31 2.68 0.44 0.33 0.48 1.03

- Pemerintah 5.78 5.05 4.44 3.30 3.77 3.78 3.98
Investasi 5.20 4.42 3.72 2.80 2.04 2.34 3.64
Net Ekspor 22.34 19.84 22.48 30.74 19.53 24.13 22.80
Ekspor 21.33 16.94 16.17 18.64 14.51 18.12 16.90
Impor 19.57 12.21 6.13 0.78 5.62 7.61 6.07

Sumber Data : BPS

1.1.1. Konsumsi

Pada triwulan 11I-2007 konsumsi tumbuh relatif lebih tinggi daripada
triwulan sebelumnya. Berdasarkan pelaku ekonomi, konsumsi pemerintah
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,98% sementara konsumsi rumah
tangga tumbuh 3,24%. Peningkatan konsumsi pemerintah disebabkan
meningkatnya gaji PNS, pemberian fasilitas uang makan bagi PNS serta beberapa
belanja barang habis pakai yang biasanya dimulai pada pertengahan triwulan II-
2007.

Pertumbuhan konsumsi non makanan tumbuh lebih tinggi daripada
konsumsi makanan. Pada triwulan 111-2007 konsumsi non makanan tumbuh
3,28% sementara konsumsi makanan meningkat 2,49%. Peningkatan konsumsi
non-makanan yang lebih tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
semakin gencarnya bank dan lembaga pembiayaan lain dalam menawarkan kredit
konsumsi, meningkatnya daya beli masyarakat, serta faktor musiman menjelang

bulan puasa dan lebaran.

Peningkatan daya beli konsumen dikonfirmasi dengan hasil survey
konsumen Bank Indonesia. Indeks Kepercayaan Konsumen terus mengalami
peningkatan dari 79,08 (Juni 2007) menjadi 84,75 (September 2007). Indeks
penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu juga tumbuh dari 106,00
menjadi 111,00.
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Grafik 1.2. Perkembangan Indeks Kepercayaan
Konsumen 2007

Peningkatan konsumi non makanan ini juga seiring dengan pertumbuhan
kredit konsumsi. Kredit konsumsi yang disalurkan bank umum di Sumatera
Barat pada triwulan ini tumbuh 8,05% (g-t-q) dibandingkan triwulan sebelumnya,
jauh di atas pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi yang hanya tumbuh
masing-masing 1,96% (qg-t-q) dan 1,71% (qg-t-q).

Peningkatan konsumsi masyarakat juga dikonfirmasi dengan kenaikan
konsumsi bahan bakar premium. Berdasarkan catatan Pertamina Cabang
Padang, konsumsi premium pada triwulan II-2007 sebesar 101.814,57 kilo liter,
atau meningkat 6,61% dibandingkan konsumsi premium pada triwulan 11-2007.
Penjualan kendaraan baru baik roda empat maupun roda dua juga meningkat
sebanyak 82.417 unit pada tahun 2007. Konsumsi listrik juga mengalami
pertumbuhan sebesar 15,02% setelah sempat menurun pada triwulan [1-2007
sebesar 6,36%. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar
25,68% juga menunjukkan transaksi ekonomi yang semakin meningkat karena

konsumsi masyarakat.

Meningkatnya realisasi belanja pemerintah baik pemerintah pusat dan
daerah memiliki kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan konsumsi.
Realisasi belanja operasional pemerintah pusat di Sumatera Barat sebesar Rp 2,48
triliun pada akhir September 2007 dan belanja tidak langsung pemerintah provinsi
Sumbar sebesar Rp 145,77 milyar diperkirakan memberikan sumbangan yang
signifikan dalam pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,98% pada triwulan
[11-2007.
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1.1.2. Investasi

Pada triwulan 111-2007, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang
merupakan salah satu indikator investasi pada PDRB, mengalami
pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 3,64% (y-o-y). Pertumbuhan
tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang
tercatat sebesar 2,34% (y-o-y) bahkan telah melewati angka pertumbuhan
investasi tahunan pasca kenaikan harga BBM pada triwulan 1V-2005. Salah satu
indikator meningkatnya investasi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan impor
mesin-mesin/pesawat mekanik Januari-Agustus 2007 yang naik lebih dari 4 kali
lipat daripada Januari-Agustus 2006. Jika nilai impor Januari-Agustus 2006 tercatat
sebesar USD 1,89 juta, maka pada periode yang sama tahun ini nilai impor tercatat
USD 8,25 juta.

Meskipun investasi tumbuh cukup tinggi pada triwulan ini, pembiayaan
investasi tersebut ternyata tidak berkorelasi dengan pertumbuhan kredit
perbankan. Kredit investasi yang disalurkan bank umum di Sumbar hanya
tumbuh 4,68% selama tahun 2007. Diperkirakan investasi tersebut dibiayai oleh
pembiayaan sendiri oleh pengusaha. Kondisi keuangan perusahaan yang cukup
likuid terutama yang bergerak di subsektor perkebunan karena tingginya harga
komoditas perkebunan seperti CPO dan karet membuat investasi bisa dibiayai

secara mandiri.
1.1.3. Perdagangan Internasional

Secara umum, posisi perdagangan internasional provinsi Sumatera Barat
hingga akhir bulan Agustus 2007 masih menunjukkan net ekspor yang
positif. Nilai ekspor Sumatera Barat terus menunjukkan tren yang meningkat
meskipun dari sisi volume relatif tidak berubah. Sementara itu, nilai impor
Sumatera Barat berfluktuatif dengan tren yang sedikit meningkat (grafik 1.3. dan
grafik 1.4.)

Pada triwulan 111-2007 (Juli dan Agustus), komoditas ekspor terbesar
Provinsi Sumatera Barat adalah Lemak dan Minyak Nabati senilai USD
154,75 juta, diikuti dengan karet dan barang dari karet senilai USD 62,07
juta, dan kelompok kopi, teh, dan rempah senilai USD 5,15 juta. Dari sisi
volume, komoditas terbanyak diekspor adalah Lemak dan Minyak Nabati
sebanyak 211,54 ribu ton, diikuti bahan bakar mineral sebanyak 35 ribu ton,
ampas industri makanan sebanyak 32,50 ribu ton, dan karet dan barang dari karet
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sebanyak 30,24 ribu ton. Komposisi ekspor tersebut mengindikasikan bahwa
komoditas andalan ekspor non migas Sumatera Barat masih berasal dari sektor
primer seperti perkebunan dan pertambangan.
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Grafik 1.3. Perkembangan Ekspor Sumatera Barat Grafik 1.4. Perkembangan Impor Sumatera Barat
Sumber data : Bea Cukai, diolah DSM-BI (data sementara u/ Juli Sumber data : Bea Cukai, diolah DSM-BI (data sementara u/ Juli
dan Agustus) dan Agustus)

Di sisi impor, komoditas utama yang paling banyak diimpor pada
triwulan 111-2007 relatif sama dengan periode sebelumnya. Pupuk yang
digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, mesin-mesin untuk pengolahan
kelapa sawit dan industri semen masih mendominasi impor Sumatera Barat baik
melalui Pelabuhan Teluk Bayur maupun Bandara Internasional Minangkabau.
Volume pupuk yang diimpor pada bulan Juli-Agustus tercatat sebesar 23,20 ribu
ton dengan nilai USD 5,22 juta. Nilai impor mesin-mesin pada bulan Juli-Agustus
2007 tercatat sebesar USD 3,23 juta dengan volume sebanyak 135,16 ton.

1.2. Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan
dengan kontribusi pada triwulan 111-2007 sebesar 24,48%. Kontribusi
terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan
kontribusi sebesar 18,46%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya
adalah sektor jasa-jasa (16,18%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,81%),
dan sektor industri pengolahan (12,79%). Sementara itu kontribusi sektor lainnya
seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertambangan
dan penggalian, sektor bangunan, serta listrik masing-masing masih dibawah 6%.
Struktur produksi di Provinsi Sumatera Barat relatif tidak berubah selama 3 tahun
terakhir (grafik 1.5.).
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Tabel 1.2. PDRB Sektoral, Kontribusi & Pertumbuhan Masing-Masing Sektor

Sektor PDRB Tw.llI- Kontribusi Pembentuk Pertumbuhan Pertumbuhan
2007* PDRB TW.III-2007 y-0-y g-t-q

(Milyar Rp) ) ) )

PERTANIAN 2,040.55 24.48 5.77 3.33

PERTAMBANGAN & 255.18 3.06 3.57 1.83

PENGGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN 1,066.38 12.79 6.83 3.24

LISTRIK, GAS & AIR 100.84 1.21 8.27 3.35

BERSIH

BANGUNAN 406.38 4.87 4.12 0.26

PERDAGANGAN, HOTEL & 1,538.56 18.46 7.16 2.17

RESTORAN

PENGANGKUTAN DAN 1,150.87 13.81 10.08 291

KOMUNIKASI

KEUANGAN, PERSEWAAN 428.37 5.14 6.78 2.41

& JASA PERUSAHAAN

JASA-JASA 1,348.94 16.18 5.76 2.18

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (y-o-y), semua sektor ekonomi
mengalami pertumbuhan positif. Sektor yang tumbuh di atas rata-rata pada
triwulan 111-2007 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (10,08%), diikuti
sektor listrik, gas, dan air bersih (8,27%), sektor industri pengolahan (6,83%), dan

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (6,78%).

1-2005  11-2005 111-2005 1V-2005 1-2006 11-2006 11I-2006 1V-2006 1-2007  11-2007 [1I-2007

O PERTANIAN B PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
0O INDUSTRIPENGOLAHAN 0O LISTRIK, GAS & AIRBERSIH
B BANGUNAN 0O PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

B PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0O KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN
B JASA-JASA

Grafik 1.5. Perkembangan Struktur PDRB Sektoral
Sumbar 2005-2007

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup mengkilat hingga triwulan IlI-
2007 menunjukkan bahwa meski diguncang gempa bumi cukup dahsyat
pada bulan Maret 2007 dan bulan September 2007, ekonomi Sumbar
tetap on the right track menuju target pertumbuhan ekonomi yang
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ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,4% pada akhir
2007. Pada grafik 1.6. di bawah, terlihat bahwa beberapa sektor yang mengalami
penurunan akibat kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 telah
kembali pada angka pertumbuhan sebelum kebijakan kenaikan harga BBM
diberlakukan. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan
penggalian, industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,
serta listrik, gas dan air bersih.
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Grafik 1.6. Pertumbuhan PDRB Sektoral (y-0-y, %)

1.2.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan 111-2007 mengalami pertumbuhan sebesar
5,25% (y-o0-y). Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup tinggi ini didorong
oleh pertumbuhan subsektor perkebunan (8,41%), subsektor tanaman pangan
(5,31%), subsektor peternakan (3,56%), dan subsektor perikanan (2,71%). Faktor
musim kemarau, pemupukan yang insentif serta harga komoditas perkebunan
yang bersaing membuat produktivitas sektor pertanian meningkat cukup tinggi.

Subsektor perkebunan masih menjadi primadona sektor pertanian di
Sumatera Barat pada triwulan ini. Dari hasil liaison Bank Indonesia di wilayah
Sumatera Barat, permintaan domestik untuk perusahaan-perusahaan yang
bergerak di subsektor perkebunan terutama perkebunan karet dan CPO
mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang
mendorong kenaikan harga dari kedua komoditas ini. Kenaikan permintaan
domestik ini terutama disebabkan untuk CPO karena penggunaan komoditas ini
sebagai sumber energi alternatif yang sedang marak akhir-akhir ini, sedangkan
untuk karet dikarenakan tingginya permintaan karet terutama dari prosuden ban
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untuk menunjang kenaikan jumlah kendaraan bermotor didalam negeri terutama

untuk jumlah sepeda motor.
Tabel 1.3. Perkembangan Penjualan PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk
Jan-Agt '06 Jan-Agt '07 Perubahan

Penjualan Minyak Sawit (Rp milyar) 328.9 617.9 87.87%
Penjualan Karet (Rp milyar) 372.1 327.4 -12.01%
Total Penjualan (Rp milyar) 701 945.3 34.85%

Sumber : www.bakriesumatera.com

Dalam rilis terbarunya pada bulan Oktober 2007, PT Bakrie Sumatera
Plantation Tbk sebagai salah satu perusahaan perkebunan terbesar di
Sumatera Barat dengan lokasi perkebunan di Kabupaten Pasaman
menyatakan bahwa selama periode Januari-Agustus 2007 terjadi
kenaikan penjualan minyak sawit sebesar 87,87% dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya. Volume penjualan CPO dan Palm Kernel juga
tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 13% dan 36%. Tingkat ekstraksi CPO
dan Palm Kernel pada periode yang sama juga mengalami peningkatan sebesar
masing-masing 0,3% dan 0,4%. Hal ini menunjukkan produktivitas juga semakin

meningkat.

Pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan sebesar 5,31%
diperkirakan terjadi pada beberapa kelompok tanaman pangan antara
lain padi, jagung, ubi kayu, 3500 -
dan ubi jalar. Peningkatan luas 3000 -
panen dan produktivitas tanaman 2500 -

padi pada tahun 2007 2000 -

diperkirakan akan meningkatkan 1500 - —l—iglng;

produksi padi sebesar 3,55% 1288 : i[ianmgwjﬁa&ota

daripada produksi padi tahun lalu. 0 —=— Provinsi Sumbar
Menurunnya harga gabah kualitas Jnuari  Maret Vei M September
gabah kering panen (GKP) pada Grafik 1.7. Perkembangan Harga Gabah

i Kualitas GKP Jan-Sep 2007 (R
triwulan  111-l2007 pada saat uaiias an-Sep 2007 (Rp)

peningkatan konsumsi masyarakat menjelang lebaran 1428 H mengindikasikan
bahwa produksi tanaman padi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Masih masuknya masa panen komoditas padi di beberapa sentra
produksi padi di Solok, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat merupakan faktor

menurunnya harga gabah.
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Grafik 1.8. Perkembangan Kredit Sektor Pertanian

Meskipun pertumbuhan dan produktivitas sektor pertanian meningkat
cukup tinggi, kucuran kredit untuk sektor pertanian relatif lambat. Data
Laporan Bank Umum Bank Indonesia periode September 2007 menunjukkan
bahwa di kala posisi kredit yang disalurkan bank umum pada tahun berjalan
meningkat sebesar 17,19% (y-t-d), posisi kredit sektor pertanian justru menurun
sebesar 7,63%.

Liaison Bank Indonesia Padang terhadap beberapa perusahaan
perkebunan menyimpulkan bahwa beberapa perusahaan perkebunan
memperoleh dana pinjaman dari bank asing di Singapura untuk
mendanai operasi dan investasinya. Proses birokrasi yang terlalu lama dalam
pengurusan kredit karena terbatasnya kewenangan pemutus kredit serta lebih
tingginya suku bunga kredit di bank lokal menyebabkan para pengusaha enggan
mengajukan kredit ke bank-bank lokal.

1.2.2 Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan Sumatera Barat tumbuh di atas rata-rata
pertumbuhan ekonomi pada triwulan 11I-2007 sebesar 6,83% (y-o-y).
Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama setahun terakhir. Industri
semen dan barang non logam mencatat pertumbuhan terbesar selama triwulan
laporan sebesar 10,23%. Industri lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup
tinggi adalah industri makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 6,74% dan
industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,66%.

Tumbuhnya sektor industri pada triwulan 111-2007 dikonfirmasi kenaikan
konsumsi beberapa input energi selama periode tersebut. Konsumsi listrik
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PLN selama triwulan IlI-2007 meningkat 15,02% dibandingkan triwulan 11-2007.
Konsumsi beberapa bahan bakar minyak juga mengalami peningkatan mulai dari
minyak tanah (10,16%), solar industri (7,00%), dan minyak bakar (17,52%).
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Grafik 1.8a. Perkembangan Produksi dan Penjualan PT . i i
Semen Padang Grafik 1.8.b.Tujuan Penjualan PT Semen Padang

Pada subsektor industri semen, produksi PT Semen Padang pada triwulan
111-2007 tercatat sebesar 1,51 juta ton, meningkat 13,24 % dibandingkan
triwulan 11-2007. Sementara itu penjualan semen pada triwulan [11-2007
meningkat 10,98% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1,76 juta ton.

Peningkatan penjualan semen terutama terjadi pada penjualan ekspor yang

meningkat sebesar 28,12%, sementara penjualan untuk pasar lokal meningkat
sebesar 5,66 %.
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Grafik 1.10.

Grafik 1.9. Struktur Industri Pengolahan Pertumbuhan PDRB (y-0-y)
Industri Pengolahan

Pertumbuhan berbagai subsektor industri di atas
tidak mengubah struktur industri pengolahan di Sumatera Barat. Industri
pengolahan di Sumbar masih didominasi oleh subsektor tekstil, barang kulit dan
alas kaki. Share subsektor ini berkisar antara 39-40% terhadap total industri.
Berikutnya, subsektor makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan
sumbangan yang signifikan terhadap industri pengolahan di Sumbar. Selama tiga
tahun terakhir, share subsektor ini mencapai 26%.
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Sebagaimana yang terjadi pada sektor pertanian, sektor industri juga
berada dalam jalur yang terus meningkat sejak awal tahun 2007. Tingkat
pertumbuhan sektor industri telah melampaui tingkat pertumbuhan pada periode
sebelum kenaikan harga BBM 2005. Subsektor-subsektor industri yang memili
sumbangan cukup tinggi terhadap PDRB Sumbar telah menunjukkan kinerja yang
cukup baik. Sayangnya, kucuran kredit untuk sektor industri ini masih dirasakan
kurang. Pada grafik 1.11 dibawah terlihat bahwa posisi kredit untuk sektor
industri pada akhir September 2007 tercatat sebesar Rp 987, 26 milyar atau
meningkat 11,32% selama tahun 2007. Padahal kredit selama tahun berjalan yang
dikucurkan perbankan Sumatera Barat tumbuh sebesar 17,19%.

12,000 20
10,000 + 1
8,000 +
6,000 + + 10
4,000 +

+ 5
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mmm Kredit (Rp miliar) o
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—=— Pertumbuhan Kredit (y-t-d, %)

—l— Pertumbuhan Kredit Sektor Industri (y-t-d, %)

Grafik 1.11. Perkembangan Kredit Sektor Industri

1.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

Di triwulan 11I-2007 sektor perdagangan, hotel & restoran mengalami
pertumbuhan sebesar 7,18% (y-o0-y). Pertumbuhan tersebut sedikit menurun
dibandingkan pertumbuhan di triwulan 11-2007 yang tercatat sebesar 7,96% (y-o-
y). Pertumbuhan terjadi pada subsektor perdagangan besar dan eceran (7,18%),
diikuti subsektor restoran (6,73%) dan subsektor hotel (5,44%).
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Grafik 1.12 Perkembangan PDRB Sektor Grafik 1.13 Pertumbuhan PDRB Sektor
Perdagangan Perdagangan
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Grafik 1.14. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Hotel dan Restoran

Beberapa hal diduga menjadi penyebab meningkatnya performa sektor
perdagangan antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat pada
waktu menjelang bulan puasa dan lebaran, meningkatnya konsumsi
pemerintah serta dunia usaha. Peningkatan kinerja sektor perdagangan
dikonfirmasi dengan meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

selama triwulan 111-2007 sebesar 25,8% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Searah dengan pertumbuhan sektor perdagangan, alokasi kredit
perbankan untuk sektor ini juga mengalami peningkatan. Sebagai sektor
yang dipersepsikan memiliki perputaran yang relatif lebih cepat dan risiko lebih
rendah, sektor ini menyerap kredit perbankan sebesar Rp 2,81 triliun, alokasi
kredit terbesar setelah kredit untuk sektor lain-lain yang digunakan untuk
konsumsi. Alokasi kredit sektor perdagangan tumbuh sebesar 14,69% selama
tahun 2007.

Tabel 1.4.Perkembangan Tingkat Penghunian Hotel (TPH)
dan Rerata Lama Menginap (RLM) Tamu Hotel

Oct-06 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07
TPK Hotel Berbintang 31.45 43.26 37.7 31.77 35.29 47.01 42.94 51.89 52.31
RLM Tamu Asing 3.26 2.69 2.53 2.51 2.67 2.09 1.69 2.26 2.29
RLM Tamu Indonesia 1.67 1.92 1.48 1.59 1.46 1.48 1.48 1.52 1.38
Sumber : BPS

Pada subsektor hotel, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang
di Sumatera Barat pada triwulan 111-2007 relatif meningkat daripada
triwulan 11-2007. Musim liburan sekolah pada bulan Juli serta pelaksanaan
seminar dan konvensi baik internasional maupun nasional yang diadakan di hotel-
hotel berbintang di Padang dan Bukittinggi pada menjelang bulan puasa
meningkatkan TPK hotel berbintang dari 42,94% pada bulan Juni 2007 menjadi
52,31% pada bulan Agustus 2007. Tingkat Penghunian hotel pada bulan Agustus
2007 merupakan yang tertinggi selama tahun 2007. Tamu asing lebih lama
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menginap dalam satu kunjungannya daripada tamu Indonesia. Pada bulan
Agustus 2007, rerata lama menginap tamu hotel asing setiap kunjungannya
sebesar 2,29 hari, sementara tamu Indonesia menginap selama 1,38 hari.
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Grafik 1.15 Perkembangan Wisatawan Mancanegara

Meskipun terjadi peningkatan RLM tamu asing, kunjungan wisatawan
mancanegara ke Sumatera Barat justru menurun selama triwulan 111-2007.
Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat tercatat
sebanyak 6.644 atau menurun 13,28% dibandingkan triwulan 11-2007. Meskipun
demikian, jumlah wisman selama tahun berjalan 2007 masih lebih tinggi daripada
periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah wisman periode Januari-September
2007 tercatat sebanyak 20.113 atau meningkat sebesar 14,36%.

1.2.4 Sektor Pengangkutan & Komunikasi

Pada triwulan Il tahun 2007, sektor pengangkutan & komunikasi
mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,08% (y-o-y). Pertumbuhan
tersebut lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya sebesar 9,62. Dilihat dari
subsektornya, pertumbuhan pada triwulan laporan terutama disumbangkan
subsektor komunikasi yang tumbuh sebesar 16,66% (y-o-y) sedangkan subsektor
angkutan hanya meningkat sebesar 8,14%. Pertumbuhan tertinggi (y-o-y) pada
subsektor angkutan terjadi pada angkutan sungai danau & penyeberangan

sebesar 9,40% dan subsektor angkutan jalan raya sebesar 7,76%.
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Tingginya pertumbuhan sektor komunikasi didorong oleh tingginya
investasi di sektor ini serta semakin banyaknya provider seluler. Pada awal
bulan puasa yang lalu, Esia menggebrak kota Padang dengan membuka jaringan
CDMA. Launching produk CDMA Esia yang berlangsung selama 4 hari sejak
tanggal 4-7 Oktober 2007 di Kantor Esia Padang jalan A.Yani 40, Lapangan Imam
Bonjol, dan Minang Plaza berlangsung sukses. Penjualan paket kartu perdana Esia
CDMA dan handset Huawei seharga Rp 199 ribu diserbu masyarakat Padang.
Masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan paket promosi tersebut. Hingga
hari terakhir launching, animo masyarakat masih cukup tinggi. Launching produk
CDMA Esia yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 4-7 Oktober 2007 di
Kantor Esia Padang jalan A.Yani 40, Lapangan Imam Bonjol, dan Minang Plaza
berlangsung sukses. Penjualan paket kartu perdana Esia CDMA dan handset
Huawei seharga Rp 199 ribu diserbu masyarakat Padang. Masyarakat rela
mengantri untuk mendapatkan paket promosi tersebut. Hingga hari terakhir
launching, animo masyarakat masih cukup tinggi.

Tabel 1.5. Perkembangan PDRB Sektor Angkutan dan Komunikasi

Subsektor Tw.[-2007 Tw.11-2007 Tw.11I-2007

a. Angkutan 6.67 7.58 8.14
1. Kereta Api (0.42) 4.54 6.95
2. Jalan Raya (Darat) 5.65 6.86 7.76
3. Angk. Laut (1.12) 2.14 4.37
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan 11.23 10.23 9.40
5. Angk. Udara 17.45 15.80 13.53
6. Jasa Penunjang Angkutan 6.65 6.49 6.89
b. Komunikasi 17.87 16.79 16.66

Sumber: BPS

Telkom Flexi sebagai provider CDMA pertama di Kota Padang langsung
menggelar promosi yang cukup gencar mulai dari penayangan iklan di
media televisi lokal, menggelar promosi di beberapa tempat mulai Plaza
Andalas di tengah kota Padang hingga areal kampus Universitas Andalas
di daerah Limau Manih. Sementara itu, Indosat sebagai provider CDMA Starone
yang masuk Kota Padang pada awal tahun 2007 dan jarang terlihat berpromosi
juga ikut bereaksi. Di berbagai sudut Kota Padang muncul spanduk serta baliho

yang mengiklankan tarif hemat Starone.

Meskipun sektor angkutan terus mengalami pertumbuhan, sub sektor
angkutan udara sebagai subsektor yang mengalami pertumbuhan
tertinggi mulai menunjukkan perlambatan. Hal ini ditunjukkan oleh
berkurangnya jadwal terbang pesawat menuju medan maupun jakarta, serta
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turunnya konsumsi avtur selama triwulan [lI-2007. Konsumsi avtur terus
mengalami penurunan dari 9,3 ribu kilo liter pada triwulan 1-2007 menjadi 8,09
ribu kilo liter pada triwulan 111-2007.

1.2.5 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan pada triwulan 111-2007
tumbuh sebesar 6,78% (y-o-y) sedikit menurun dibandingkan triwulan II-
2007 sebesar 6,99%. Pertumbuhan sektor ini sebagian besar berasal dari
pertumbuhan subsektor bank sebesar 7,80 % (y-o-y) dan subsektor sewa
bangunan sebesar 7,03%. Meningkatnya pertumbuhan subsektor bank ditandai
dengan meningkatnya laba bersih sebelum konsolidasi yang dibukukan hingga
akhir September 2007 sebesar Rp 396,47 miliar untuk bank umum konvensional
dan Rp 11,02 miliar untuk bank umum syariah.

1.2.6 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan 111-2007 tumbuh sebesar 5,76% (y-o-y).
Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan sedikit menurun apabila
dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang
tercatat sebesar 6,04% (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa sebagian
besar berasal dari subsektor swasta yang tumbuh sebesar 7,71% (y-o-y).
Peningkatan daya beli dan perubahan gaya hidup memberikan peluang
tumbuhnya subsektor jasa seperti jasa cuci kiloan dan jasa laundry yang tumbuh
subur di Kota Padang, serta rekreasi parasailing dan banana boat di Pantai Purus.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EKONOMI REGIONAL ZONA PADANG'
TRIWULAN Ill - 2007

l. Gambaran Umum

Pada triwulan 111-2007, pertumbuhan ekonomi regional zona Padang diperkirakan
mencapai 5,67% (y-o-y). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan bahwa perekonomian di Zona
Padang berada dalam tahap ekspansif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di
Provinsi Riau (8,51%)’ diikuti Sumatera Barat (6,66%) dan Kepulauan Riau (6,58%).

Memasuki triwulan 111-2007, tekanan inflasi di zona Padang, secara tahunan (y-o-y)
dan kuartalan (g-t-g), mengalami peningkatan dibandingkan inflasi triwulan
sebelumnya. Secara tahunan, kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi.
Sementara secara kuartalan kelompok pendidikan merupakan kelompok yang
tertinggi inflasinya di zona Padang.

Il. Assesmen Makro-Ekonomi Regional

Perekonomian Zona Padang pada

triwulan 111-2007 tumbuh lebih ,
. . . . Kepri : O Porsi
tinggi daripada triwulan | 6.58 @ Sumbangan

sebelumnya. PDRB ADH konstan Jambi @8-39 @ pertumbuhan
tahun 2000 Zona Padang yang 013

] 51.64

terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Riau 754
4.87

Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau
tercatat sebesar Rp 42,72 triliun,  Sumbar 'L 566

mengalami peningkatan sebesar orafid
5,67% (y-o-y). Pertumbuhan Pertumbuhan Zona Padang

tersebut  sedikit lebih  tinggi

daripada pertumbuhan triwulan [1-2007 yang tercatat sebesar 4,96% (y-o-y).
Sumbangan tertinggi pertumbuhan PDRB berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan
Riau dengan sumbangan masing-masing sebesar 2,54% dan 1,33%. Pertumbuhan
PDRB tanpa migas di Provinsi Riau mencapai 8,51%, jauh di atas provinsi lainnya
yang angka pertumbuhannya berkisar 6,1-6,6%.

' Zona Padang meliputi provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.
> PDRB Tanpa Migas
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Pertumbuhan PDRB Sektoral Zona Padang Pertumbuhan Sektoral di Zona Padang

Dari sisi sektoral, determinan utama pertumbuhan ekonomi di Zona Padang adalah
sektor Transportasi dan Komunikasi dan sektor Perdagangan. Kedua sektor tersebut
tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 9,72% dan 9,54% (y-o-y). Pada
subsektor komunikasi, semakin murahnya pulsa telepon seluler, perluasan jaringan
serta persaingan yang ketat dari operator telepon seluler meningkatkan
pertumbuhan di hampir semua provinsi di Zona Padang. Bahkan pertumbuhan sektor
transportasi dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat
mencapai 11,80% dan 10,08% (y-o-y).

Meningkatnya aktivitas ekonomi diikuti dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di
sektor keuangan. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada triwulan
ini tumbuh sebesar 8,51%, dimana sub sektor bank dan lembaga keuangan lainnya
tumbuh sebesar 9,30%. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan kredit
yang disalurkan perbankan di wilayah Zona Padang. Posisi Kredit yang disalurkan
bank umum pada akhir Agustus 2007 tumbuh sebesar 18,26% (y-o-y). Pembiayaan
yang diberikan bank umum syariah bahkan tumbuh lebih tinggi mencapai 44,19%.

Tingginya pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi dan sektor keuangan
mengkonfirmasi keadaan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi di Zona Padang

adalah sektor tersier’. Dari grafik 4 terlihat bahwa sektor tersier sejak triwulan IlI-

2006 tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor primer maupun sekunder. Tingginya
pertumbuhan sektor tersier terjadi pada semua provinsi di Sumbar. Meskipun
demikian, secara struktur ekonomi, relatif tidak terjadi perubahan pada semua
provinsi. Dari grafik 5 di atas terlihat bahwa struktur ekonomi Zona Padang masih
didominasi oleh Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor
pertambangan dan penggalian.

® Sektor Tersier terdiri dari Sektor Transportasi dan Komunikasi, Sektor Keuangan dan Sektor
Jasa-Jasa
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Pertumbuhan PDRB Sektoral (y-0-y,%) Struktur PDRB Sektoral

Sektor primer pada triwulan 111-2007 mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada
triwulan sebelumnya namun masih dibawah pertumbuhan triwulan 111-2006.
Perlambatan pertumbuhan sektor primer terutama terjadi di provinsi Riau dan
Jambi. Rendahnya pertumbuhan subsektor industri migas pada triwulan ini
diakibatkan masih rendahnya produktivitas dan tersendatnya pasokan produksi di
kilang minyak Kota Dumai. Belum ditemukannya sumber minyak baru menjadi
alasan utama rendahnya produktivitas sub sektor migas. Sementara itu, di kala
terjadi penurunan produktivitas di sub sektor industri migas, subsektor perkebunan
terus mengalami peningkatan. Subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan
8,67%, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi Riau (9,91%) dan Sumatera Barat
(9,74%).

Di sisi permintaan, perekonomian Zona Padang (tidak termasuk Prov. Kepri) tumbuh
didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Ekspor pada triwulan laporan
meningkat sebesar 9,90%, turun cukup tajam dibandingkan triwulan sebelumnya
yang tercatat sebesar 16,98%. Penurunan ekspor ini diperkirakan dipengaruhi oleh
menurunnya impor bahan baku serta bahan penolong. Pertumbuhan impor pada
triwulan 111-2007 juga menurun dari 16,84% menjadi 9,64%. Melemahnya rupiah
akibat krisis subprime mortgage serta belum jelasnya penerapan Perpu Free Trade
Zone di Batam diperkirakan mempengaruhi penurunan arus impor.
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Pertumbuhan PDRB Menurut Jenis Penggunaan Struktur PDRB Menurut Jenis Penggunaan




Dibandingkan periode yang sama tahun 2006, ekspor Zona Padang tumbuh cukup
tinggi. Ekspor Zona Padang tahun berjalan hingga posisi Juli 2007 tercatat sebesar
USD 8,12 milyar atau meningkat 26,12% dibandingkan periode Januari-Juli 2006.
Komoditas paling banyak diekspor hingga Juli 2007 adalah minyak nabati sebesar
USD 2,40 milyar, alat-alat elektronik sebesar USD 2,33 milyar, karet sebesar USD
589,17 juta, dan kertas sebesar USD 502,39 juta.
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Perkembangan Ekspor Zona Padang Perkembangan Impor Zona Padang

Pangsa impor Zona Padang masih didominasi oleh impor bahan baku. Hingga akhir
Juli 2007, importasi mesin dengan pos tarif HS 2 digit 84 dan 85 mencapai USD 3,6
milyar dengan pangsa sebesar 60,60%. Sementara itu, importasi baja dengan pos
tarif HS 2 digit 72 dan 73 mencapai USD 983,5 milyar dengan pangsa sebesar
16,28%. Impor bahan baku industri yang lain seperti plastik juga cukup tinggi
sebesar USD 192,7 juta dengan pangsa sebesar 3,19%. Struktur impor seperti ini
menunjukkan bahwa ketergantungan industri di Zona Padang yang cukup tinggi
terhadap kandungan impor akan menekan perekonomian Zona Padang jika kurs
rupiah terhadap dollar memburuk.

I1l. Asesmen Inflasi

Memasuki triwulan 111-2007, tekanan inflasi di zona Padang, secara tahunan (y-o-y),
mengalami peningkatan dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,11%
pada triwulan 11-2007 menjadi 7,55%" di triwulan laporan. Begitu pula secara
kuartalan (g-t-q), inflasi di zona Padang mengalami peningkatan dari deflasi1,26%
pada triwulan 11-2007 menjadi inflasi 1,31% di triwulan laporan. Peningkatan inflasi
pada bulan bulan laporan tersebut ditenggarai karena adanya faktor musiman
masuknya bulan puasa dan persiapan menyambut hari raya keagamaan. Di zona
Padang, kenaikan harga yang terjadi setiap bulan puasa umumnya bukan

* Data s.d Agustus 2007




diakibatkan kelangkaan barang di pasaran, namun dipengaruhi pula faktor
kebiasaan para pedagang yang menaikkan harga seiring dengan meningkatnya
permintaan.
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Berdasarkan kotanya, kota Jambi merupakan kota dengan inflasi tertinggi di zona
Padang. Pada triwulan laporan, inflasi kota Jambi tercatat sebesar 2,14% (qg-t-q),
diikuti dengan kota Batam sebesar 1,44%, kota Padang sebesar 1,30%, dan terendah
di kota Pekanbaru sebesar 0,81%.

Dilihat dari kelompok barang dan jasa (g-t-q), pada triwulan laporan kelompok
pendidikan mengalami inflasi tertinggi di zona Padang dengan angka inflasi

mencapai 3,34% (sumbangan 0,15%), disusul kemudian kelompok bahan makanan

sebesar 2,50% (sumbangan 0,74%), kelompok makanan jadi sebesar 1,45%

(sumbangan 0,26%) dan kelompok kesehatan sebesar 1,24% (sumbangan 0,04%).

Tabel Perkembangan Inflasi Zona Padang Menurut Kel. Barang
(tahunan, y-o-y, %)

KelompokBarang& | 205 | a6 [ a7
Jasa

UMUM / TOTAL 9,75 6,95 8,71 17,23 14,00 14,76 13,92 6,87 9,03 711 7,55
Bahan Makanan 11,93 5,61 12,33 19,76 13,64 15,01 12,63 9,92 16,06 10,98 14,29
Makanan Jadi 7,88 8,52 9,46 11,27 11,07 9,96 10,72 8,48 9,08 9,70 8,10
Perumahan 7,35 5,20 3,45 8,71 8,86 10,26 9,86 5,20 6,57 5,46 5,24
Sandang 6,85 6,50 8,73 7,81 8,49 11,55 8,88 7,43 7,44 3,65 3,37
Kesehatan 4,07 4,53 4,53 6,67 8,79 7,67 8,44 8,77 6,65 7,02 7,30
Pendidikan 5,60 5,53 6,20 9,70 9,82 10,47 11,21 8,24 8,56 7,86 4,95
Transportasi & Komnk 16,62 12,31 11,92 46,38 32,54 32,82 3257 1,15 1,19 1,14 1,05

(kuartalan, g-t-q, %)
KelompokBarang& | 2005 | 2006 | 2007

Jasa

UMUM / TOTAL 3,78 -0,16 2,25 10,65 0,92 0,51 1,50 3,80 2,96 -1,26 1,31
Bahan Makanan 5,27 -2,06 3,90 11,79 -0,11 -0,87 1,74 9,10 5,47 -5,21 2,50
Makanan Jadi 2,63 1,31 1,90 5,01 2,45 0,30 2,61 2,89 3,01 0,87 1,45
Perumahan 1,16 0,23 1,00 6,16 1,30 1,52 0,63 1,66 2,61 0,46 0,26
Sandang 0,34 0,60 3,11 3,58 0,97 3,44 0,65 2,20 0,98 -0,22 0,74
Kesehatan 1,18 1,97 0,73 2,65 3,19 0,92 1,44 2,97 1,18 1,27 1,24
Pendidikan 0,14 0,10 5,59 3,64 0,25 0,69 6,30 0,87 0,54 0,05 3,34

Transportasi & Komnk 10,87 0,26 0,37 31,21 0,38 0,47 0,18 0,11 0,42 0,43 0,08
Sumber : BPS, diolah




Sampai dengan Agustus 2007, laju inflasi zona Padang mencapai 2,82% (y-t-d) atau
lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2006 yang tercatat sebesar 2,18%. Laju
inflasi tertinggi terjadi di kota Jambi yang tercatat sebesar 3,40% (y-t-d), selanjutnya
adalah kota Pekanbaru sebesar 2,96%, kota Padang sebesar 2,73%, dan laju inflasi
terendah di kota Batam sebesar 2,47%.

Konsumsi daging ayam ras yang sempat menurun akibat adanya isu flu burung di
awal tahun 2007, diduga telah menurunkan minat peternak ayam ras untuk
meningkatkan produksi/jumlah ternaknya. Kondisi ini diperkirakan berlanjut dan
berdampak terhadap menurunnya pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras di
triwulan laporan. Daging ayam ras mengalami inflasi sebesar 14,67% (qg-t-q) dengan
sumbangan inflasi sebesar 0,22% dan telur ayam ras mengalami inflasi sebesar
12,59% (g-t-g) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,10%. Di Padang, harga ayam ras
pedaging pada minggu IV Juni 2007 sebesar Rp14.000/Kg dan pada minggu IV Juli
2007 telah mencapai Rp18.000/kg. Harga tersebut diperkirakan meningkat di bulan
September 2007 seiring dengan meningkatnya permintaan. Komoditi lain pada
kelompok bahan makanan yang juga meningkat adalah cabe merah, minyak goreng,
ikan tongkol, bayam, bawang merah, kacang panjang, kangkung, daun singkong,
dan ikan serai.

Pada kelompok makanan jadi, rokok kretek filter masih memberikan sumbangan
yang cukup besar terhadap pembentukan inflasi kelompok ini. Rokok kretek filter
mengalami inflasi sebesar 3,46% (g-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,11%, disusul
kemudian rokok kretek (inflasi 1,95%, sumbangan 0,03%). Masih meningkatnya
harga rokok di pasaran, diduga merupakan dampak lanjutan dari adanya kebijakan
pemerintah yang menaikkan HJE rokok pada Maret 2007 yang lalu.
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Secara tahunan (y-o-y) inflasi inti (core inflation) di zona Padang cenderung menurun
sejak awal tahun 2007. Sebaliknya, pada infali non inti (non-core inflation) justru
meningkat pada bulan Agustus 2007. Berdasarkan determinan inflasi, inflasi inti di
zona Padang pada bulan Agustus 2007 tercatat sebesar 4,77%, sedangkan inflasi non
inti sebesar 10,60%. Tingginya inflasi non inti tersebut disebabkan oleh inflasi
volatile food yang juga meningkat pada bulan Agustus 2007.

Kenaikan harga komoditi pertanian yang masuk dalam kelompok bahan makanan,
memberikan tekanan terhadap inflasi volatile food di bulan Agustus 2007. Inflasi
volatile food pada triwulan laporan masih berada pada level dua digit dan bergerak
dengan kecenderungan yang meningkat. Pada triwulan laporan (Agustus 2007)
inflasi volatile food sebesar 16,61% (y-o-y). Sementara itu, inflasi kategori
administered price di zona Padang menunjukkan trend yang menurun. Inflasi
administered price pada triwulan laporan (Agustus 2007) sebesar 4,66% (y-o-y) lebih
rendah dari triwulan 11-2007 yang tercatat sebesar 5,21%.
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IV. Assesmen Keuangan

Kebijakan penurunan suku bunga Bl-rate tampaknya belum mendorong
pertumbuhan kredit secara optimal. Pada akhir Agustus 2007, jumlah kredit yang
disalurkan bank umum konvensional mencapai Rp 29,19 triliun atau meningkat
14,72% dibandingkan akhir Agustus 2006. Pertumbuhan kredit tersebut jauh
tertinggal dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dimana jumlah DPK yang
terkumpul mencapai Rp 44,85 triliun atau meningkat 23,67% (y-o-y). Lambatnya
pertumbuhan kredit ini mengakibatkan rasio LDR menurun dari 70,18% menjadi
65,10%.




Tabel Indikator Bank Umum Konvensional

Posisi (Rp juta) Pangsa Pertumbuhan
Aug-06 Des-06 Aug-07 Aug-06 Jun-07 Aug-07 y-o-y y-t-d

DPK 36,269,384 | 43,498,403 | 44,852,773 23.67% 3.11%
Tabungan 14,699,911 | 17,329,832 | 19,297,043 | 40.53%| 42.92%| 43.02%| 31.27%| 11.35%
Deposito 11,712,190 | 15,182,002 | 12,779,589 | 32.29%| 28.49%| 28.49%| 9.11%| -15.82%
Giro 9,857,283 | 10,986,569 | 12,776,141 | 27.18%| 28.58%| 28.48%| 29.61%| 16.29%
Kredit 25,452,589 | 27,232,320 | 29,199,607 14.72% 7.22%
Menurut Penggunaan
Modal Kerja 10,517,479 | 11,630,615 | 11,906,607 | 41.32%| 42.87%| 40.78%| 13.21% 2.37%
Investasi 7,701,010 | 8,135,847 | 8,925,091 | 30.26%| 28.96%| 30.57%| 15.90% 9.70%
Konsumsi 7,234,100 | 7,465,858 | 8,367,909 | 28.42%| 28.17%| 28.66%| 15.67%| 12.08%

Menurut Sektor Ekonomi
Pertanian 4,598,791 | 5,385,544 | 4,911,096 | 18.07%| 17.14%| 16.82%| 6.79% -8.81%
Pertambangan & Penggalian 51,031 37,143 94,368 0.20%| 0.30% 0.32%| 84.92%| 154.07%
Perindustrian 3,945,535 | 3,702,624 | 3,653,151 | 15.50%| 13.32%| 12.51%| -7.41% -1.34%
Listrik,Gas & Air 42,506 44,813 56,667 0.17%| 0.20% 0.19%| 33.32%| 26.45%
Kontruksi 1,190,826 | 1,178,394 | 1,232,059 4.68%| 4.28% 4.22%| 3.46% 4.55%
Perdag,Hotel& Restoran 6,360,223 | 7,095,993 | 8,218,573 | 24.99%| 27.66%| 28.15%| 29.22%| 15.82%
Pengangktn & Komunikasi 436,048 453,867 497,781 1.71%| 1.61% 1.70%| 14.16% 9.68%
Jasa-jasa 1,547,905 | 1,809,624 | 2,143,209 6.08%| 7.15% 7.34%| 38.46%| 18.43%

Lain-lain 7,279,724 | 7,524,318 | 8,392,703 | 28.60%| 28.34%| 28.74%| 15.29%| 11.54%

LDR 70.18% 62.61% 65.10%

Alokasi kredit di Zona Padang pada periode laporan menurut jenis penggunaan
terutama untuk modal kerja (40,78%), kemudian investasi (30,57%) dan konsumsi
(28,66%). Sedangkan menurut sektor ekonomi di luar sektor lain-lain yang
menampung kredit konsumtif, sebagian besar kredit disalurkan untuk tiga sektor
utama, yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran (28,15%), sektor pertanian
(16,82%), sektor perindustrian (12,51%).

Lambatnya penyaluran kredit hingga akhir Agustus 2007 mengakibatkan tingginya
dana SBI yang disimpan bank umum konvensional di Zona Padang. Pada posisi akhir
Agustus 2007, pembelian SBI yang dilakukan bank umum konvensional di Zona
Padang mencapai Rp 9,73 triliun atau meningkat 5,48% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Selain karena lambatnya penyaluran kredit, pembelian SBI
oleh bank umum konvensional dilakukan sebagai penempatan giro pemerintah yang
disimpan di Bank Pembangunan Daerah. Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa
pergerakan giro pemerintah selama tahun 2006-2007 searah dengan pergerakan
jumlah SBI yang dibeli.
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Penyaluran Kredit berskala Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) Zona Padang
meningkat dari Rp 20,94 triliun pada akhir Agustus 2006 menjadi Rp 25,26 triliun




pada akhir Agustus 2007. Peningkatan sebesar 23,25% tersebut jauh lebih tinggi
daripada pertumbuhan kredit secara umum sebesar 18,26% sehingga pangsa kredit
berskala MKM meningkat menjadi 69,83%.

Risiko kredit perbankan di Zona Padang hingga akhir 2007 relatif terjaga. Angka
Non Performing Loan (NPL) selama tahun 2007 berada di level yang cukup aman
dibawah 5%. Pada akhir Agustus 2007, rasio NPL tercatat sebesar 4,66%.

V. Outlook Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Prospek perekonomian zona Padang pada triwulan 1V-2007 diprediksikan tumbuh
positif dengan pertumbuhan sedikit lebih tinggi dari triwulan 111-2007, berkisar pada
6,00% — 6,20% (y-o0-y). Sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi
belanja modal pemerintah akan digenjot pada bulan Oktober-Desember.
Peningkatan belanja modal pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah, investasi swasta diperkirakan
juga akan meningkat seiring dengan ekspektasi inflasi yang kondusif. Membaiknya
kurs rupiah pada kisaran 9000-9100 akan meningkatkan impor bahan baku dan
bahan penolong terutama di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sebaliknya, kurs
tersebut juga masih menarik bagi eksportir untuk mengekspor komoditasnya.

Tekanan inflasi pada triwulan 1V-2007 diperkirakan masih diwarnai dengan faktor
musiman dengan adanya hari raya keagamaan dan dampak gempa bumi. Namun

demikian, tekanan inflasi diperkirakan tidak jauh dari triwulan 11I-2007. Di kota

Padang dan Jambi, tekanan inflasi diperkirakan berasal kelompok bahan makanan,
kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan akibat tingginya permintaan
barang konsumsi dan bahan bangunan pasca gempa bumi 13 September 2007.
Dengan memperhitungkan determinan-determinan inflasi tersebut diproyeksikan
inflasi zona Padang triwulan 1V-2007 dan inflasi tahun 2007 berkisar pada angka 6-
8% (y-o-y).




Berat, Capai PE 6,4 Persen
Setelah Dua Kali Diguncang Gempa

Dua kali bencana gempa bumi melanda Sumbar, sepertinya berat bagi pemerintahan
provinsi Sumbar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,40 persen pada
tahun 2007. Terlebih lagi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ditargetkan
pertumbuhan ekonomi mencapai 6,60 persen pada 2008 mendatang.

Meski sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 untuk pertama kalinya
mampu menembus angka 6,14 persen dari tahun 2005 yang hanya 5,73 persen.
“Sepertinya berat untuk bisa mencapai target tersebut jika melihat kondisi bencana
gempa yang dua kali melanda daerah kita,” kata Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi
kepada wartawan kemarin. Di sisi lain, Gubernur juga sedikit berbangga jika melihat
laju pembelian mobil dua bulan pascagempa 6 Maret lalu. Artinya, hal ini, kata
Gubernur, menunjukkan adanya pergerakan ekonomi.

Diharapkan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak
pada pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai target tersebut, Gubernur akan
melakukan evaluasi terhadap anggaran yang akan digunakan dalam APBD
Perubahan dan APBD 2008 mendatang. Menurutnya, kegiatan yang dianggarkan
akan lebih dipertajam dan difokuskan pada sektor-sektor yang lebih produktif untuk
percepatan-percepatan. “Akan ada pergeseran-pergeseran uang mencapai target
pertumbuhan 6,60 tahun 2008. Akan ada beberapa sektor-sektor mengalah di mana
yang tidak memberikan kontribusi banyak terhadap pembangunan. Artinya,
kegiatan tersebut diarahkan pada kegiatan produktif bukan pada kegiatan
konsumtif,” ulas Gubernur yang tidak mau merinci sektor mana yang harus
mengalah.

Sementara itu, untuk jangka panjang upaya pengurangan kemiskinan, akan
dilakukan pergeseran sektor pertanian ke sektor jasa yakni melalui perdagangan dan
pariwisata. Diakuinya, sektor pertanian mencapai 52 persen tapi hanya mampu
memberikan kontribusi 25 persen. “Kontribusi pertanian terhadap PDRB terus
mengalami penurunan. Makanya perlu dialihkan sektor ini ke sektor jasa,”
tambahnya. Dalam RPJP, kata Gubernur, akan dibuat target pengurangan dengan
jelas. Dengan rasionalisasi 0,4 persen kepemilikan lahan tidak akan sanggup
mengimbangi pertumbuhan ekonomi 0,6 persen. Kalau dipaksakan pemilikan lahan
menjadi 0,2 ha. Ubah Sistem Rehabilitasi Penanganan Pascagempa Lambatnya
bantuan sampai kepada masyarakat akan semakin lambat proses pemulihan
ekonomi masyarakat. Makanya, sistem rehabilitasi penanganan bencana gempa,
kata Gubernur, akan diubah.

Jika bencana gempa bumi Maret lalu, bantuan dari Menteri Sosial berupa barang,
Gubernur akan meminta kepada Mensos berupa fresh money bukan berupa barang.
Menurutnya pengalaman lalu menunjukkan banyak warga dan kepala daerah yang
mengeluh kenapa dalam bentuk barang, walaupun sebelumnya telah disepakati




dalam bentuk sosial. “Kemarin kan baru pertama kali. Jadi tidak tahu apa yang
dilakukan. Makanya, sekarang kita minta kepada Mensos bantuan lepas dengan
fresh money,” kata Gubernur. Begitu juga ketika dilakukan verifikasi, kata Gubernur,
ternyata data yang diperoleh oleh tim klinik kontruksi tidak sama dengan data yang
dimiliki kabupaten/kota.

“Padahal provinsi sudah mengeluarkan biaya untuk tim klinik. Tapi sekarang justru
data kabupaten/kota berbeda. Hal ini menyebabkan bantuan yang diperoleh
nantinya juga akan berbeda. Sekarang kita harapkan dua kabupaten/kota yang
terkena gempa ini verifikasi datanya dapat dilakukan oleh provinsi,” ulasnya.
Masalah lain, kata Gamawan, bantuan Menkokesra disepakati melalui Guberbur tapi
kenyataan justru langsung kabupaten/kota yang mengambil sendiri dananya ke
pusat. “Ini jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Kita harus berjelas-jelas. Kalau
memang dibolehkan, kita minta provinsi untuk ikut melakukan pengawasan dalam
pendistribusian bantuan.

Direncanakan semua data kebutuhan dana kata Gubernur akan difinalkan tanggal
21 September mendatang. Selanjutnya data tersebut akan dibawa ke Menkokesra
untuk ditindaklanjuti berapa jumlah bantuan yang dibutuhkan. Sehingga tanggal 23
dan 24 September lanjut Gubernur bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Harus Bekerja Ekstra Keras

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Syafruddin Karimi berpendapat, jika tidak

dilakukan pemulihan dan recovery secepatnya terhadap bangunan-bangunan yang
rusak akibat gempa minggu lalu, diperkirakan akan terjadi resesi ekonomi Sumbar
yang berujung gagalnya tercapai pertumbuhan ekonomi (PE).

“Pemerintah sepertinya harus kerja ekstra keras pada triwulan ini. Karena gempa
yang terjadi minggu kemarin mengakibatkan banyak gedung dan bangunan rusak
yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi,” katanya kepada Padang Ekspres,
kemarin. Perbaikan ini harus dilakukan secepatnya, lanjut Syafruddin, sebab kalau
tidak akan menyebabkan kevakuman dalam kegiatan ekonomi. Tetapi Syafruddin
melihat, gempa yang terjadi itu tidak selalu berdampak negatif terhadap
perekonomian daerah ini, tetapi juga ada sisi positif yang bisa diambil. “Dengan
dilakukan perbaikan atau mendirikan bangunan baru akibat gempa kemarin, juga
bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena di sana akan terserap tenaga
kerja, perputaran uang dan arus barang,” jelasnya.

Malah pria yang tinggal di Jalan Tunggang ini menyebutkan, pertumbuhan yang
akan terjadi bisa jauh lebih tinggi dari pada yang sebelumnya. “Tetapi syaratnya ya
itu, pemerintah mesti mampu secepatnya lakukan recovery terhadap bangunan-
bangunan yang rusak, apalagi bangunan itu berkaitan dengan terhentinya kegiatan
ekonomi,” ungkapnya lagi. Untuk itu, pemerintah juga mesti mendapatkan data-
data yang berkaitan dengan jumlah kerusakan bangunan yang ada dan nilai dari
kerusakan itu. “Untuk membangun kembali itu memerlukan investasi, dan disanalah
pertumbuhan ekonomi dapat digenjot. Meski begitu siapa yang mebiayai juga harus




bisa di cari siapa yang akan membangun Pessel dan Mentawai yang banyak alami
kerusakan,” tuturnya.

Lakukan Terus Edukasi

Hal yang tidak jauh beda juga dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Syamsul Amar. la
menyatakan pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan tidak mencapai target
kalau pemerintah tidak segera sigap memperbaiki atas kerusakan-kerusakan yang
terjadi. Di samping itu, Sumbar yang rawan akan bencana, edukasi terhadap
masyarakat harus terus dilakukan. Karena bencana kapan saja dan sewaktu-waktu
dapat terjadi tanpa bisa diprediksi sebelumnya. “Sebab itu, edukasi terhadap
masyarakat mesti terus dilakukan pemerintah, karena dengan kejadian ini bisa
berdampak psikis yang menyebabkan segala aktivitas menjadi terhambat karena
terus dilanda ketakutan,” ucap Samsul Amar.

Padang Ekspres, 20 September 2007




Dampak Gempa Bumi September 2007
Terhadap Perekonomian Sumatera Barat

Umum

Belum selesai proses recovery dan rekonstruksi Sumatera Barat pasca gempa
bumi tanggal 6 Maret 2007 yang lalu, bencana gempa bumi kembali melanda
Sumatera Barat. Gempa bumi berkekuatan 7,9 SR pada tanggal 12 September 2007
dengan pusat gempa 130 km arah barat daya Bengkulu, turut menghentak Sumatera
Barat. Esok paginya, tanggal 13 September 2007, gempa yang lebih merusak dengan
kekuatan 7,7 SR, karena pusat gempa relatif lebih dekat sekitar 185 km dari Padang,
kembali mengguncang Sumatera Barat.

Dari catatan Satkorlak PB Sumatera Barat, gempa yang berpusat di kedua
lokasi tersebut menyebabkan kerusakan/kehancuran dan kehilangan jiwa di
Sumatera Barat. Hingga tanggal 28 September 2007 korban jiwa berjumlah 10 jiwa
yang tersebar di Kab. Solok (1 orang), Kab. Pesisir Selatan (4 orang), Kab. Mentawai
(3 orang), dan Kota Padang (2 orang). Jumlah bangunan yang rusak sebanyak 34.797
unit yang tersebar di 5 kabupaten dan 3 kota di Sumatera Barat.

Kab. Pesisir Selatan merupakan daerah yang mengalami kerusakan paling
banyak, disusul kemudian Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kab. Kepulauan
Mentawai. Sementara itu, total kerugian materi di Sumatera Barat diperkirakan
mencapai Rp1 triliun berupa kerusakan/kehancuran bangunan tempat tinggal,
gedung kantor, toko/tempat usaha, dan fasilitas/sarana umum. Angka kerugian
tersebut masih bersifat sementara dan kemungkinan akan meningkat.

Tabel Korban Gempa Bumi 12 & 13 September 2007 di Sumatera Barat
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Hasil Analisis Berdasarkan Data-data

Analisis dilakukan terhadap data-data ekonomi yang dikeluarkan BPS
Sumatera Barat seperti PDRB dan inflasi, serta data dari Bank Indonesia Padang
seperti dana pihak ketiga, kredit dan sistem pembayaran. Secara teori pergerakan
data-data tersebut dapat menyiratkan/menggambarkan suatu informasi aktifitas
perekonomian di suatu daerah.

PDRB Sumatera Barat

Tidak seperti halnya dampak gempa Maret 2007 yang menyebabkan
perlambatan pertumbuhan PDRB Sumatera Barat, pergerakan PDRB Sumatera Barat
pasca gempa September 2007 menunjukkan percepatan yang ditandai dengan
pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelum gempa.
Kondisi ini tampak dari pertumbuhan PDRB Sumatera Barat yang tercatat sebesar
6,66%" (y-o-y) pada triwulan I11-2007, padahal pada triwulan sebelumnya hanya
tercatat sebesar 6,01% (y-o-y). Meskipun secara umum mengalami percepatan,
namun terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan. Perlambatan terjadi
pada sektor bangunan, sektor sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor
keuangan dan sektor jasa-jasa. Sementara itu, sektor pertanian, sektor
pertambangan & penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air
minum, dan sektor pengangkutan & komunikasi mengalami percepatan
pertumbuhan ekonomi pada triwulan 111-2007.

Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi
(y-0-y, dalam %)

Pertanian 6,18 5,83 58 03 3,09 5,01 3 29 3,60 5,77
Pertambangan & Penggalian 4,94 3,75 2,56 1,02 3,04 1,18 2,46 3,57
Industri Pengolahan 7,07 6,11 3,47 1,49 4,47 2,43 4,54 6,83
Listrik, Gas dan Air 13,76 10,09 7,77 4,71 8,93 4,77 6,59 8,27
Bangunan 8,05 7,20 6,76 7,07 7,26 6,08 6,17 4,12
Perdagangan, Hotel & Restoran 5,17 5,74 7,38 8,57 6,73 8,09 7,93 7,16
Pengangkutan dan Komunikasi 11,22 10,07 10,13 9,73 10,27 9,08 9,62 10,08
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6,70 7,70 8,59 8,45 7,87 7,90 6,99 6,78
Jasa-Jasa 3,85 4,37 5,79 5,37 4,85 5,77 6,04 5,76
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Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sangat sementara
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Sektor bangunan merupakan sektor yang terimbas secara langsung dan
mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Rusak dan hancurnya
bangunan, terutama rumah dan bangunan untuk komersial, tidak secara langsung
diperbaiki atau dibangun kembali. Hal ini selain dikarenakan adanya kekhawatiran
datangnya gempa susulan, juga diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya.
Sementara bantuan dana dari pemerintah untuk pembangunan kembali bangunan
yang rusak/hancur memerlukan waktu yang cukup lama dan dalam jumlah yang
relatif kurang memadai.

* Angka sangat sementara




Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan
(y-0-y, dalam %)

2000°

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,31 4,93 3,99 2,38 4,13 2,38 2,29 3,24
A. Makanan 5,85 5,15 3,83 1,67 4,09 2,01 1,96 3,23

B. Non Makanan 4,35 4,55 4,27 3,66 4,21 3,03 2,88 3,28
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 7,07 5,31 2,68 0,44 3,81 0,33 0,48 1,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,78 5,05 4,44 3,30 4,62 3,77 3,78 3,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,20 4,42 3,72 2,80 4,02 2,04 2,34 3,64
Perubahan Stok - - - - - - - -
Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa 25,61 21,08 20,27 22,83 22,39 14,51 18,12 16,90

7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa 75,73 64,91 55,98 48,11 60,35 5,62 7,61 6,07

| %] 0] eas] %] il s3] 60| ool

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sangat sementara

Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi dan investasi mengalami
percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga dan
pemerintah pada triwulan 111-2007 tumbuh sebesar 3,24% (y-o-y) dan 3,98% (y-o-y),
sementara pada triwulan 11-2007 tercatat sebesar 2,29% (y-o-y) dan 3,78% (y-o-y).
Dari data tersebut tersirat bahwa gempa yang terjadi pada 12 & 13 September 2007,
secara umum tidak berdampak negatif terhadap konsumsi. Konsumsi pada triwulan
[11-2007 justru meningkat. Meningkatnya konsumsi, terutama konsumsi RT,
merupakan faktor musiman adanya bulan puasa yang meningkatkan konsumsi
masyarakat. Hal ini tampak dari pertumbuhan konsumsi makanan yang melonjak
cukup signifikan. Selain itu, gempa diduga juga “menyumbang” pertumbuhan
konsumsi, terutama dengan maraknya bantuan/sumbangan kepada para korban

gempa, baik berupa makanan maupun bukan makanan.

Pada konsumsi pemerintah, pertumbuhan berasal dari adanya pembangunan
infrastruktur dan rehabilitasi fisik sarana umum akibat gempa Maret 2007, serta
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah terprogram dalam APBD/APBN
2007. Sementara itu, pertumbuhan investasi yang meningkat dari 2,34% (y-o-y) pada
triwulan 11-2007 menjadi 3,64% (y-o-y) pada triwulan [1I-2007 terutama berasal dari
investasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Inflasi Kota Padang

Faktor musiman adanya bulan puasa yang meningkatkan permintaan dan
konsumsi masyarakat terhadap komoditi kelompok bahan makanan dan makanan
jadi, memberikan tekanan terhadap angka inflasi kota Padang yang lebih tinggi dari
bulan Sebelumnya. Kondisi ini diduga diperparah dengan adanya gempa bumi 12 &
13 September 2007 yang turut meningkatkan permintaan, tidak hanya bahan
pangan namun juga sandang dan papan. Di bulan September 2007, secara m-t-m
inflasi naik dari bulan sebelumnya, yaitu dari 0,36% di bulan Juli 2007 menjadi
0,98%. Efek negatif gempa terhadap harga-harga di kota Padang diperkirakan
hanya berlangsung dalam rentang waktu yang tidak lama.




Perkembangan Inflasi Kota Padang (%)
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Berdasarkan kelompok barang & jasa, mayoritas kelompok barang & jasa
mengalami inflasi, kecuali kelompok pendidikan dan kelompok transportasi &
komunikasi. Pada bulan September 2007, secara m-t-m inflasi tertinggi terjadi pada
kelompok bahan makanan sebesar 2,07% (sumbangan inflasi 0,65%), disusul
kemudian kelompok makanan jadi sebesar 1,43% (sumbangan inflasi 0,25%).
Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok sandang sebesar 0,87%
(sumbangan inflasi 0,06%), kelompok kesehatan sebesar 0,63% (sumbangan inflasi
0,02%), dan kelompok perumahan sebesar 0,07% (sumbangan inflasi 0,01%).
Sementara itu, kelompok pendidikan dan kelompok transportasi & komunikasi

mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,02% (sumbangan deflasi 0,00%), dan
0,07% (sumbangan deflasi 0,01%).

Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Padang Menurut Kel. Barang
(m-t-m, %)
2007

KelompokBarang&Jasa |  Juni |  Jui | Agt |  Sept |
[Perubhin.|_Sumb. | Perubhin|_Sumb. | Perubhn|_Sumb. | Perubhn.| Sumb. |

UMUM / TOTAL 022 022 071 071 036 036 098 098
Bahan Makanan -0,28 -0,09 1,18 0,37 0,03 0,01 2,07 0,65
Makanan Jadi 091 016 043 008 032 006 143 025
Perumahan 0,66 0,13 0,74 0,15 0,91 0,18 0,07 0,01
Sandang -038 003 08 006 079 006 087 006
Kesehatan 104 003 059 002 034 001 063 0,02
Pendidikan 000 000 069 004 1,02 006 -002 0,00
Transportasi & Komk 014 002 000 000 -001 000 -007 -0,01
Sumber : BPS Sumbar, diolah
Determinan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama bersumber dari
kenaikan harga beberapa komoditas buah-buahan, ikan segar dan minyak goreng.
Komoditas buah-buahan yang mengalami kenaikan cukup tinggi pada bulan ini
adalah pepaya sebesar 49,99% dan jeruk sebesar 7,19%. Sementara itu, pada sub
kelompok ikan segar, terjadi kenaikan harga cukup tinggi pada komoditas ikan
tongkol (5,26%) dan ikan tuna (10,28%). Kebijakan pengenaan pajak ekspor
terhadap produk CPO dan turunannya ternyata mulai menunjukkan efektivitasnya.
Harga minyak goreng pada bulan September 2007 relatif terkendali dengan

kenaikan sebesar 4,21%.




Pada kelompok makanan jadi, inflasi terutama bersumber dari kenaikan sub
kelompok tembakau dan minuman beralkohol yang dipicu kenaikan harga rokok.
Harga semua jenis rokok meningkat antara lain rokok kretek filter (3,48%), rokok
kretek (5,14%), dan rokok putih (4,28%). Sementara itu, pada sub kelompok
makanan jadi terjadi kenaikan harga roti tawar sebesar 3,9%. Sedangkan pada sub
kelompok minuman tidak beralkohol, terjadi kenaikan harga pada kopi bubuk
sebesar 4,63%.

Kinerja Bank Umum

Dari laporan bulanan bank umum yang disampaikan ke Bank Indonesia
Padang, terjadi penurunan aset bank umum di wilayah Sumatera Barat pada bulan
September 2007 sebesar 3,24%. Penurunan aset bank umum terjadi karena
masyarakat melakukan penarikan simpanan yang cukup besar, terutama dalam
bentuk deposito. Hal ini tercermin dari penurunan deposito yang disimpan di bank-
bank umum sebesar 17,04% dari Rp4,35 triliun pada bulan Agustus 2007 menjadi
Rp3,06 triliun pada bulan September 2007. Penarikan deposito oleh nasabah
diperkirakan dilakukan oleh nasabah rumah tangga untuk mengantisipasi
peningkatan konsumsi, baik untuk motif berjaga-jaga akibat gempa maupun guna
persiapan Idul Fitri. Sedangkan badan usaha melakukan penarikan untuk membayar
THR bagi karyawannya sekaligus untuk meningkatkan modal kerja.

Di sisi supply, perayaan Idul Fitri 1428 H diperkirakan meningkatkan
perputaran uang (cash flow) badan usaha khususnya yang bergerak di sektor
perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa. Pergerakan sektor-
sektor tersebut tercermin dari peningkatan giro yang disimpan pada bank-bank
umum yang mencapai sebesar Rp4,22 triliun pada akhir bulan September 2007.

Posisi giro tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,57% dibandingkan bulan
sebelumnya. Seiring dengan peningkatan transaksi ekonomi pada bulan September,
peran perbankan dalam membiayai kegiatan perekonomian ternyata cukup tinggi.

Hal ini terlihat dari meningkatnya posisi kredit modal kerja dan kredit konsumsi
hingga mencapai 2,01% dan 2,18% pada bulan September 2007.

Tabel Indikator Bank Umum di Provinsi Sumatera Barat
Indikator [ Agustus | September [ % A |
Aset 19,329,838 18,702,993 -3.24

Bank Umum Konvensional 18,897,036 18,268,532 -3.33
Bank Syariah 432,802 434,461 0.38

Dana Pihak Ketiga 12,699,345 12,834,792 1.07
Giro 3,503,484 4,224,106 20.57
Deposito 4,350,093 3,608,665 -17.04
Tabungan 4,845,768 5,002,021 3.22

Kredit 10,276,713 10,470,159 1.88
Kredit Modal Kerja 4,296,489 4,382,728 2.01
Kredit Investasi 1,792,030 1,807,734 0.88
Kredit Konsumsi 4,188,194 4,279,697 2.18

Sumber: Lapbul Bank Umum (LBU dan LBUS)




Berdasarkan kabupaten/kota, DPK di bulan September 2007 mengalami
perlambatan pada beberapa daerah, seperti di Kab Agam, Kab. Pasaman, Kab. Solok,
Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kota Sawahlunto, kota Padang Panjang, Kota
Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Sementara itu, pada daerah lainnya DPK justru
mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari bulan Agustus 2007, yaitu di Kab 50
Kota, Kab Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan kota Solok. Secara keseluruhan,
walaupun melambat DPK bank umum di Sumatera Barat pada bulan September 2007
tetap tumbuh positif, yaitu tumbuh sebesar 1,07%. Sementara bulan Agustus 2007
tumbuh sebesar 2,09%.

Pertumbuhan DPK Bank Umum Berdasarkan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/

Kota
Kab. Agam 4,69% -0,49% 7,83% 18,80% 4,71% 2,72%
Kab. Pasaman 34,49% -1,56% 2,21% 39,41% 2,94% 1,48%
Kab. Limapuluh Koto -15,83% -1,89% -2,35% 52,42% -0,47% 0,06%
Kab. Solok 30,23% 2,92% 3,93% -29,57% 2,33% -2,69%
Kab. Padang Pariaman -6,60% -1,71% -2,08% -22,48% 0,89% 0,36%
Kab. Pesisir Selatan 35,60% 1,23% -2,48% 52,81% 0,69% 3,91%
Kab. Tanah Datar 98,17% -1,87% 2,81% 74,54% -3,49% 0,61%
Kab. Sawahlunto Sijunjung 7,10% 7,22% 1,92% 158,24% 3,71% 1,91%
Kodya Bukittinggi 42,49% -1,14% 1,58% 6,32% 6,44% 2,79%
Kodya Padang -6,62% 3,91% 1,65% 9,17% 1,13% 0,62%
Kodya Sawahlunto -21,68% -9,11% -1,58% 444,42% 8,92% -1,20%
Kodya Padangpanjang -16,00% 12,55% 11,05% 187,14% -1,67% -1,25%
Kodya Solok 1,65% -3,66% -0,72% 20,03% 1,13% 2,27%
Kodya Payakumbuh -48,28% -0,06% 3,97% 33,43% -1,02% -0,78%
Kotif Pariaman -8,62% -3,87% 15,55% 126,17% 4,18% 4,71%

Total Sumbar -4,50% 2,36% 2,09% 12,96% 1,72% 1,07%

Dilihat dari daerah yang terkena gempa’“, ternyata tidak semua daerah tersebut

mengalami penurunan/perlambatan DPK. Di bulan September 2007 terjadi kenaikan
simpanan milik perorangan antara lain di Kab. Agam (4,71%) dan Kota Pariaman
(4,18%). Sedangkan yang menurun/melambat diantaranya Kab. Solok (2,33%), Kab.
Padang Pariaman (0,89%), Kab. Pesisir Selatan (0,69%), Kota Padang (1,13%) dan
Kota Payakumbuh (-1,02%).

Begitu pula dengan simpanan milik perusahaan swasta, terjadi peningkatan di
Kab. Agam (18,80%), Kab. Pesisir Selatan (52,81%), Kota Padang (9,17%), Kota
Pariaman (126,17%), dan Kota Payakumbuh (33,43%). Sedangkan vyang
menurun/melambat diantaranya Kab. Solok (-29,57%), dan Kab. Padang Pariaman (-
22,48%).

Seperti halnya DPK, pertumbuhan kredit pasca gempa (posisi September 2007)
pada beberapa daerah yang terkena gempa mengalami perlambatan, seperti di Kab
Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sementara itu,
pada daerah yang terkena gempa lainnya, seperti Kab Solok, Kab. Padang Pariaman,
dan Kota Padang di bulan September 2007 justru mengalami pertumbuhan kredit
yang lebih tinggi dari bulan Agustus 2007. Secara keseluruhan, kredit yang
disalurkan bank umum di Sumatera Barat pada bulan September 2007 tetap tumbuh
positif, yaitu tumbuh sebesar 1,88% dari bulan Agustus 2007.

* Diantaranya : Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota
Payakumbuh dan Kota Pariaman.




Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Kab/Kota
di Sumatera Barat

Kab/ Pertumbuhan Kredit
Kota Agt'07 Sept'07

Kab. Agam 3,08% 2,22% -0,86%
Kab. Pasaman 2,82% 2,92% 0,10%
Kab. Limapuluh Koto 0,95% 2,84% 1,89%
Kab. Solok 1,71% 2,69% 0,98%
Kab. Padang Pariaman -0,34% 0,92% 1,26%
Kab. Pesisir Selatan 5,10% 3,33% -1,78%
Kab. Tanah Datar 1,66% 2,03% 0,36%
Kab. Sawahlunto Sijunjung 3,30% 2,79% -0,52%
Kodya Bukittinggi 2,09% 0,52% -1,57%
Kodya Padang 0,64% 1,86% 1,22%
Kodya Sawahlunto 5,08% 3,98% -1,10%
Kodya Padangpanjang 9,79% 1,73% -8,06%
Kodya Solok 2,94% 0,78% -2,15%
Kodya Payakumbuh 3,02% 1,61% -1,41%
Kotif Pariaman 1,87% 1,55% -0,32%

Total Sumbar 1,62% 1,88% 0,26%

Kesimpulan

Dampak gempa yang melanda Sumatera Barat, belum secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Faktor
adanya bulan puasa dan persiapan menjelang Idul Fitri diperkirakan merupakan
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada triwulan 111-2007
ekonomi Sumatera Barat tumbuh 6,60% (y-o-y), sedangkan pada triwulan 11-2007
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 6,01%.

Secara umum pergerakan harga/inflasi di Sumatera Barat (dengan IHK kota
Padang sebagai proxi) mengalami tekanan akibat meningkatnya
permintaan/konsumsi masyarakat di bulan puasa.

Dilihat dari total provinsi Sumatera Barat, gempa belum berdampak signifikan
terhadap kinerja bank umum di Sumatera Barat. Pada September 2007, DPK dan
kredit tetap tumbuh positif.

Meskipun data-data menunjukkan kondisi yang positif, namun demikian
dibutuhkan program rekonstruksi dan rehabilitasi secepatnya dari pihak-pihak
terkait, terutama terhadap sarana dan prasarana umum yang mendukung
aktifitas perekonomian masyarakat.




Yakinkan Kembali Wisatawan
Ke Sumatera Barat

Praktisi Pariwisata Sumbar lan Hanafiah mengungkapkan, Pemprov Sumbar harus
menumbuhkan kepercayaan dan meyakinkan masyarakat atau wisatawan tentang
situasi dan kondisi terakhir daerah ini agar dunia pariwisata bergairah kembali
seperti semula.

Pascagempa baru-baru ini, masyarakat mulai merasa takut berkunjung ke Sumbar
khususnya Kota Padang, ini disebabkan kondisi yang belum kondusif dan adanya isu
akan terjadinya gempa susulan dan tsunami. lan yang juga Direktur Ero Tour dan
Sekretaris ASITA Sumbar ini menambahkan, peranan pemerintah sangat penting
dalam pemulihan kondisi pariwisata Sumbar khususnya Kota Padang.

"Di samping itu pemerintah juga harus menginformasikan apabila kondisi daerah ini
sedang tidak aman dan belum layak dijadikan sebagai daerah tujuan wisata.
Sebaliknya, kalau sudah aman juga harus diinformasikan,” ujarnya kepada Padang
Ekspres, kemarin. Ketika ditanya tentang prediksi pengunjung yang akan datang ke
Sumbar pascagempa, lan belum bisa memprediksikan secara nominal.

Sebab, katanya, tergantung bagaimana pihak pemerintah dapat menggairahkan
kembali dunia pariwisata Sumbar khususnya Kota Padang setelah diguncang gempa.
lan juga menyebut jumlah total wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Padang
belum dapat dipresentasekan. Ini disebabkan wisatawan itu belum ada yang
melakukan pembookingan penginapan seperti hotel, wisma, losmen dan sebagainya.
Menurutnya, proses reservasi atau booking biasanya dilakukan wisatawan pada saat
sehari atau dua hari menjelang lebaran.

Taslim: Giatkan Kampanye

Senada dengan itu, Ketua Komisi Il DPRD Sumbar Taslim juga menyayangkan
pemerintah daerah masih berkesan berdiam diri untuk kembali menggairahkan
pariwisata Sumbar. Pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengkampanyekan
soal bencana yang akan terjadi, tapi pasca gempanya sendiri, masih belum terlihat.
"Sekarang bagaimana menyakinkan kembali wisatawan kita. Jangan lagi diungkit-
ungkit soal gempa yang akan terjadi. Bagaimana pemerintah bisa sharing dengan
media massa dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan wisata yang akan
dilakukan di Sumbar. Sehingga orang tidak lagi hanya fokus pada masalah gempa,”
kata Taslim. Taslim menyarankan agar pemerintah daerah membuat even-even yang
berskala nasional dan internasional. Sehingga, perhatian orang akan beralih pada
kegiatan tersebut. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada pihak luar, kalau Sumbar

tidak ada masalah dengan kejadian gempa. Buktinya, pemerintah Sumbar mampu
membuat kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan internasional.




James: Sudah Koordinasi

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, James Hellyward menyebut, memulihkan pariwisata
pascagempa, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan segenap dinas terkait di
kabupaten/kota yang memiliki objek wisata unggulan. “Koordinasi tersebut meliputi
pembenahan yang dirasa perlu dengan melibatkan dinas lain”.

“Surat edaran juga dilayangkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga
mendukung meningkatnya kunjungan pariwisata Sumbar” jelasnya. Pada tahun 2007
ini, lanjutnya, Disparsenibud menargetkan mampu membawa sekitar 5 juta orang
wisatawan domesik dan 115 ribu wisatawan mancanegara ke Sumbar. Untuk
kalender-kalender wisata Sumbar sendiri, menurut James, tidak banyak mengalami
perubahan. “Sementara kalender pariwisata di masing-masing kota dan kabupaten
telah diatur jadwalnya agar tidak bertabrakan dengan jadwal pariwisata
kabupaten/kota lainnya dan provinsi. Tentunya dengan prioritas agenda yang
menjanjikan dan menarik,” tambah James.

Paling Terpengaruh

Sementara Pengamat Ekonomi asal Unand Syahrial Syarief menilai secara umum
gempa lalu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perputaran roda
perekonomian di Sumbar. Namun, sektor pariwisata memang mengalami dampak
yang cukup berarti untuk jangka pendek. “Kendati begitu, dampaknya tidak terlalu
lama. Sebab, akan tertolong dengan liburan lebaran. Bahkan, bisa jadi musibah ini
malah makin meningkatkan keinginan wisatawan ke Sumbar, terutama kalangan
perantau,” terang Syahrial yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Unand. Menurut
Syahrial, terpenting sekarang bagaimana stakeholders terkait menyikapi ini secara
bijak. Terutama senantiasa mengkampayekan Sumbar aman dikunjungi pariwisata.
Tentu peranan media massa sangat menentukan dalam masalah ini.

Jangan Kambing Hitamkan Gempa

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bukittinggi, Syafroni Falian
juga mengakui, gempa 12-13 September 2007 lalu juga berpengaruh terhadap
hunian hotel di Bukittinggi, namun ia tidak mau dikatakan gempa berpengaruh
langsung kepada tingkat hunian hotel. “Jangan kambing hitamkan gempa. Tanpa
ada gempa pun, tingkat hunian hotel di Sumatera Barat pasti akan turun, karena
gempa terjadi kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sehingga untuk
mengambil kesimpulan turunnya tingkat hunian hotel pertengahan September
hingga Oktober ini jangan sebatas melihat aspek gempa bumi saja, tapi ada akibat
pengaruh bulan suci Ramadhan,” ungkap Roni kepada Padang Ekspres kemarin.

Untuk mensiasati turunnya tingkat hunian hotel di bulan Ramadhan, jelas Roni,
seluruh hotel di Bukittinggi melakukan dumping diskon harga jual kamar hingga 50
persen. Menurut perhitungan sementara, hingga pertengahan Ramadhan penurunan
angka kunjungan dan tingkat hunian hotel mencapai 40 hingga 50 persen. Pantauan
Padang Ekspres di sejumlah hotel berbintang di Bukittinggi, rata-rata manajemen
menerapkan penurunan tarif (publish rate ++) hingga 50 persen. Bahkan tarif




tersebut telah include (termasuk paket) dengan menu hidangan berbuka bagi
penghuni muslim.

“Bahkan kita juga menerapkan tarif rata-rata untuk sejumlah kamar, yang tujuannya
untuk menarik kunjungan tamu dalam memilih. Termasuk memberikan fasilitas dan
kemudahan layanan khusus di saat tamu menjalankan ibadah mereka,” ungkap Tri
Wahyuni, salah seorang staf marketing Hotel Novotel Bukittinggi beberapa waktu
lalu. Bahkan sejumlah hotel bintang satu, seperti Nikita dan Kharisma juga
menerapkan sistim tarif terpadu, yang memberikan kemudahan bagi pengunjung
selama bulan Ramadhan. Dimana untuk setiap pengunjung selain diberikan diskon,
juga akan mendapatkan kemudahan layanan makan sahur dan berbuka.
Namun Roni juga menambahkan, menurunnya tingkat hunian hotel selama
Ramadhan tidak akan terlalu berpengrauh pada keuntungan manajemen, sebab
kondisi ini terjadi mulai pertengahan September dan awal Oktober. “Artinya, dalam
kalkulasi manajemen hanya terjadi penurunan hingga 50 persen selama 2 bulan
tersebut. Dan hal tersebut biasa dan masih dalam batas normal jika tingkat hunian
turun separoh dalam beberapa bulan. Tapi jangan sampai jadikan alasan gempa
sebagai penyebab turunnya hunian, karena musibah tadi terjadi kebetulan
bertepatan dengan bulan puasa yang memang sedang lesu tingkat kunjungan,”
ungkap Roni.

Tapi, sambung Roni, sepinya tingkat hunian selama Ramadhan akan selalu terjawab
dan terbalas ketika musim libur panjang menghadapi Idul Fitri. Sehingga, ungkapnya

jujur, penurunan pendapatan hotel tidak akan terlalu menimbulkan kerugian akibat
sepinya kunjungan tadi. “Bahkan ada untungnya juga, biasanya teman-teman
manajemen hotel malah akan menjadikan masa sepi tamu tadi sebagai masa
renovasi. Karena pada hari biasa akan sangat sulit melakukan renovasi, demi
menjaga ketenangan dan kenyamanan tamu,” ungkap Syafroni.

Padang Ekspres, 27 September 2007




BAB Il
PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

2.1. Umum

Sebagaimana biasanya, faktor musiman adanya bulan puasa dan
menjelang hari raya Idul Fitri pada triwulan 111-2007 meningkatkan
permintaan dan konsumsi masyarakat terutama terhadap bahan
makanan dan makanan jadi. Kondisi ini memberikan tekanan inflasi di kota
Padang yang pada triwulan sebelumnya sempat mengalami deflasi. Secara umum,
naiknya angka inflasi kota Padang bukan disebabkan karena kelangkaan
barang/komoditi, namun lebih kepada faktor kebiasaan pedagang/distributor
yang menaikkkan harga. Hal yang sama terjadi pula dengan inflasi nasional. Pada
triwulan 111-2007 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari triwulan

sebelumnya.

Inflasi kota Padang pada triwulan 111-2007 tercatat sebesar 2,06% (qg-t-q)
atau jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Juga lebih tinggi bila
dibandingkan inflasi kota Padang pada triwulan yang sama di tahun 2006 yang
tercatat sebesar 0,93%. Namun demikian, dibandingkan dengan inflasi nasional
yang tercatat sebesar 2,28% (g-t-q), inflasi kota Padang masih lebih rendah (Grafik
2.1).

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Padang dan
Nasional (g-t-q)
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Kenaikan angka inflasi yang terjadi selama triwulan 111-2007 berdampak
terhadap perkembangan harga secara tahunan di kota Padang. Pada
triwulan 111-2007 inflasi tahunan sebesar 9,00% (y-o-y) lebih tinggi dari triwulan
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sebelumnya yang tercatat sebesar 7,79% (y-o-y). Namun jika dibandingkan
dengan inflasi tahunan nasional pada triwulan 11I-2007 yang tercatat sebesar
6,95% (y-o-y), inflasi tahunan kota Padang masih lebih tinggi (Grafik 2.2). Laju
inflasi kota Padang hingga September 2007 mencapai 3,74% (y-t-d), masih lebih
rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,41%.

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Padang dan
Nasional (y-o0-y)
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Berbeda dengan triwulan sebelumnya, faktor utama penyebab inflasi
yang terjadi di kota Padang pada triwulan 111-2007 didorong dari
peningkatan harga barang/jasa pada kelompok bahan makanan, terutama
pada sub kelompok komoditi telur, susu & hasil-hasilnya dan sub
kelompok komoditi kacang-kacangan. Kelompok bahan makanan mengalami
inflasi sebesar 3,30% (g-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 1,04%. Tingginya
permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi selama bulan puasa dan
menjelang hari raya merupakan faktor musiman yang kerap terjadi setiap
tahunnya.

2.2 Determinan Inflasi

Berdasarkan determinannya, pada triwulan 111-2007 inflasi non inti (non
core inflation) bergerak naik dari triwulan sebelumnya. Sementara inflasi
inti (core inflation) masih berada pada level 1 digit dengan tren yang terus
menurun. Inflasi inti kota Padang tercatat sebesar 5,86% (y-o-y) dengan
sumbangan sebesar 2,71%, sementara inflasi non inti sebesar 11,69% (y-o-y)
dengan sumbangan sebesar 6,29%. Secara umum, meningkatnya inflasi non inti
tersebut terutama dikarenakan faktor kenaikan harga barang-barang jenis
konsumsi/food, terutama pada bahan makanan dan makanan jadi.
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Pada triwulan 111-2007, inflasi pada barang yang masuk kategori
administered price mengalami sedikit kenaikan dari triwulan
sebelumnya, yaitu dari 4,27% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,03%
menjadi 5,62% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,34%. Begitu pula pada
kategori non administered terjadi peningkatan angka inflasi yang cukup tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 8,91% (y-o-y) dengan sumbangan
sebesar 6,76% pada triwulan 11-2007, menjadi 10,06% (y-o-y) dengan sumbangan
sebesar 7,66%. Begitu pula dengan inflasi makanan (food inflation), pada
triwulan 111-2007 mengalami peningkatan angka inflasi menjadi sebesar 14,63% (y-
o-y) dengan sumbangan sebesar 6,87%. Inflasi non food naik tipis dan berada
pada 4,00% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 2,12% (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Inti, Food & Administered Kota Padang (y-o-y, %0)

Kel kB & 2006 2007
S e 9 Tw. I Tw. Il

Core 12,41 5,84 8,95 3,97 8,20 3,68 6,77 3,08 5,86 2,71
Non Core 16,19 8,57 7,34 4,08 12,79 7,05 8,64 4,71 11,69 6,29
Food 8,86 4,38 9,57 4,62 15,85 7,65 12,13 571 14,63 6,87
Non Food 19,83 10,04 6,63 3,43 5,96 3,09 3,93 2,08 4,00 2,12
Administered 32,65 6,72 6,73 1,58 4,69 1,12 4,27 1,03 5,62 1,34
Non Administered 9,68 7,69 8,46 6,47 12,61 9,61 8,91 6,76 10,06 7,66

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

2.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota di
Provinsi Tetangga

Memasuki periode triwulan 111-2007, perkembangan harga-harga di kota
Padang cenderung meningkat. Faktor musiman masuknya bulan puasa
dan menjelang hari raya Idul Fitri merupakan faktor pendorong
meningkatnya angka inflasi. Pada triwulan 11I-2007 kota Padang mengalami
inflasi sebesar 2,06% (g-t-q), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan 1I-2007 yang
tercatat deflasi sebesar 1,96% (g-t-q). Selama periode triwulan 111-2007, kota
Padang mengalami inflasi pada bulan Juli 2007 sebesar 0,71% (m-t-m), bulan
Agustus 2007 sebesar 0,36% (m-t-m), dan bulan September 2007 sebesar 0,98%

(m-t-m).

Secara nasional, inflasi pada triwulan 111-2007 sebesar 2,28% (gq-t-q) atau
lebih tinggi dibandingkan triwulan 11-2007 yang tercatat sebesar 0,17%
(g-t-q). Sementara itu, pergerakan inflasi triwulanan (g-t-q) kota-kota di provinsi
tetangga seperti Pekanbaru, Bengkulu, Jambi dan Batam pada triwulan 111-2007
juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kota-kota yang

Bank Indonesia Padang



Bab Il : Perkembangan Inflasi Regional

mengalami peningkatan angka inflasi yaitu kota Pekanbaru dari -1,49% pada
triwulan 11-2007 menjadi 1,91% pada triwulan 111-2007, kota Bengkulu dari -0,88%
pada triwulan 11-2007 menjadi 3,10% pada triwulan 111-2007, kota Jambi dari -
1,21% pada triwulan 11-2007 menjadi 2,56% pada triwulan 111-2007, dan kota
Batam dari -0,34% pada triwulan [1-2007 menjadi 2,15% pada triwulan 111-2007
(Grafik 2.3).

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi KBl Padang & KBI-KBI
dibawah Koordinasi KKBI Padang (g-t-q)

persen (%)

=Padang ==—Pekanbaru e==Bengkulu  e==Jambi e=Batam

Dilihat dari inflasi bulanan (m-t-m), pada bulan Juli 2007 inflasi terendah
terjadi di kota Batam sebesar 0,36% sedangkan inflasi tertinggi di kota
Bengkulu sebesar 1,53%. Pada bulan Agustus 2007, inflasi terendah terjadi di
kota Bengkulu sebesar 0,13% dan inflasi tertinggi di kota Batam sebesar 1,04%. Di
bulan September 2007, inflasi terendah terjadi di kota Batam sebesar 0,74% dan
tertinggi di kota Bengkulu sebesar 1,42% (Tabel 2.2).

Dari pergerakan angka inflasi tersebut, laju inflasi s.d September 2007 (y-
t-d) tertinggi terjadi di kota Jambi dengan laju inflasi sebesar 4,54%,
disusul kota Pekanbaru sebesar 4,08%, dan berturut-turut kota Padang sebesar
3,74%, kota Bengkulu dengan laju inflasi sebesar 3,58% dan kota Batam sebesar
3,23%. Sementara laju inflasi nasional sampai dengan September 2007 sebesar
4,41%. Dengan demikian, secara y-t-d hanya kota Jambi yang berada diatas inflasi

nasional sementara kota lainnya dibawah inflasi nasional.
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Tabel. 2.2 Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah
Koordinasi KKBI Padang (m-t-m, %)

| .

2006
Jan 1,36 -0,91 0,56 1,30 0,92 1,32
Feb 0,58 1,02 0,29 -0,70 0,11 0,10
Mar 0,03 1,07 -0,11 -0,50 0,34 -0,75
Apr 0,05 -0,19 -0,09 -0,50 -0,77 -0,56
Mei 0,37 0,24 0,24 0,22 0,70 -0,02
Jun 0,45 0,65 0,73 1,60 1,28 0,19
Jul 0,45 0,93 0,44 0,77 0,27 1,21
Agt 0,33 -0,88 0,72 -0,17 -0,28 0,07
Sept 0,38 0,88 0,05 0,62 1,62 1,00
Okt 0,86 1,77 -0,04 1,15 1,59 -0,02
Nov 0,34 0,27 1,45 0,97 2,42 0,86
Des 1,21 2,96 2,27 1,59 2,01 1,27

2007
Jan 1,04 1,27 2,72 0,12 1,49 2,26
Feb 0,62 1,14 0,79 -0,02 0,97 -0,34
Mar 0,24 1,22 0,13 1,26 0,68 -0,50
Apr -0,16 -0,87 -0,90 -2,01 -1,87 -0,03
Mei 0,10 -1,32 -0,58 -0,54 -0,01 -0,35
Jun 0,23 0,22 -0,01 1,70 0,68 0,04
Jul 0,72 0,71 0,47 1,53 0,90 0,36
Agt 0,75 0,36 0,34 0,13 0,54 1,04
Sept 0,80 0,98 1,09 1,42 1,10 0,74

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

2.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa

Berdasarkan kelompok barang & jasa (q-t-q), mayoritas kelompok barang
& jasa mengalami inflasi, kecuali kelompok transportasi & komunikasi.
Pada triwulan 111-2007, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan
sebesar 3,30% (sumbangan inflasi 1,10%), disusul kemudian kelompok sandang
sebesar 2,50% (sumbangan inflasi 0,18%). Selanjutnya secara berturut-turut pada
kelompok makanan jadi sebesar 2,19% (sumbangan inflasi 0,38%), kelompok
perumahan sebesar 1,73% (sumbangan inflasi 0,34%), kelompok pendidikan
sebesar 1,69% (sumbangan inflasi 0,10%), dan kelompok kesehatan sebesar 1,57 %
(sumbangan inflasi 0,05%). Sementara itu, kelompok transportasi & komunikasi
mengalami deflasi sebesar 0,08% dengan sumbangan deflasi sebesar 0,01% (Tabel
2.3).
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Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Triwulanan Padang Menurut Kel. Barang (g-t-q, %6)

Kelompok Barang & Jasa
UMUM / TOTAL 0,93 0,93 5,07 5,07 3,68 3,68 -1,96 -1,96 2,06 2,06
Bahan Makanan -063 -019 1259 376 883 284 -797 -268 3,30 1,04
Makanan Jadi 2,98 0,50 4,14 0,71 2,63 0,45 1,91 0,32 2,19 0,38
Perumahan 1,15 0,23 1,74 0,35 0,99 0,19 0,87 0,17 1,73 0,34
Sandang 080 006 206 015 1,16 008 022 002 250 018
Kesehatan 032 0,01 156 005 040 001 365 010 157 0,05
Pendidikan 5,46 0,31 0,34 0,02 0,46 0,03 -0,26 -0,01 1,69 0,10
Transportasi & Komk 0,10 0,02 0,17 0,03 0,50 0,08 0,81 0,12 -0,08 -0,01

Sumber : BPS Sumbar, diolah

Setelah mengalami deflasi pada triwulan 11-2007, kelompok bahan
makanan pada triwulan 111-2007 mengalami kenaikan angka inflasi yang
cukup tinggi. Meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap
bahan makanan di bulan puasa memberi tekanan yang cukup tinggi terhadap
inflasi kelompok bahan makanan di kota Padang. Kelompok bahan makanan
pada triwulan 111-2007 mengalami inflasi sebesar 3,30% (g-t-q) dengan sumbangan

inflasi sebesar 1,04%.

Inflasi pada kelompok bahan makanan di triwulan laporan terutama
disebabkan oleh kenaikan hargal/inflasi yang terjadi pada sub kelompok
telur, susu & hasil-hasilnya sebesar 12,31%, disusul kemudian inflasi pada sub
kelompok kacang-kacangan sebesar 10,34%, sub kelompok buah-buahan sebesar
8,10%, sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 6,25%, sub kelompok
lemak & minyak sebesar 6,07%, sub kelompok ikan segar sebesar 4,91%, sub
kelompok ikan diawetkan sebesar 4,34%, sub kelompok daging & hasil-hasilnya
sebesar 4,14%, dan sub kelompok sayur-sayuran sebesar 2,42%. Sementara itu,
sub kelompok padi-padian mengalami deflasi sebesar 1,50% (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (g-t-q, %0)

Bahan Makanan -1,34 -2,35 -0,63 12,59 8,88 -7,97 3,30
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya 18,84 -9,65 0,24 8,78 22,19 -17,81 -1,50
Daging dan Hasil-hasilnya -2,14 2,46 3,82 -0,99 -3,77 8,58 4,14
lkan Segar -14,08 15,01 1,37 -13,57 16,00 6,66 4,91
Ikan Diawetkan -9,28 2,99 -4,24 6,76 9,72 -3,12 4,34
Telur, Susu & Hasil-hasilnya -2,10 1,06 2,68 2,09 -2,70 456 12,31
Sayur-sayuran -2,64 3,20 -11,04 14,50 6,39 -4,52 2,42
Kacang-kacangan 0,68 13,58 1,31 -4,17 -0,49 -0,40 10,34
Buah-buahan 1,95 -4,37 -5,93 16,47 10,44 -4,58 8,10
Bumbu-bumbuan -21,60 -21,00 1,02 100,30 -0,05 -29,75 0,78
Lemak & Minyak -0,18 2,49 -0,76 5,06 23,68 11,26 6,07
Bahan makanan lainnya -0,02 -2,61 5,93 10,49 3,94 -0,27 6,25

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.
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Konsumsi daging ayam ras yang sempat menurun akibat adanya isu flu
burung di awal tahun 2007, diduga telah menurunkan minat peternak
ayam ras untuk meningkatkan produksi/jumlah ternaknya. Kondisi ini
diperkirakan berlanjut dan berdampak terhadap menurunnya pasokan daging
ayam ras dan telur ayam ras pada triwulan laporan. Daging ayam ras mengalami
inflasi sebesar 5,30% (g-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,06% dan telur
ayam ras mengalami inflasi sebesar 20,71% (g-t-q) dengan sumbangan inflasi
sebesar 0,16%. Berdasarkan data Dinas Peternakan Sumbar, harga ayam ras
pedaging pada minggu IV Juni 2007 sebesar Rp14.000/Kg dan pada minggu llI
September 2007 telah mencapai Rp20.000/kg. Sementara harga telur ayam ras
naik dari Rp9.500/kg pada minggu IV Juni 2007 menjadi Rp9.900/kg pada minggu
[l September 2007.

Pada sub kelompok kacang-kacangan, harga kacang tanah dan tahu
mentah merangkak naik di bulan puasa. Di pasar raya Padang, harga kacang
tanah yang biasanya berkisar Rp10.000/kg, di bulan September 2007 mencapai
Rp12.300/kg hingga Rp14.000/kg akibat meningkatnya permintaan. Sementara
naiknya harga tahu mentah diduga dampak dari menurunnya stok kedelai
nasional. Sebagaimana diketahui, kedelai merupakan bahan baku utama
pembuatan tahu yang sebagian masih diimpor dari luar Indonesia. Pada sub
kelompok bumbu-bumbuan, meningkatnya harga beberapa komoditi bumbu-
bumbuan selama bulan puasa hingga menjelang hari raya Idul Fitri, memberikan
tekanan yang lebih tinggi pada sub kelompok ini. Menariknya, kondisi ini dipicu
bukan karena kelangkaan maupun faktor distribusi komoditi tersebut yang
tersendat, melainkan karena kebiasaan pedagang yang ingin memperoleh laba
tinggi. Hal ini dikonfirmasi dari pengakuan para pedagang di pasar raya Padang
yang menaikkan harga bahan pokok hanya karena ikut-ikutan dengan para
pedagang lainnya.

Pada sub kelompok ikan segar dan sub kelompok ikan diawetkan, gempa
yang terjadi di bulan September 2007 cukup menyurutkan minat nelayan
untuk melaut. Selain itu, biaya operasional nelayan tidak sebanding dengan
hasil tangkapan yang diperoleh. Tingginya harga BBM merupakan faktor
melambungnya biaya operasional nelayan, terutama nelayan tuna. Kondisi ini
selain membuat harga ikan segar dan hasil laut meningkat drastis, juga
berdampak terhadap harga ikan olahan atau ikan yang diawetkan.

Penurunan angka inflasi kelompok makanan jadi yang terjadi sejak
triwulan 1V-2006, tidak berlanjut di triwulan 111-2007. Pada triwulan laporan
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kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,19% (g-t-q) lebih tinggi dari triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar 1,91%. Inflasi pada triwulan laporan disumbang
dari inflasi yang terjadi pada sub kelompok tembakau & minuman beralkohol
sebesar 5,85%, selanjutnya sub kelompok makanan jadi sebesar 0,94%, sedangkan
sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar 0,16%
(Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi (g-t-q, %)

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5,43 0,05 2,98 4,14 2,63 1,91 2,19
Makanan Jadi 1,87 0,03 5,38 4,27 2,82 0,33 0,94
Minuman yang Tidak Beralkohol 4,09 0,21 -0,30 1,70 2,13 0,59 -0,16
Tembakau & Minuman Beralkohol 14,18 0,00 0,00 5,22 2,52 5,88 5,85

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Pada kelompok ini, rokok kretek filter masih memberikan sumbangan
yang cukup besar terhadap pembentukan inflasi kelompok makanan jadi.
Masih meningkatnya harga rokok di pasaran, diduga merupakan dampak lanjutan
dari adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok
pada Maret 2007 dan tarif cukai spesifik rokok yang mulai diberlakukan pada 1
Juli 2007 yang lalu. Kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Jual Eceran
(HJE) rokok sebesar 7% mulai 1 Maret 2007, dan menetapkan tarif cukai spesifik
untuk rokok golongan | sebesar Rp7,00 per batang, golongan Il sebesar Rp5,00 per
batang, dan golongan Ill sebesar Rp3,00 per batang mengakibatkan penjualan
rokok terus merosot. Beberapa perusahaan rokok di Jawa ada yang telah
mengurangi jam kerja hingga 50% untuk efisiensi. Selain itu, guna menjaga daya
beli konsumen, sebenarnya beberapa produsen mengambil kebijakan untuk tidak
menaikkan harga jualnya pasca kenaikan HJE. Namun demikian, di tingkat
pengecer nampaknya kenaikan harga rokok tidak dapat terhindarkan. Pada pasar-
pasar di Sumatera Barat, kenaikan harga rokok masih terjadi terutama pada jenis
rokok kretek dan rokok kretek filter.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar mengalami inflasi
sebesar 1,73% (qg-t-q) pada triwulan laporan atau sedikit lebih tinggi
dibandingkan inflasi pada triwulan 11-2007 yang tercatat sebesar 0,87%.
Kenaikan angka inflasi tersebut berasal dari sub kelompok perlengkapan rumah
tangga yang mengalami inflasi sebesar 9,31%, sub kelompok biaya tempat tinggal
sebesar 1,60%, dan sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga sebesar 0,32%.
Sementara itu, sub kelompok bahan bakar, penerangan & air mengalami deflasi
sebesar 0,06% (Tabel 2.6).
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Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan (qg-t-q, %6)

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 2,29 4,82 1,15 1,74 0,99 0,87 1,73
Biaya Tempat Tinggal 4,87 4,72 1,89 0,69 1,08 0,47 1,60
Bahan Bakar, Penerangan & Air 0,00 6,82 0,01 3,75 0,00 0,00 -0,06
Perlengkapan Rumah Tangga -0,28 1,05 1,71 0,41 4,00 6,65 9,31
Penyelenggaraan Rumah Tangga -0,05 1,46 0,86 1,05 1,32 0,23 0,32

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Belum selesainya rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa Maret 2007,
Sumatera Barat kembali mengalami gempa September 2007 yang
menambah banyaknya bangunan dan infrastruktur yang rusak. Kondisi ini
semakin meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan di Sumatera Barat
yang berdampak terhadap tekanan Inflasi pada kelompok perumahan.
Peningkatan harga terjadi pada harga Semen Padang di tingkat pengecer/toko
bangunan dari Rp36.500/sak pada Juni 2007 menjadi Rp37.500/sak di bulan
Agustus 2007. Tekanan inflasi juga berasal dari sewa rumah dan kontrak rumah
yang mengalami peningkatan tarif sewa. Adanya isu gempa dan tsunami
berdampak terhadap tingginya minat masyarakat untuk mencari rumah
sewa/kontrakan di daerah ketinggian dan jauh dari sisi pantai.

Kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan pada triwulan IlI-
2007 mengalami deflasi sebesar 0,08% (qg-t-q). Angka tersebut merupakan
yang terendah sejak awal tahun 2006. Deflasi pada triwulan laporan hanya
disumbang oleh deflasi yang terjadi pada sub kelompok transportasi sebesar
0,11%. Sedangkan sub kelompok jasa keuangan, sub kelompok komunikasi &
pengiriman, dan sub kelompok sarana & penunjang transportasi tidak mengalami
perubahan harga di triwulan laporan (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi (g-t-q, 26)

elompok 7 Subkelompok
Transportasi, Komunkasi & Jasa Keuangan 0,48 0,31 0,10 0,17 0,50 0,81 -0,08
Transportasi 0,11 0,37 0,09 -0,05 0,56 1,04 -0,11
Komunikasi & Pengiriman 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sarana & Penunjang Transportasi 6,99 0,00 0,44 4,37 1,25 0,00 0,00
Jasa Keuangan 4,46 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Kelompok kesehatan pada triwulan 11I-2007 mengalami inflasi sebesar
1,57% (g-t-q). Inflasi yang terjadi tersebut disumbang dari sub kelompok jasa
kesehatan sebesar 2,24%, sub kelompok perawatan jasmani & kosmetik sebesar
1,61%, dan sub kelompok obat-obatan sebesar 0,34%. Sementara itu, sub
kelompok jasa perawatan & jasmani tidak mengalami perubahan harga (Tabel
2.8).
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Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (qg-t-q, %6)

Kesehatan 5,52 -0,18 0,32 1,56 0,40 3,65 1,57
Jasa Kesehatan 11,45 0,00 0,00 0,00 1,29 6,07 2,24
Obat-obatan 2,37 2,32 0,00 -2,98 2,06 5,76 0,34
Jasa Perawatan & Jasmani 0,00 0,00 4,22 0,00 1,31 0,00 0,00
Perawatan Jasmani & Kosmetik 4,05 -0,69 0,12 3,24 -0,36 2,58 1,61

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Pada sub kelompok jasa kesehatan, menyusul naiknya tarif jasa dokter
umum dan dokter spesialis pada triwulan sebelumnya, ongkos/tarif bidan
menyesuaikan di triwulan laporan dengan angka inflasi/kenaikan harga
sebesar 20,79%. Kenaikan ini merupakan indikasi semakin mahalnya biaya
kesehatan di kota Padang. Sementara itu, meningkatnya harga crude palm oil
(CPO) tidak hanya berdampak terhadap harga minyak goreng namun juga
beberapa kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan shampoo. Hal ini
dikarenakan CPO merupakan bahan baku pembuatan sabun dan shampoo.
Meningkatnya harga CPO secara tidak langsung berdampak terhadap naiknya
harga sabun dan shampoo, yang masuk dalam sub kelompok perawatan jasmani
& kosmetik, pada triwulan laporan.

Deflasi yang terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga di
triwulan 11-2007, tidak berlanjut pada triwulan laporan. Di triwulan laporan,
kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,69% (q-t-q), lebih tinggi dari triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar -0,26%. Inflasi yang terjadi merupakan
sumbangan dari inflasi pada sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan
sebesar 3,86% dan sub kelompok jasa pendidikan sebesar 2,29%. Sementara itu,
sub kelompok rekreasi justru mengalami deflasi sebesar 1,37%. Sedangkan sub
kelompok kursus pelatihan dan sub kelompok olahraga tidak mengalami
perubahan harga pada triwulan laporan (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan (g-t-q, %6)

Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 0,11 1,57 5,46 0,34 0,46 -0,26 1,69
Jasa Pendidikan 0,00 0,15 8,45 0,82 0,00 0,00 2,29
Kursus Pelatihan -2,52 0,00 0,00 0,00 20,33 0,00 0,00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 1,70 4,62 -0,80 0,52 0,00 -2,26 3,86
Rekreasi 0,00 5,09 0,38 -1,46 -1,16 0,00 -1,37
Olahraga 0,66 0,00 4,21 0,26 0,00 0,00 0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Deflasi yang terjadi pada buku tulis bergaris dan kertas HVS di triwulan
11-2007 hanya bersifat sementara karena adanya stok berlebih di toko-
toko di kota Padang, yang umumnya dibeli dengan harga lama oleh para
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pedagang dan dijual kembali dengan harga yang tidak jauh berbeda. Pada
triwulan laporan, buku tulis bergaris dan kertas HVS mengalami inflasi masing-
masing sebesar 14,29% dan 2,00%. Pada sub kelompok jasa pendidikan, biaya
SLTA dan biaya Kelompok Bermain cenderung meningkat signifikan. Hal ini
kontras dengan biaya Sekolah Dasar dan biaya SLTP yang justru deflasi pada
triwulan laporan.

Tren penurunan angka inflasi pada kelompok sandang tidak berlanjut di
triwulan laporan. Inflasi kelompok sandang pada triwulan laporan sebesar
2,50% (g-t-q) atau lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan 11-2007 yang tercatat
sebesar 0,22%. Inflasi yang terjadi pada kelompok sandang berasal dari sub
kelompok barang pribadi & sandang lainnya sebesar 4,47%, sub kelompok
sandang laki-laki sebesar 2,36%, sub kelompok sandang wanita sebesar 1,10%
dan sub kelompok sandang anak-anak sebesar 0,62% (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (g-t-q, 96)

relompolc 7 Subkelompok
Sandang 0,55 5,28 0,80 2,06 1,16 0,22 2,50
Sandang Laki-laki 0,77 1,50 1,33 1,73 0,09 0,94 2,36
Sandang Wanita -0,83 5,29 0,54 1,09 0,45 0,27 1,10
Sandang Anak-anak 0,79 1,35 1,55 1,95 0,14 -0,45 0,62
Barang Pribadi, Sandang lainnya 1,57 9,58 0,38 3,13 2,86 -0,03 4,47

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Seperti biasanya, menjelang hari raya Idul Fitri harga emas menunjukkan
tren yang meningkat. Pada posisi 21 September 2007, harga emas sudah
mencapai level Rp550.000/emas. Para pedagang emas di kota Padang umumnya
memprediksi harga emas akan terus meningkat hingga mendekati Idul Fitri.
Dampak gempa dirasakan belum berpengaruh negatif terhadap daya beli
masyarakat pada emas. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang menjual dan
yang membeli emas relatif sama. Selain itu, kebiasaan masyarakat untuk
mengenakan pakaian baru, terutama pakaian muslim dan pakaian ibadah, pada
hari raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh para pedagang pakaian untuk
mendapatkan laba yang lebih tinggi. Di pasar kota Padang, penjualan mukena
mengalami peningkatan sekitar 10% dari sebelumnya.

2.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar

Dilihat secara lebih spesifik, komoditi-komoditi yang merupakan
penyumbang inflasi terbesar (total sumbangan sebesar 1,93%) pada
triwulan 111-2007 (g-t-q), antara lain adalah : ikan tongkol dengan
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sumbangan inflasi sebesar 0,19%, selanjutnya adalah rokok kretek filter
(0,18%), pepaya (0,16%), telur ayam ras (0,16%), SLTA (0,15%), minyak goreng
(0,14%), tempat tidur (0,14%), sewa rumah (0,13%), emas perhiasan (0,11%),
rokok kretek (0,08%), tahu mentah (0,08%), jeruk (0,06%), daging ayam ras
(0,06%), soto (0,06%), tomat sayur (0,06%), cabe merah (0,05%), kentang (0,04%),
rokok putih (0,04%), meja kursi tamu (0,04%), dan alpukat sebesar 0,04% (Tabel
2.11).

Tabel 2.11 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar
Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (g-t-q)

No Komoditi Tw 11707 N Tw 111/07
'

1 Minyak Goreng 19,53% 0,27% Tongkol 9,59% 0,19%
2 Daging Ayam Ras 27,91% 0,26% Rokok Kretek Filter 6,82% 0,18%
3 Tongkol 12,31% 0,21% Pepaya 63,63% 0,16%
4 Rokok Kretek Filter 8,30% 0,19% Telur Ayam Ras 20,71% 0,16%
5 Jengkol 71,18% 0,13% SLTA 19,11% 0,15%
6 Bensin 3,26% 0,10% Minyak Goreng 8,28% 0,14%
7 Tempat Tidur 40,00% 0,09% Tempat Tidur 42,86% 0,13%
8 Rokok Kretek 5,48% 0,08% Sewa Rumah 5,17% 0,13%
9 Tuna 13,00% 0,05% Emas Perhiasan 5,34% 0,11%
10 Petai 45,38% 0,05% Rokok Kretek 5,14% 0,08%
11 Susu Bubuk 10,17% 0,04% Tahu Mentah 13,64% 0,08%
12 Udang Basah 17,35% 0,04% Jeruk 13,14% 0,06%
13 Dokter Spesialis 25,00% 0,04% Daging Ayam Ras 5,30% 0,06%
14 Seng 7,33% 0,02% Soto 15,38% 0,06%
15 Kopi Bubuk 5,81% 0,02% Tomat Sayur 36,01% 0,06%
16 Meja Kursi Tamu 6,67% 0,02% Cabe Merah 1,99% 0,05%
17 Bedak 7,14% 0,02% Kentang 11,79% 0,04%
18 Mobil 1,28% 0,02% Rokok Putih 4,28% 0,04%
19 Susu Kental Manis 12,62% 0,02% Meja Kursi Tamu 12,50% 0,04%
20 Obat Dengan Resep 15,48% 0,01% Alpukat 54,54% 0,04%

Total Sumbangan Total Sumbangan
Komoditi lain Komoditi lain

IIES] -1,96% Inflasi 2,06%0
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Selain terdapat komoditi/jasa yang mengalami inflasi, pada triwulan IlI-
2007 terdapat pula beberapa komoditi/jasa yang mengalami deflasi.
Komoditi-komoditi yang mengalami deflasi terbesar, dengan total sumbangan
sebesar -0,58%, diantaranya adalah beras dengan sumbangan deflasi sebesar -
0,13%, selanjutnya adalah jengkol (-0,12%), pisang (-0,10%), SLTP (-0,06%), petai
(-0,03%), bawang merah (-0,02%), gula pasir (-0,02%), salak (-0,02%), sekolah
dasar (-0,02%), bawang putih (-0,02%), bensin (-0,01%), televisi berwarna (-
0,01%), udang basah (-0,01%), sabun cream detergen (-0,01%) dan asam sebesar
-0,01% (Tabel 2.12).
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Tabel 2.12 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar
Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (g-t-q)

N Komoditi Tw 11707 D Tw 111/07

0.
1 Beras -18,80% -1,79% Beras -1,61% -0,13%
2 Cabe Merah -36,86% -1,37% Jengkol -37,61% -0,12%
3 Bawang Merah -13,83% -0,09% Pisang -20,00% -0,10%
4 Tomat Sayur -33,87% -0,08% SLTP -11,79% -0,06%
5 Cabe Hijau -37,33% -0,06% Petai -16,71% -0,03%
6 Pisang -10,71% -0,06% Bawang Merah -4,37% -0,02%
7 Bawang Putih -22,73% -0,05% Gula Pasir -2,03% -0,02%
8 Bayam -12,07% -0,05% Salak -15,91% -0,02%
9 Kentang -9,59% -0,03% Sekolah Dasar -6,15% -0,02%
10 Cabe Rawit -27,61% -0,02% Bawang Putih -8,83% -0,02%
11 Nangka Muda -22,58% -0,02% Bensin -0,43% -0,01%
12 Aso-Aso -10,00% -0,02% Televisi Berwarna -6,55% -0,01%
13 Ketimun -20,00% -0,02% Udang Basah -4,35% -0,01%
14 Teri -11,67% -0,02% Sabun Cream Detergen -3,32% -0,01%
15 Wortel -15,27% -0,01% Asam -11,11% -0,01%
16 Salak -8,33% -0,01% - - -

17 Pakis -15,00% -0,01% - - -

18 Peda -13,37% -0,01% - - -

19 Kacang Tanah -8,69% -0,01% - - -

20 Kertas HVS -8,77% -0,01% - - -

Total Sumbangan -3,72%|Total Sumbangan -0,58%0

Komoditi lain 1,76% |Komoditi lain

Inflasi -1,96%0 Inflasi 2,06%
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

2,64%
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Perkembangan Inflasi
Komoditi-Komoditi Tertentu
di Kota Padang

Umum

Perkembangan inflasi di Sumatera Barat, yang diwakili kota Padang,
cenderung meningkat dalam beberapa bulan ke belakang. Meskipun tidak setinggi
tahun 2006, tekanan inflasi kota Padang mulai dirasakan sejak pertengahan tahun
2007. Inflasi tahunan kota Padang pada bulan September 2007 sebesar 9,00% (y-o-y)
jauh dibawah inflasi bulan September 2006 yang tercatat sebesar 14,41% (y-o-y).
Walaupun jauh dibawah tahun sebelumnya, namun laju inflasi kota Padang hingga
bulan September 2007 sudah mencapai 3,74% (y-t-d). Angka ini lebih tinggi dari
bulan September 2006 yang hanya sebesar 2,84% (y-t-d).

Perkembangan Inflasi Kota Padang (%)
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Beberapa Komoditi Utama Penyumbang Inflasi

Berdasarkan pemantauan terhadap inflasi kota Padang di bulan september
2007, beberapa komoditi diketahui mengalami inflasi bulanan (m-t-m) berturut-turut
pada bulan Juni dan bulan September 2007. Komoditi tersebut antara lain ikan
tongkol, rokok kretek, rokok kretek filter dan minyak goreng. Naiknya harga ikan
tongkol secara berturut-turut ditenggarai karena relatif sedikitnya pasokan ikan
tongkol di pasar-pasar kota Padang akibat cuaca yang kurang bersahabat bagi
nelayan untuk melaut. Sementara itu, kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai
rokok di bulan Maret 2007 menimbulkan efek kenaikan harga produk rokok yang
berkelanjutan/terus menerus. Hal ini tampak dari inflasi pada komoditi rokok kretek
dan rokok kretek filter yang terus meningkat di bulan Juni dan September 2007.
Kenyataan ini semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengeluarkan
kebijakan cukai rokoknya.




Beberapa Komoditi Penyumbang Inflasi kota Padang (m-t-m, %)

» Maret 2007 ” Juni 2007 » Sept 2007
Komoditi/ - No. Komoditi/ - No. Komoditi/ -
Inflasi | Sumb. Inflasi | Sumb. Inflasi | Sumb.
Cabe Hijau 13,63 0,02 Cabe Merah 10,30 0,22 Pepaya 49,99 0,14
Ikan Asin Belah 12,97 0,02 Tongkol 8,96 0,16 Tongkol 5,26/ 0,11
Dendeng 11,11 0,02 Rokok Kretek Filter 3,86 0,10 Rokok Kretek Filter 3,48 0,09
Kopi Bubuk 8,33| 0,02 Tempat Tidur 40,00 0,09 Rokok Kretek 5,14 0,08
Daging Ayam Ras 1,97 0,02 Minyak Goreng 4,82 0,08 Tahu Mentah 13,64 0,08
Selar 16,67 0,01 Rokok Kretek 3,29 0,05 Beras 1,00/ 0,08
Ongkos Bidan 12,50 0,01 Udang Basah 16,16/ 0,04 Minyak Goreng 4,211 0,07
Semangka 11,11 0,01 Susu Bubuk 8,38 0,04 Telur Ayam Ras 8,60 0,07
Bahan Pelumas/Oli 6,67 0,01 Daging Ayam Ras 3,00 0,03 Tuna 10,28 0,04
Krupuk Udang 6,40 0,01 Tuna 7,62 0,03 Jeruk 7,191 0,04
Bawang Putih 4,76] 0,01 Bawang Merah 4,02] 0,02 Rokok Putih 4,28| 0,04
Susu Untuk Balita 4,49] 0,01 Bensin 0,68 0,02 Emas Perhiasan 1,74 0,04
Kakap Merah 4,44 0,01 Kopi Bubuk 5,81 0,02 Daging Sapi 2,13 0,03
Udang Basah 4,25 0,01 Meja Kursi Tamu 6,67 0,02 Teri 9,771 0,03
Emas Perhiasan 0,59 0,01 Aso-Aso 8,00 0,02 Kacang Tanah 18,19 0,02
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Lain halnya dengan komoditi minyak goreng, dampak tingginya harga crude
palm oil (CPO), yang merupakan bahan baku minyak goreng, di pasar internasional
cukup menarik minat produsen CPO domestik, termasuk produsen CPO di Sumatera
Barat, untuk meningkatkan ekspor CPOnya ke pasar internasional. Tingginya arus
ekspor CPO terlihat dari nilai ekspor CPO yang mencapai USD508,71 juta pada
periode Januari-Agustus 2007. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya,
ekspor CPO Sumatera Barat tercatat hanya sebesar USD306, 18 juta.

Upaya himbauan pemerintah pusat agar produsen CPO mengutamakan pasar
dalam negeri (domestic market obligation) serta penerapan kenaikan pajak ekspor
CPO dan turunannya belum berdampak signifikan meningkatkan pasokan CPO
dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan pasokan CPO ke industri domestik
mengalami penurunan yang berakibat rendahnya produksi minyak goreng domestik.
Kelangkaan minyak goreng direspon pasar dengan menaikkan harga jual minyak
goreng. Di Sumatera Barat, operasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah belum
dapat menekan harga minyak goreng. Minyak goreng bahkan mencapai harga
Rp9.500/kg di kota Padang. Tingginya harga minyak goreng terutama memberatkan
usaha mikro sektor informal dan rumah tangga berpenghasilan tetap.

Apabila dipantau secara tahunan (y-o-y), komoditi yang mengalami
peningkatan inflasi berturut-turut di bulan Maret, Juni dan September 2007 menjadi
bertambah banyak. Beberapa diantaranya adalah komoditi cabe merah, beras,
kelapa, mie, minyak tanah, emas perhiasan dan biaya SLTA. Umumnya, komoditi-
komoditi yang terus mengalami peningkatan angka inflasi adalah komoditi yang
masuk dalam kelompok bahan makanan. Rentannya hasil panen/produksi akibat
pengaruh cuaca dan gangguan hama/penyakit, mengakibatkan pasokan komoditi
bahan makanan relatif berfluktuasi.

Komoditi cabe merah merupakan komoditi penyumbang inflasi paling besar
pada periode Maret, Juni dan September 2007. Sebagai komoditi yang banyak
digunakan oleh masyarakat Sumatera Barat, kebutuhan pasar lokal terhadap cabe
merah tidak dapat dipenuhi dari produksi Sumatera Barat sendiri. Kekurangan
pasokan cabe merah diperoleh dari luar Provinsi Sumatera Barat, seperti dari Brebes




(Jawa) dan Curup (Bengkulu). Sayangnya, karakteristik cabe merah yang tidak dapat
bertahan lama, menyebabkan komoditi tersebut tidak dapat di stok/disimpan dalam
jangka waktu yang lama. Kondisi ini mengharuskan pedagang senantiasa mengganti
stok cabe merahnya dengan yang baru. Tekanan inflasi dari cabe merah terjadi pada
saat produksi cabe merah Sumatera Barat berkurang sementara pasokan dari luar
Sumatera Barat terkendala.

Beberapa Komoditi Penyumbang Inflasi kota Padang (y-o-y, %)

” Maret 2007 " Juni 2007 ” Sept 2007
Komoditi/ - No. Komoditi/ - No. Komoditi/ -
Inflasi | Sumb. Inflasi | Sumb. Inflasi | Sumb.
Cabe Merah 98,11| 2,04
Beras 21,49 1,87
Tongkol 42,86 0,57
Ketupat / Lontong Sayur | 36,30 0,53
Kontrak Rumah 16,68/ 0,44
Tarip Air Minum PAM 52,17 0,44
65,34 0,42
Mie 37,23 041
Emas Perhiasan 19,01 0,35
Minyak Tanah 15,39|] 0,27
Rokok Kretek Filter 10,15| 0,24
SLTA 39,38 0,23
Minyak Goreng 16,85| 0,22
Sewa Rumah 6,36 0,16
Cabe Hijau 127,28 0,11

P
®

Cabe Merah 127,96 1,45
Beras 9,83 0,76
Minyak Goreng 43,99 0,56
Ketupat / Lontong Sayur | 36,30 0,52
Rokok Kretek Filter 19,29 0,45
Tongkol 25,87| 0,44
Mie 37,23 041
45,26 0,33
Minyak Tanah 15,39 0,27
SLTA 39,38] 0,23
Daging Ayam Ras 17,03 0,19
Rokok Kretek 12,28 0,19
Kontrak Rumah 6,34 0,18
Tuna 41,26 0,14
Emas Perhiasan 6,80 0,14

Cabe Merah 80,36 1,17
Tongkol 44,14 0,71
Minyak Goreng 51,14 0,66
Rokok Kretek Filter 27,43 0,63
Beras 8,06/ 0,62
60,25| 0,41
Mie 37,23 0,40
Minyak Tanah 15,39| 0,27
Rokok Kretek 18,06 0,27
Emas Perhiasan 11,97 0,24
Tempat Tidur 99,99 0,24
SLTA 19,11] 0,16
Telur Ayam Ras 17,44 0,14
Daging Ayam Ras 11,38 0,14
Sewa Rumah 517| 0,14
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Lain halnya dengan komoditi beras, info yang diperoleh dari Bulog Sumatera
Barat, sebenarnya stok beras di Sumatera Barat relatif mencukupi untuk kebutuhan
beras Sumatera Barat. Stok beras yang tersedia di Bulog Sumatera Barat di bulan
Agustus 2007 sebanyak 21.000 ton. Mayoritas beras stok tersebut merupakan stok
beras kelas medium yang berasal dari Vietnam. Masih tingginya angka inflasi untuk
komoditi beras di kota Padang dikarenakan beras yang dijadikan sampel
pengukuran inflasi oleh BPS Sumatera Barat bukan beras kualitas medium, yang
selama ini di stok oleh Bulog, melainkan beras kualitas premium seperti beras Solok
dan beras Bukittinggi. Menurut BPS Sumatera Barat, beras kualitas premium

dijadikan sampel pengukuran inflasi karena berdasarkan survei, volume penjualan
dan harga beras yang dilakukan BPS di Sumatera Barat, beras yang paling banyak
dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat adalah beras kualitas premium.

Sementara itu, penurunan produksi minyak tanah PT. Pertamina akibat adanya
pengurangan jatah alokasi minyak tanah secara nasional, dikarenakan adanya
penyesuaian APBN-P yang mulai mengurangi jatah subsidi minyak tanah yang terlalu
besar. Kuota minyak tanah dalam APBN-P 2006 sebesar 9,9 juta kilo liter. Dari kuota
tersebut, alokasi untuk Wilayah Unit Pemasaran |, yang meliputi Sumatera Barat dan
Kerinci, hanya sebesar 152.955 kilo liter dari kebutuhan ideal sebanyak 218.924 kilo
liter setiap tahunnya. Akibat kekurangan pasokan ini, minyak tanah di beberapa
daerah di tanah air, termasuk Sumatera Barat, mengalami lonjakan harga yang
cukup tinggi.




BAB IlI
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada
triwulan 111-2007 menunjukkan perkembangan yang membaik. Dana Pihak
Ketiga yang dihimpun perbankan meningkat dan diikuti pula oleh pertumbuhan
kredit yang disalurkan. Meningkatnya dana pihak ketiga dipengaruhi peningkatan
pendapatan sebagian masyarakat dan dana milik pemerintah daerah yang
disimpan di Bank Pembangunan Daerah. Sementara itu, peningkatan kredit yang
disalurkan disebabkan kebutuhan pembiayaan dunia usaha dan masyarakat seiring
dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit tahun berjalan
hingga triwulan 111-2007 sebesar 17,74% meningkatkan rasio penyaluran kredit dari
81,84% menjadi 85,54%.

Tabel 3.1.
Beberapa Indikator Perbankan Sumatera Barat

Tw.IV-06 Tw.l-07 Tw.l-07 Tw.llI-07

DPK (R p triliun) 11.51 11.50 12.21 12.83
Pert (%,9-t-q) (0.05) 6.19 5.10
Kredit 9.32 9.68 10.52 10.98
Pert (%,9-t-q) 3.81 8.65 4.40
LDR (%) 81.04 84.18 86.12 85.54
NPL (%)* 3.43 3.48 3.67 3.01

* NPL hanya untuk hanya untuk bank umum

Peningkatan kegiatan intermediasi perbankan ternyata dapat diimbangi
dengan peningkatan kualitas kredit. Rasio Non Performing Loans bank-bank
umum di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 3,43% pada akhir
tahun 2006 menjadi 3,01% pada posisi September 2007. Peningkatan kualitas
kredit terjadi karena pemberian kredit yang lebih berhati-hati, peningkatan
pelunasan kredit, serta penanganan kredit bermasalah secara tepat. Secara

keseluruhan, risiko likuiditas dan risiko pasar dapat terkontrol dengan baik.
3.1. Intermediasi Perbankan

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan dan jumlah kredit
yang disalurkan perbankan pada triwulan 11-2007 menunjukkan
peningkatan daripada triwulan sebelumnya (Tabel 3.1.). Pada triwulan llI-

2007, kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat tumbuh lebih rendah
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daripada pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini mengakibatkan rasio Loan to
Deposit Ratio (LDR) posisi September 2007 sedikit menurun dari 86,12% (posisi Juni
2007) menjadi 85,54%. Meskipun demikian, bila dibandingkan posisi akhir tahun
2006, rasio LDR akhir triwulan 111-2007 masih lebih baik. Peningkatan Dana Pihak
Ketiga yang lebih tinggi pada triwulan 111-2007 disebabkan meningkatnya
penempatan giro pemerintah daerah akibat lambatnya realisasi belanja daerah dan

meningkatnya transfer dana bagi hasil diterima pemerintah daerah.

3.1.1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Provinsi Sumatera
Barat pada triwulan 111-2007 tumbuh 5,10% (q-t-q) dibandingkan triwulan
sebelumnya sehingga posisinya menjadi Rp 12,83 triliun. Peningkatan dana
pihak ketiga terutama terjadi pada simpanan giro sebesar 7,45% dan tabungan

5,51%. Peningkatan tersebut sedikit melambat daripada triwulan 11-2007 yang
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Grafik 3.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Grafik 3.2. Komposisi DPK Sumbar

Perbankan Sumbar

tercatat masing-masing sebesar 9,34% dan 6,84%. Peningkatan posisi giro
diperkirakan berasal dari peningkatan giro pemerintah akibat meningkatnya
realisasi transfer dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah. Lambannya

realisasi belanja pemerintah daerah semakin meningkatkan posisi giro pemerintah.

Peningkatan posisi giro pada triwulan 11I-2007 ternyata tidak mengubah
komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan Sumatera Barat.
Simpanan dalam bentuk tabungan masih mendominasi dana pihak ketiga sebesar
Rp 5,00 triliun (38,97%), diikuti giro sebesar Rp 4,22 triliun (32,91%) dan deposito
sebesar Rp 3,61 triliun (28,12%). Faktor yang mempengaruhi tetap tingginya porsi
tabungan terkait dengan struktur pendapatan masyarakat dan perekonomian
Sumatera Barat yang relatif tidak berubah. Dengan struktur ekonomi yang masih
bertumpu pada sektor agraris, pertambahan pendapatan masyarakat akan

berlangsung lambat dan berpengaruh pada ketersedian dana untuk ditabung. Hal
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yang berbeda terjadi pada wilayah lain seperti DKI Jakarta yang struktur
ekonominya sudah bergerak ke sektor industri dan jasa. Pada wilayah dengan

struktur ekonomi tersebut, komposisi dana pihak ketiga didominasi oleh deposito.

Pertumbuhan deposito yang relatif lambat dibandingkan jenis simpanan
yang lain diperkirakan terjadi karena tren tingkat bunga simpanan yang
terus menurun seiring dengan penurunan Bl rate. Semakin banyaknya
pilihan alternatif investasi bagi deposan membuat pertumbuhan deposito relatif
lambat. Beberapa alternatif investasi tersebut antara lain penawaran produk unit
link yang sedang gencar ditawarkan perusahaan asuransi di Kota Padang, produk
bancassurance, serta investasi dalam bentuk emas. Bahkan pada beberapa sentra
perdagangan di Bukittinggi, para pedagang tidak menyimpan dananya di bank

melainkan dipinjamkan kepada pedagang lain sebagai piutang modal kerja.
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Grafik 3.4. Struktur Kredit Menurut Jenis
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3.1.2. Penyaluran Kredit

Penurunan Bl rate hingga posisi 8,25% pada akhir September 2007
ternyata lambat direspon dengan pertumbuhan kredit. Dibandingkan
triwulan 11-2007, kredit berdasarkan lokasi kantor cabang pada triwulan 111-2007
tumbuh sebesar 4,40%. Peningkatan kredit paling banyak terjadi pada kredit
konsumsi sebesar 8%, sementara kredit modal kerja dan investasi hanya tumbuh
2,29% dan 1,70%. Secara tahun berjalan, kredit menurut lokasi kantor cabang
tumbuh 17,75%. Sementara itu, kredit menurut lokasi proyek (posisi Agustus 2007)
juga tumbuh dengan arah yang sama. Posisi kredit menurut lokasi proyek posisi
Agustus 2007 tercatat sebesar Rp 11,64 triliun, hanya tumbuh 2,33% (g-t-q) atau
17,03% (y-t-d). Selama tahun berjalan kredit investasi berdasarkan lokasi proyek

tumbuh lebih tinggi daripada kredit investasi berdasarkan lokasi kantor cabang.
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Hal ini menunjukkan semakin banyak investasi di Provinsi Sumatera Barat yang
dibiayai oleh bank-bank di luar provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari

tingginya LDR bank-bank umum yang berkantor pusat di luar Sumbar.
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Grafik 3.5. Pertumbuhan Kredit (q-t-q) Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit (q-t-q)
Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan kredit pada triwulan I[1I-2007 mengalami perlambatan
dibandingkan triwulan 11-2007. Perlambatan pertumbuhan kredit triwulanan ini
terjadi pada semua jenis kredit. Berdasarkan lokasi kantor cabang (grafik 3.5.),
pertumbuhan kredit melambat dari 8,65% pada triwulan 11-2007 menjadi 4,40%
pada triwulan laporan. Hal yang sama juga terjadi pada kredit berdasarkan lokasi
proyek dimana pertumbuhan kredit melambat lebih tajam dari 9,88% menjadi
2,33%. Perlambatan posisi kredit triwulanan ini cukup menarik dicermati pada saat
pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan. Hal ini mengindikasikan bahwa
terdapat sumber-sumber pembiayaan lain di luar perbankan yang mengalami
pertumbuhan. Berdasarkan liaison Bank Indonesia terhadap beberapa perusahaan
perkebunan, terungkap bahw pembiayaan investasi beberapa perusahaan
perkebunan bersumber dari bank-bank asing di Singapura. Faktor-faktor yang
mempengaruhi preferensi pengusaha dalam memilih sumber pembiayaan tersebut
antara lain lebih menariknya suku bunga, proses yang lebih cepat serta tingginya

plafon kredit yang bisa diperoleh membuat pengusaha-pengusaha tersebut.

Porsi kredit modal kerja dan kredit investasi terus mengalami penurunan.
Pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih tinggi daripada kredit modal kerja dan
investasi meningkatkan share kredit konsumsi terhadap total kredit. Share kredit
konsumsi berdasarkan lokasi kantor cabang meningkat cukup tinggi selama tahun
berjalan dari 36,25% pada akhir tahun 2006 menjadi 40,07%. Kredit modal kerja

dan investasi justru menurun dari 44,78% menjadi 42,92% dan 18,97% menjadi
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17,00%. Peningkatan share kredit konsumsi juga terjadi pada kredit berdasarkan

lokasi proyek.

Tabel 3.2. Perkembangan Kredit Sektoral Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang

_
Sektor | Nominal | Nominal [ Nominal | Nominal | Agtq [ Ay-td |
Pertanian 1,616.10 1,462.95 1,508.84  1,492.82 -1.06%  -7.63%
Pertambangan & Penggalian 17.10 19.12 30.38 28.87 -499%  68.87%
Perindustrian 886.88 984.33 995.06 987.26 -0.78%  11.32%
Listrik,Gas & Air 1.47 1.84 2.11 1.81  -1427% 23.14%
Kontruksi 110.12 106.70 121.91 170.40 39.77%  54.74%
Perdag,Hotel& Restoran 2,449.75 2516.92 2,763.95 2,809.70 1.66%  14.69%
Pengangktn & Komunikasi 144.17 134.44 150.64 152.28 1.09% 5.62%
Jasa-jasa 394.39 427.33 479.01 526.34 9.88%  33.46%
Lain-lain 3,314.66 3,602.26  3,984.80  4,300.65 7.93%  29.75%
Total 8,934.62 9,255.88 10,036.72 10,470.12 4.32% 17.19%

Secara sektoral, kredit konstruksi tumbuh paling tinggi dibandingkan
sektor lainnya. Kebutuhan rekonstruksi akibat gempa bumi 6 Maret 2007 dan
realisasi investasi dunia usaha dan belanja modal pemerintah ternyata
meningkatkan penyaluran kredit pada sektor sektor konstruksi. Pertumbuhan
kredit konstruksi tercatat sebesar 39,77% (g-t-q) atau 54,74 % (y-t-d). Hal ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera mulai mengarah ke
sisi yang lebih sustainable. Sektor lain yang tumbuh cukup tinggi pada triwulan IlI-
2007 adalah sektor jasa-jasa dan lain-lain (konsumsi). Tumbuhnya sektor jasa-jasa
terutama di Kota Padang ternyata menumbuhkan realisasi kredit di sektor
tersebut. Sayangnya, pertumbuhan kredit sektor pertanian justru mengalami
penurunan. Posisi kredit sektor pertanian pada akhir September 2007 baru tercatat
sebesar Rp 1,49 triliun atau menurun 1,06% (g-t-q) bahkan sebanyak 7,63% selama
tahun berjalan. Lambatnya realisasi kredit pengembangan energi nabati dan
revitalisasi perkebunan yang akan disalurkan beberapa bank pemerintah dan BPD
pada tahun 2007 ternyata mempengaruhi kinerja kredit sektor pertanian. Masalah
perizinan serta sertifikat tanah lahan yang akan dijadikan agunan merupakan

beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya pencairan dana kredit tersebut.

Melambatnya pertumbuhan kredit pada saat aktivitas ekonomi mengalami
percepatan menumbuhkan harapan serta tantangan baru bagi perbankan
Sumatera Barat pada triwulan IV-2007. Hal ini mengindikasikan bahwa masih
terdapat ruang bagi perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit

kepada masyarakat. Meskipun penyaluran kredit konsumsi lebih menarik bagi
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perbankan untuk terus dikucurkan dari segi risiko kredit serta kemudahan dalam
penilaian, namun kredit konsumsi pengaruhnya relatif terbatas pada
perekonomian dibandingkan kredit investasi dan kredit modal kerja. Tingginya LDR
bank-bank umum yang berkantor pusat di luar wilayah Sumatera Barat mungkin
menjadi sedikit kendala dalam percepatan pertumbuhan kredit. Oleh karena itu
upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana pihak ketiga dari kalangan rumah

tangga dan swasta harus terus dilakukan.

3.2. Risiko Kredit Perbankan

Risiko kredit perbankan Sumatera Barat pada triwulan 111-2007 terus
mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan
Sumatera Barat diikuti dengan pengelolaan kredit yang relatif baik. Hal ini
ditunjukkan dengan penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) baik pada bank-bank
umum maupun bank perkreditan rakyat (grafik 3.7.). Rasio NPL bank umum
mengalami penurunan dari 3,16% pada triwulan 11-2007 menjadi 2,77 %, sementara
rasio NPL BPR juga membaik dari 7,68% menjadi 7,41%. Rasio NPL bank-bank
umum yang jauh berada di bawah batas NPL yang ditetapkan Bank Indonesia
sebesar 5% memberikan peluang bagi bank umum untuk meningkatkan
penyaluran kredit. Sementara itu,penurunan rasio NPL yang terjadi pada BPR juga
menunjukkan bahwa usaha penyehatan BPR yang jumlahnya cukup banyak di
Sumatera Barat mulai menunjukkan hasil yang nyata. Meskipun demikian, upaya

penyehatan BPR harus terus dilakukan guna melewati batas maksimum NPL 5%.

Efek gempa bumi 6 Maret 2007 dan 12 September 2007 terhadap kualitas
kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat relatif kecil. Gempa bumi
6 Maret 2007 yang menimpa sebagian besar wilayah Sumatera Barat ternyata tidak
menurunkan kualitas kredit perbankan baik bank umum maupun BPR. Rasio NPL
bank umum justru mengalami penurunan cukup tajam pada triwulan 11-2007 dan
terus berlanjut pada triwulan 111-2007. Rasio NPL BPR meskipun sempat meningkat
pada triwulan 11-2007 namun kembali turun pada triwulan 111-2007 (grafik 3.7). Hal
ini menguatkan perkiraan bahwa mayoritas korban gempa bumi bukan merupakan
nasabah bank sehingga kualitas kredit relatif terjaga. Selain itu, debitur bank yang
menjadi korban gempa segera dapat melakukan rekonstruksi dengan

menggunakan kekayaan yang dimiliki.
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Grafik 3.7. Perkembangan Kredit dan NPL
Perbankan Sumbar

Sektor Pertambangan dan Sektor Perdagangan merupakan sektor dengan
rasio NPL tertinggi pada triwulan I11-2007. Secara umum, rasio NPL bank-bank
umum di Sumatera Barat menurun daripada triwulan sebelumnya, namun terdapat
beberapa sektor yang justru mengalami kenaikan. NPL Sektor pertambangan
mengalami kenaikan terbesar sebanyak 0,97% sementara NPL sektor pertanian
juga meningkat sebanyak 0,88%. NPL sektor angkutan juga mengalami kenaikan
sebesar 0,18%. Secara tahun berjalan, NPL sektor pertanian meningkat paling
tinggi sebesar 1,78% hingga melewati batas maksimal NPL 5%. Meningkatnya rasio
NPL sektor pertanian diperkirakan karena lambatnya pertumbuhan kredit
pertanian, sehingga pertambahan posisi kredit bermasalah langsung

mengakibatkan penurunan rasio NPL

Tabel 3.3. Perkembangan Rasio NPL Sektoral (%)*

Sektor Ekonomi Sep'07

Pertanian 3.80 4.36 4.69 5.58
Pertambangan 31.28 27.98 19.05 20.02
Industri 0.87 0.90 0.97 0.40
Listrik, Ari, Gas 0.00 0.00 0.00 0.00
Kontruksi 4.1 4.71 5.48 3.68
Perdagangan 7.67 7.79 8.07 5.73
Angkutan 2.97 4.10 3.59 3.77
Jasa Dunia 1.86 1.63 2.69 2.57
Jasa Sosial 0.89 1.05 1.73 1.72
Lainnya 0.89 0.86 0.88 0.86

* hanya untuk Bank Umum baik konvensional dan syariah
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3.3. Risiko Likuiditas

Perbankan Sumatera Barat terlihat sangat hati-hati dalam melakukan
pengelolaan likuiditasnya. Struktur dana pihak ketiga yang didominasi dana
jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito jangka pendek berpotensi
meningkatkan risiko likuiditas sehingga bank-bank terlihat sangat hati-hati dalam
menyalurkan kredit khususnya kredit-kredit investasi dan jangka panjang. Hal ini
tercermin dari menurunnya posisi kredit investasi pada triwulan 111-2007

dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan potensi risiko likuiditas ini akan terus terjadi pada triwulan
IV-2007 seiring dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat
dan daerah. Pada triwulan [V-2007, diperkirakan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah akan meningkatkan realisasi belanja secara optimal. Transfer
dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin tinggi
yang diperkirakan akan turut meningkatkan belanja daerah. Aktivitas giro
pemerintah diperkirakan akan meningkat yang diikuti dengan aktivitas giro

swasta. Bank-bank umum harus mengantisipasi kenaikan transaksi ekonomi di atas.

3.4. Risiko Pasar

Risiko pasar perbankan Sumatera Barat pada triwulan 111-2007
menunjukkan arah yang menurun. Tren penurunan suku bunga kredit yang
dimulai sejak triwulan 111-2007 sempat meningkatkan rasio NPL bank-bank umum di
Sumatera Barat hingga

150 triwulan 11-2007, namun sudah
menunjukkan penurunan pada
triwulan 111-2007 (grafik 3.8).

g 1551+

= Bunga Kredit (sumbu Kkiri)

15+ 110 Hal ini menunjukkan risiko

= NPLs (sumbu kanan)
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Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Kredit dan NPLs di
Sumbar, Tw |-04 s.d Tw IlI-07

Meskipun demikian, perbankan harus mewaspadai tren kenaikan harga
minyak dunia dan pengaruhnya baik secara langsung terhadap inflasi
melalui kenaikan harga barang impor maupun melalui ekspektasi pelaku
usaha. Kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan terus berlanjut pada
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tahun 2008 berpotensi meningkatkan inflasi. Biaya produksi dunia usaha yang saat
ini sudah terkait langsung dengan harga minyak dunia karena harga energi yang
dikenakan telah berdasarkan harga internasional diperkirakan akan mengalami
tekanan. Harga barang-barang kebutuhan masyarakat diperkirakan juga akan
meningkat seiring dengan masih besarnya komponen impor dalam barang
tersebut. Beberapa sektor ekonomi andalan Sumatera Barat diperkirakan akan
terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia tersebut seperti sektor
angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor
jasa-jasa.

3.5. Kredit UMKM

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan
bank umum Sumbar pada triwulan 11I-2007 mencapai Rp8,02 triliun atau
menurun 0,59% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 3.4.).
Penurunan kredit merupakan yang pertama selama tahun 2007 setelah terus
meningkat selama triwulan | dan Il. Penurunan kredit UMKM terutama terjadi pada
jenis kredit mikro dengan plafon kredit dibawah Rp 50 juta sebesar 7,60%. Kredit
kecil dan menengah tetap tumbuh dengan persentase yang lebih kecil daripada
triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 7,95% dan 5,95%.

Penurunan kredit UMKM menurunkan pangsa kredit UMKM bank umum di
Sumbar. Pangsa kredit UMKM pada triwulan 111-2007 tercatat sebesar 76,56% dari
total kredit, sedikit menurun dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar
76,67%. Seiring dengan penurunan posisi kredit mikro, pangsa kredit mikro juga
turun cukup tinggi dari 40,31% pada triwulan 11-2007 menjadi 37,41% pada
triwulan 111-2007.

Tabel 3.4. Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Baki Debet

- Posisi (miliar Rp) Pangsa (%) Pertumb (g-t-q, %)
QEENLED
& TwiV-06 | Twi-07 | Twll-07 Twill-07 | Twl-07 | Twll-07 | Twlll-07 | Twl-07 | Twll-07 | Twilll-07

Mikro (s.d Rp50 jt) 3,368.1 3,608.0 4,239.5 3,917.3 38.98 40.31 37.41 7.13 17.50 -7.60
Kecil (Rp50 - Rp500 jt) 1,8925 11,9988  2,351.7 2,538.6 21.59 22.36 24.25 5.61 17.66 7.95
Menengah (Rp500 jt - Rp5 M) 1,266.2 1,278.6 1,472.2 1,559.7 13.81 14.00 14.90 0.98 15.14 5.95
Total UMKM 6,526.7 6,885.4  8,063.4 8,016.0 74.39 76.67 76.56 5.50 17.11 -0.59
Besar (>Rp5 M) 2,407.9 2,370.5  2,453.2 2,454.1 25.61 23.33 23.44 =155 3.49 0.04

Sumber: LBU/LBUS

Secara sektoral lebih dari separuh dari kredit UMKM masuk dalam kategori
sektor lainnya yang menampung penggunaan konsumtif (53,52%).
Selebihnya terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,31%), dan sisanya

dibagi untuk tujuh sektor lainnya, mulai dari yang tertinggi untuk sektor pertanian
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(6,43%) hingga yang terkecil untuk sektor listrik, air dan gas (0, 02%). Struktur
kredit UMKM yang seperti ini mengindikasikan bahwa masih banyak UMKM
terutama yang bergerak pada sektor industri mikro dan kecil yang belum tersentuh
oleh kredit perbankan. Padahal sektor tersebut memiliki sumbangan yang cukup
besar terhadap PDRB. Sebagai contoh, share sektor industri tekstil, barang kulit dan
alas kaki yang terdapat banyak UMKM bordir, sulaman, dan mukenah sebesar 39-
40% dari total industri.

Tabel 3.5. Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

ktor Ek _ Pangsa Pertumbuhan (qtq)
Sektor Ekonomi
Trw IV-06| Trw I-07 | Trw 1I-07 | Trw I1I-07 Trw 1-07 Trw II-07 | Trw 11I-07 Trw 1-07 -| rw 11-07 -|IW 111-07

Pertanian 522.84 539.90 575.38 515.29 7.84% 7.59% 6.43% 3.26% 6.57% -10.44%
Pertambangan 17.10 19.12 30.38 28.87 0.28% 0.40% 0.36% 11.85% 58.91%  -4.99%
Industri 89.54 92.71 103.93 109.67 1.35% 1.37% 1.37% 3.54% 12.10% 5.52%
Listrik, Air & Gas 1.47 1.84 2.1 1.81 0.03% 0.03% 0.02% 25.26% 14.67% -14.27%
Konstruksi 101.92 99.20 113.54 155.40 1.44% 1.50% 1.94% -2.67% 14.45%  36.87%
Perdagangan 1,989.19 2,028.46 2,234.95 2,349.71 29.46% 29.47% 29.31% 1.97% 10.18% 5.13%
Angkutan 127.67 118.56 127.76 130.49 1.72% 1.68% 1.63% -7.14% 7.76% 2.14%
Jasa-jasa 362.11 383.36 420.88 434.32 5.57% 5.55% 5.42% 5.87% 9.79% 3.19%

Lainnya (konsumtif) 3,314.90 3,602.26 3,974.57 4,290.46 52.32% 52.41% 53.52% 8.67% 10.34% 7.95%

TOTAL UMKM 6,526.73 | 6,885.41 | 7,583.50 [ 8,016.01 | 100.00%| 100.00%| 100.00% 5.50% 10.14% 5.70%

Sumber: LBU/LBUS

Kualitas kredit UMKM mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dari
penurunan nisbah NPLs pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar
2,77% (tabel 3.6). Gempa bumi yang melanda Sumatera Barat pada tanggal 6
Maret 2007 ternyata tidak menurunkan kualitas kredit UMKM baik pada triwulan Il
maupun triwulan II-2007. Berdasarkan sektor ekonomi non konsumtif, nisbah NPLs
tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (20,02%) sedangkan persentase
terendah dialami oleh lainnya (konsumtif) sebesar 0,87%. Rendahnya rasio NPL
kredit konsumtif menjadikan kredit ini sebagai target bank umum dalam ekspansi
kreditnya.

Tabel 3.6. Sebaran NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

(nominal dalam miliaran rupiah)

. Trw 111-2006 Trw IV-2006 Trw 1-2007 Trw 11-2007 Trw 111-2007
Sektor Ekonomi . . - . - -
mmm Nisbah Nominal| Nisbah Nominal| Nisbah Nominal
- Pertanian 51.21 12.12% 51.76 9.90% 63.81 4.36% 61.13| 10.62% 31.63 6.14%
- Pertambangan 6.51 53.60% 5.35 31.28% 5.35| 27.98% 5.79 | 19.05% 5.78 | 20.02%
- Industri 2.38 2.37% 1.72 1.92% 8.90 0.90% 3.70 3.56% 3.96 3.61%
- Listrik, Air & Gas - - - - - - - - - 0.00%
- Konstruksi 8.37 7.02% 4.53 4.44% 5.02 4.71% 6.68 5.88% 6.28 4.04%
- Perdagangan 96.23 5.12% 81.66 4.10%| 196.11 7.79%| 109.89 4.92% 118.83 5.06%
- Angkutan 7.00 4.78% 4.28 3.35% 5.51 4.10% 5.42 4.24% 5.75 3.77%
- Jasa-jasa 7.77 2.36% 6.20 1.71% 6.18 1.45% 11.48 0.03% 12.25 2.81%
- Lainnya (konsumtif) 34.88 1.05% 29.38 0.89% 31.15 0.86% 35.23 0.89% 37.19 0.87%

Total (Gross) 3.39% 2.83% 3.48% 2.77%

Sumber: LBU/LBUS
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Penelitian : Perilaku Perbankan dan Debitur
Terhadap Kredit Sektoral
Di Sumatera Barat”

Latar Belakang

Salah satu fungsi utama Bank adalah untuk menyalurkan dana yang dihimpun
dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, baik dalam bentuk
kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Dana yang disalurkan oleh perbankan merupakan salah satu sumber
pembiayaan pembangunan untuk sektor riil. Sebagai lembaga intermediasi antara
pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana,
diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat. Dalam konteks perbankan,
penyaluran dana untuk kegiatan usaha merupakan salah satu fungsi intermediasi
yang dijalankan oleh perbankan. Indikator efektifitas fungsi intermediasi perbankan
dapat dilihat dari nilai Loan-to-Deposit Ratio (LDR) perbankan, baik secara nasional
maupun regional.

Kondisi objektif di Sumatera Barat menunjukkan beberapa hal penting yang
berkaitan dengan peran intermediasi perbankan. Pertama, jika dilihat dari
kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, kinerja perbankan di Sumatera Barat
menunjukkan indikator yang relatif lebih baik dari rata-rata nasional. Secara umum
berdasarkan indikator perbankan nasional, fungsi intermediasi perbankan secara
nasional masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Dengan demikian,
peran perbankan dalam menyalurkan kredit untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi perlu menjadi perhatian pemerintah dan perbankan. Dalam lingkup
perekonomian regional, peran intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit
diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian regional yang
akan tercermin dari angka PDRB.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan alokasi kredit
berdasarkan pada share dan petumbuhan menurut sektor ekonomi berdasarkan
lokasi proyek pada berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kemudian
penelitian ini juga memetakan PDRB menurut sektor ekonomi berdasarkan kepada
share dan growth pada daerah tingkat Il (kabupaten/kota) yang ada di Sumatera
Barat serta pada tingkat propinsi.

Hasil Penelitian

Pembahasan lebih difokuskan pada sektor-sektor yang pangsanya baik dalam
kredit yang disalurkan maupun dalam PDRB berada di atas rata-rata. Hal ini
dilakukan untuk memfokuskan analisis pada sektor-sektor usaha yang berkontribusi

* Kerjasama Bank Indonesia dengan Center for Banking Research, Universitas Andalas




besar dalam perekonomian Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan
kriteria tersebut maka terdapat tiga sektor yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:
sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan.

Pertanian memiliki kontribusi paling besar dalam perekonomian Sumatera Barat
dengan pangsa PDRB sebesar (28,49%). Namun demikian kontribusi kredit terlihat
masih rendah dalam sektor pertanian ini dengan pangsa kredit sebesar (20,43 %).

Jika dilihat dari non performing loan sektor pertanian relatif aman. Hanya
sekitar  sembilan persen (9%) kredit sektor pertanian ini yang tergolong
bermasalah. Selanjutnya dari data primer juga ditemukan bahwa penyimpangan
penggunaan kredit pada sektor pertanian ini juga tergolong kecil yaitu sekitar 10%
untuk kredit modal kerja dan 15% untuk kredit investasi. Tambahan lagi sektor
pertanian ini juga menjadi prioritas kedua bagi pelaku perbankan setelah sektor
perdagangan. Berdasarkan rasional di atas semakin kuat keyakinan peneliti bahwa
sektor pertanian adalah sektor yang paling cocok untuk dijadikan sebagai target
pasar utama bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit di masa datang.
Peran sektor pertanian dalam perkonomian Sumatera Barat agak bervariasi antara
suatu kota/kabupaten dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukan juga kebijakan
penyaluran kredit yang agak berbeda antara suatu kota/kabupaten dengan yang
lainnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Pemetaan Kredit dan PDRB Sektor Pertanian

Kredit Kredit>PDRB
PDRB

Kredit Kredit <PDRB
PDRB

Kredit Kredit <PDRB
PDRB

Kredit Kredit>PDRB
PDRB

Kredit Kredit>PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB

Padang

Pasaman

Pariaman

Solok

Sawahlunto

Tanah Datar

Bukittinggi

P.kumbuh

Jasa-jasa memiliki kontribusi nomor dua terbesar dalam perekonomian
Sumatera Barat dengan pangsa PDRB sebesar 17,81% . Namun demikian alokasi
kredit pada sektor ini masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,28%. Hal ini salah satu
penyebabnya adalah karena perbankan melakukan pembatasan kredit pada sektor
ini. Berdasarkan hasil penelitian data primer ditemukan bahwa penyimpangan
penggunaan kredit pada sektor jasa-jasa ini relatif cukup besar yaitu sebesar 34%
pada kredit modal kerja dan 75% pada kredit konsumsi. Selanjutnya kredit




bermasalah pada sektor jasa-jasa ini juga terhitung cukup besar yaitu sebesar 17,4%.
Fakta-fakta di atas diduga merupakan alasan kuat kenapa perbankan melakukan
pembatasan kredit pada sektor jasa-jasa ini. Namun mengingat perkembangan
sektor jasa semakin mendominasi perekonomian masa depan maka seyogiyanya
perbankan harus mulai menggarap usaha sektor jasa-jasa ini secara lebih serius.
Kontribusi sektor jasa dalam perekonomian agak bervariasi antar kota/kabupaten di
Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Pemetaan Kredit dan PDRB Sektor Jasa

Kredit Kredit<PDRB
Padang

PDRB

Kredit Kredit>PDRB

Pasaman
PDRB

Kredit Kredit>PDRB

Pariaman

PDRB

Kredit Kredit>PDRB
Solok

PDRB

Kredit Kredit<PDRB

Sawahlunto
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Tanah Datar

Kredit Kredit<PDRB

Bukitti i
ukittinggi —

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Payakumbuh

Perdagangan memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah jasa-jasa di Sumatera
Barat dengan pangsa PDRB sebesar 17,16%. Apabila dilihat dari sisi penyaluran
kredit, sektor perdagangan mencapai alokasi kredit terbesar dalam perekonomian
Sumatera Barat dengan pangsa kredit sebesar 21,6%. Besarnya pangsa pasar kredit
sektor perdagangan ini tidak jauh berbeda dengan pangsa pasar kredit pada sektor
pertanian. Hal ini berarti bahwa dengan pangsa kredit yang sama sektor
perdagangan hanya mampu menghasilkan PDRB sebesar 0,6 kali PDRB sektor
pertanian. Di sini terlihat adanya indikasi bahwa sektor perdagangan ini sudah mulai
jenuh, sehingga produktivitas kredit pada sektor ini relatif lebih rendah dibanding
sektor pertanian.

Data primer dalam penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat
menjadi indikasi sebagai faktor-faktor yang diduga berkontribusi terhadap
rendahnya produktivitas kredit di sektor perdagangan ini. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa responden sektor perdagangan cendrung memiliki perilaku
penyimpangan penggunaan kredit diluar tujuan semula. Misalnya, sebesar 36,2%
kredit modal kerja digunakan bukan untuk modal kerja dan sebesar 23% kredit
investasi digunakan bukan untuk investasi. Sementara itu sektor perdagangan ini
juga memiliki angka kredit bermasalah yang tergolong tinggi dibanding sektor
lainnya yaitu sebesar 65%. Temuan-temuan di atas diduga ikut berkontribusi
terhadap rendahnya produktivitas kredit di sektor perdagangan ini. Berdasarkan




rasional di atas diperlukan kebijakan kredit yang lebih selektif pada sektor
perdagangan ini. Peran sektor perdagangan dalam perkonomian Sumatera Barat
agak bervariasi antara suatu kota/kabupaten dengan yang lainnya. Untuk itu

diperlukan juga kebijakan penyaluran kredit yang agak berbeda antara suatu
kota/kabupaten dengan yang lainnya seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Pemetaan Kredit dan PDRB Sektor Perdagangan

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Padang

Pasaman

Pariaman

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Solok

Kredit Kredit>PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Sawahlunto

Tanah Datar

Bukittinggi

Payakumbuh

Industri pengolahan memiliki kontribusi keempat terbesar dalam perekonomian
Sumatera Barat dengan pangsa PDRB sebesar 12%. Sementara itu sektor industri
memiliki pangsa kredit sebesar 6,69%, sektor kredit no tiga terbesar di Sumatera
Barat. Pangsa pasar kredit untuk sektor industri ini terlihat masih kecil sementara itu
pangsa pasar PDRB-nya relatif cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi
kredit dalam sektor industri pengolahan relatif masih kecil. Kredit bermasalah dalam
sektor industri pengolahan tergolong kecil, hanya sebesar 9%. Namun demikian
penyimpangan penggunaan kredit modal kerja pada sektor industri pengolahan ini
masih tergolong besar, yaitu rata-rata sebesar 35%.

Berdasarkan rasional di atas terdapat indikasi bahwa sektor industri pengolahan
adalah termasuk sektor yang masih potensial untuk dijadikan sebagai target pasar
utama bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit di masa datang. Namun
perlu penerapan seleksi calon debitur yang lebih ketat mengingat masih banyaknya
penyalahgunaan kredit yang mereka peroleh. Peran sektor industri pengolahan
dalam perkonomian Sumatera Barat agak bervariasi antara suatu kota/kabupaten
dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukan juga kebijakan penyaluran kredit yang
agak berbeda antara suatu kota/kabupaten dengan yang lainnya seperti terlihat
pada tabel di bawah ini.




Pemetaan Kredit dan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Padang

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Pasaman

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Pariaman

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Solok

Kredit Kredit=PDRB
PDRB

Sawahlunto

Kredit Kredit>PDRB
PDRB

Tanah Datar

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Bukittinggi

Kredit Kredit<PDRB
PDRB

Payakumbuh

Kesimpulan

Dalam meningkatkan penetrasi kredit pada sektor-sektor potensial, perbankan
dihadapkan pada berbagai kendala baik yang berasal dari sisi calon debitur
maupun yang berasal dari dalam organisasi perbankan sendiri.

Kendala-kendala tersebut antara lain masalah jaminan, usaha calon debitur yang
masih baru, terbatasnya kemampuan pihak perbankan menilai bidang usaha
yang produktif, dan kesulitan mencari nasabah yang bankable, serta kesulitan
menilai resiko usaha.

Fokus alokasi kredit perbankan yang relatif tinggi terhadap sektor perdagangan
terlihat tidak sejalan dengan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Sumatera
Barat.

Hal ini juga akan berpotensi meningkatkan permasalahan yang akan dihadapi
pihak perbankan seperti NPL, customer switching, terperangkap pada sektor yang
sudah mature, margin yang rendah dan lain-lain. Pihak perbankan perlu
menemukan sektor-sektor lain yang lebih potensial yang dapat menghindarkan
perbankan dari berbagai permasalahan di atas.

Pertumbuhan/pangsa kredit sektor pertanian di Padang, Solok, dan Sawah Lunto
lebih tinggi dari pertumbuhan/pangsa PDRB daerah tersebut. Hal ini merupakan
indikasi bahwa intermediasi perbankan di daerah tersebut sudah berjalan relatif
lebih baik.

Untuk daerah Pasaman, Pariaman, Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh
mengalami  pertumbuhan/pangsa  kredit yang lebih lambat dari
pangsa/pertumbuhan PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat
permasalahan intermediasi perbankan pada sektor perdagangan di daerah
tersebut.

Pada daerah Padang, Sawahlunto, Tanah Datar dan Bukittinggi
pangsa/pertumbuhan kredit  sektor  jasa-jasa lebih rendah dari




pangsa/pertumbuhan PDRB sektor tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa
terdapat permasalahan intermediasi perbankan pada sektor jasa-jasa di daerah
ini.

Untuk daerah Pasaman, Tanah Datar dan Bukittinggi pangsa/pertumbuhan kredit
industri pengolahan relatif lebih rendah dari pangsa/pertumbuhan PDRB sektor
tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan fungsi
intermediasi perbankan pada daerah tersebut.

Peluang untuk melakukan ekspansi kredit sektor pertanian paling besar terdapat
pada daerah Pasaman, Payakumbuh, Bukittinggi, Tanah Datar, dan Pariaman.
Peluang untuk melakukan ekspansi kredit sektor perdagangan paling besar
terdapat pada Pasaman, Payakumbuh, Bukittinggi, Solok dan Pariaman

Peluang untuk melakukan ekspansi kredit sektor industri pengolahan paling
besar terdapat pada daerah Pasaman, Bukittinggi, Tanah Datar.

Peluang untuk melakukan ekspansi kredit sektor jasa-jasa paling besar terdapat
pada daerah Padang, Bukittinggi, Tanah Datar, dan Sawahlunto.

Rekomendasi Kebijakan

B Untuk memanfaatkan peluang pasar kredit di atas diperlukan adanya intervensi
dari stakeholder seperti dari Bl, Perbankan dan Pemerintah Daerah dalam bentuk
kebijakan yang dapat mempermudah akses UMKM ke perbankan.

Kebijakan  tersebut terutama berkaitan dengan masalah  jaminan,
legalitas/perizinan usaha, resiko bisnis, usaha baru, manajemen usaha,
kemampuan bank menilai kelayakan calon debitur, dan lain-lain.

B Agar usaha-usaha yang layak didanai dapat memiliki akses ke perbankan
diperlukan intervensi dari pemerintah berupa kebijakan dan regulasi tanpa
melanggar prinsip prudential banking.

Selanjutnya untuk memberikan akses perbankan pada usaha baru dibutuhkan
kebijakan kredit perbankan yang lebih longgar.




BAB IV
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

4.1 Umum

Realisasi penerimaan pemerintah pusat dari wilayah Sumatera Barat
hingga triwulan I11I-2007 menunjukkan tren meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya. Penerimaan pemerintah pusat yang terealisasi hingga posisi
30 September 2007 tercatat sebesar Rp 1,33 triliun atau meningkat sebesar
29,96% dibandingkan posisi yang sama tahun 2006. Penerimaan perpajakan
merupakan penyumbang terbesar penerimaan pemerintah pusat sebesar Rp 1,20

triliun.

Seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan, realisasi belanja
pemerintah pusat di provinsi Sumbar juga mengalami peningkatan
dengan persentase yang lebih kecil. Peningkatan belanja terjadi baik pada
belanja pemerintah pusat di daerah maupun transfer dana perimbangan. Hingga
akhir triwulan 111-2007, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 8,00 triliun
yang terdiri dari belanja pemerintah pusat di daerah sebesar Rp 2,72 triliun dan

transfer dana perimbangan sebesar Rp 5,28 triliun.

Tabel 4.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
di Provinsi Sumatera Barat (dalam juta Rp)

dalam jutaan Rp

Perubahan (y-o-y, %)

Keterangan Tw. 112006 Tw. Il 2006 Tw. I 2007  Tw. Il 2007
Tw. II-07  Tw. ll-07
Pendapatan Negara dan Hibah 825,609 | 1,026,620 746,539 | 1,334,164 (9.58) 29.96
Penerimaan Perpajakan 770,826 934,830 692,875 1,204,335 (10.11) 28.83
Penerimaan Negara Bukan Pajak 53,108 90,115 53,663 129,829 1.05 44.07
Belanja Negara 4,594,357 | 7,016,462 | 5,002,140 | 8,003,255 8.88 14.06
Belanja Pemerintah Pusat 1,458,758 | 2,350,956 | 1,517,476 | 2,724,439 4.03 15.89
Belanja Daerah 3,135,599 | 4,665,507 | 3,484,664 | 5,278,816 11.13 13.15
Defisit (3,768,749)| (5,989,843)| (4,255,602)] (6,669,091) 12.92 11.34

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

Di sisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, realisasi belanja
pada akhir semester 1-2007 tercatat baru sebesar Rp 300,79 miliar. Realisasi

belanja tersebut hanya mencapai 25,01% dari anggaran yang telah ditetapkan
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dalam Perda APBD Sumbar tahun 2007. Lambatnya realisasi belanja APBD Provinsi
ini diperkirakan juga terjadi pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Barat.

4.2. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan pajak pusat di wilayah Sumatera Barat pada posisi 30
September 2007 terealisasi sebesar Rp 1,25 triliun, meningkat 22,37%
dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Peningkatan penerimaan
pajak tertinggi terjadi pada jenis bea masuk sebesar 225,73%, pajak bumi dan
bangunan sebesar 25,67%, dan pajak penghasilan sebesar 22,31%.

Peningkatan penerimaan bea masuk yang cukup tinggi ini terjadi karena
kenaikan nilai impor barang-barang konsumsi seperti beras dan gula.
Sementara itu, kenaikan realisasi PBB terjadi diperkirakan karena meningkatnya
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) serta semakin insentifnya petugas pajak dan
petugas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi obyek pajak. Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 6,80% ternyata juga
berpengaruh terhadap penerimaan PPh dan PPN. Meningkatnya transaksi
ekonomi serta pendapatan masyarakat berujung pada peningkatan PPh dan PPN
masing-masing sebesar 22,31% dan 16,13%.

Tabel 4.2.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat

dalam jutaan Rp

Perubahan (y-o-y, %)

Jenis Pendapatan Negara Tw. 112006 Tw. lll 2006 Tw. [12007 Tw. Il 2007

Tw. [I-07  Tw. lll-07

Penerimaan Perpajakan 830,400 | 1,024,397 710,790 | 1,253,587 (14.40) 22.37
Pajak Penghasilan 566,632 552,547 451,400 675,811 (20.34) 22.31
Pajak Pertambahan Nilai 179,788 306,672 214,135 356,131 19.10 16.13
Pajak Bumi dan Bangunan 57,512 126,177 7,563 158,571 (86.85) 25.67
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 7,973 11,479 9,981 13,222 25.19 15.18
Pendapatan Pajak Lainnya 12,143 18,605 13,023 20,807 7.25 11.84
Bea Masuk 6,352 8917 14,687 29,046 131.23 225.73
Pengembalian (Restitusi) (59,439) (89,431) (17,847) (49,185) (69.97) (45.00)
Pengembalian BM 68 68 68 68 - -

Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai (59,507) (89,499) (17,915) (49,253) (69.89) (44.97)
Penerimaan Perpajakan Bersih 889,839 | 1,113,828 728,636 | 1,302,772 (18.12) 16.96

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

Dari segi komposisi penerimaan pajak pada triwulan 111-2007, Pajak
Penghasilan (PPh) memiliki sumbangan terbesar pada penerimaan pajak
pusat sebesar Rp 675,81 miliar (53,91%), diikuti dengan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar Rp 356,13 miliar (28,41%) dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp
159,57 miliar (12,65%).
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Tabel 4.3.
Perkembangan Komposisi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat

Komposisi

Jenis Pendapatan Negara

Tw. lll 2006

Tw. Il 2007

Tw. lll 2007

Penerimaan Perpajakan 100.00% 100.00% 100.00%
Pajak Penghasilan 53.94% 63.51% 53.91%
Pajak Pertambahan Nilai 29.94% 30.13% 28.41%
Pajak Bumi dan Bangunan 12.32% 1.06% 12.65%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.12% 1.40% 1.05%
Pendapatan Pajak Lainnya 1.82% 1.83% 1.66%
Bea Masuk 0.87% 2.07% 2.32%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

4.3. Realisasi Belanja Negara

4.3.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat sampai
dengan triwulan 111-2007 mencapai Rp1,80 triliun atau meningkat sebesar
16,92% dibandingkan triwulan I1l11-2006. Seperti triwulan 111-2006, pada
triwulan laporan belanja pemerintah pusat didominasi dengan belanja pegawai
dengan nilai Rp951,11 miliar dengan sumbangan sebesar 52,70% dari total
belanja pemerintah pusat. Belanja lain yang cukup signifikan dalam realisasi
belanja pemerintah pusat di Sumbar adalah belanja bantuan sosial. Sumbangan
pos belanja ini terhadap total belanja pemerintah pusat di Sumbar mencapai
21,89%. Belanja bantuan sosial ini masih didominasi belanja bantuan kompensasi
sosial kenaikan harga BBM sebesar Rp196,36 miliar. Jumlah ini mengalami
penurunan sebesar 2,57% dibandingkan tahun lalu karena belum diluncurkannya
pengganti program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sementara itu, komitmen
pemerintah pusat terhadap pendidikan terbukti dengan peningkatan realisasi
belanja lembaga pendidikan dan peribadatan dari Rp 77,60 milyar pada triwulan
[1-2007 menjadi Rp 198,58 miliar pada triwulan I11-2007.

Di sisi peningkatan realisasi belanja, belanja modal merupakan kelompok
belanja dengan peningkatan tertinggi dibandingkan triwulan 111-2006.
Dengan realisasi sebesar Rp 239,73 miliar, belanja modal pemerintah pusat
meningkat sebesar 76,56%. Peningkatan belanja modal terjadi pada hampir
semua jenis belanja modal kecuali belanja modal peralatan dan mesin yang
menurun 19,96%. Belanja modal terbesar hingga triwulan 11I-2007 terjadi pada
belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 129,67 miliar, meningkat
lebih dari dua kali lipat dibandingkan triwulan 11-2007.
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Tabel 4.4.
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan Nominal Perkembangan (y-o-y, %)
Tw.II-2006 Tw.ll-2006 Tw.lI-2007 Tw.llI-2007  Tw.ll-2007 Tw.l11-2007
Belanja Pemerintah Pusat 1,007,956 1,543,533 1,115,333 1,804,626 10.65 16.92
Belanja Pegawai 427,903 741,759 615,346 951,118 43.80 28.22
Belanja Gaji dan Tunjangan 376,528 645,940 545,834 813,091 44.96 25.88|
Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. 52,319 70,852 35.42 43.53
Khusus & Belanja Pegawai Transito 97,453 139,877
Belanja Kontribusi Sosial (944) (1,634) (1,340) (1,850) 41.95 13.17
Belanja Barang 156,839 283,188 182,423 336,637 16.31 18.87
Belanja Barang 98,282 175,900 111,049 212,882 12.99 21.02
Belanja Jasa 16,298 31,660 19,441 38,362 19.28 21.17
Belanja Pemeliharaan 17,428 27,604 17,375 34,197 -0.31 23.89
Belanja Perjalanan 24,831 48,024 34,558 51,196 39.17 6.60|
Belanja Bantuan Sosial 245,240 319,274 217,176 394,952 -11.44 23.70
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 199,941 201,546 137,165 196,364 -31.40 -2.57
Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatd 45,298 117,729 77,605 198,588 71.32 68.68
Belanja Lembaga Sosial Lainnya 6,225 16,010 2,407 17,451 -61.33 9.00|
Belanja Lain-Lain 42,197 63,535 4,950 26,481 -88.27 -58.32
Belanja Lain-Lain 42,197 63,535 4,950 26,481 -88.27 -58.32
Belanja Modal 135,776 135,776 95,438 95,438 -29.71 -29.71
Belanja Modal Tanah 3,772 3,772 3,227 3,227 -14.45 -14.45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50,817 50,817 20,585 20,585 -59.49 -59.49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26,788 26,788 16,271 16,271 -39.26 -39.26,
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 52,009 52,009 53,564 53,564 2.99 2.99
Belanja Modal Fisik Lainnya 2,390 2,390 1,790 1,790 -25.10 -25.10

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

4.3.2. Belanja untuk Daerah dan Belanja Pemerintah Daerah

Pada triwulan 111-2007, pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat
mendapat transfer dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Bila
pada triwulan 11-2007 dana yang ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp 3,41
triliun, maka pada akhir triwulan 111-2007 mengalami peningkatan 54,64%
menjadi Rp 5,27 triliun. Peningkatan transfer dana perimbangan terbesar terjadi
pada kelompok dana bagi hasil pajak yang meningkat dari Rp 34,31 milyar
menjadi Rp 223,32 milyar. Jatuh tempo pembayaran PBB pada bulan Agustus 2007
dan peningkatan transaksi tanah dan bangunan meningkatkan bagi hasil pajak
PBB dan BPHTB masing-masing sebesar 22,60% dan 34,52% dibandingkan
triwulan 111-2006.

Tabel 4.5.
Perkembangan Dana Perimbangan
di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan Nominal Perkembangan (y-o-y, %)

Tw.lI-2006  Tw.llI-2006 Tw.ll-2007 Tw.llI-2007  Tw.ll-2007 Tw.l11-2007
Belanja Dana Bagi Hasil 55,977 177,759 34,315 223,327 (38.70) 25.63
PPh 18,799 3,287 25,375 - 34.98
Pajak Bumi dan Bangunan 49,886 132,531 15,896 162,486 (68.13) 22.60
BPHTB 6,091 45,228 1,513 60,840 (75.16) 34.52
Belanja Dana Alokasi Umum 2,991,739 4,273,912 3,371,276 4,796,439 12.69 12.23
Belanja DAU untuk Provinsi 278,267 397,524 364,882 501,465 31.13 26.15
Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota 2,713,473 3,876,388 3,006,394 | 4,294,974 10.80 10.80
Belanja Dana Alokasi Khusus 85,657 202,074 6,857 240,050 (91.99) 18.79
Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang 2,425 11,761 1,050 19,000 (56.70) 61.55

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah
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Implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin besarnya
dana yang diterima pemerintah daerah khususnya pemerintah
kabupaten/kota. Pada triwulan I1I-2007, jumlah dana yang langsung ditransfer
pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam bentuk
dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum mencapai Rp 4,03 triliun sementara
dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum yang diterima pemerintah provinsi
hanya sebesar Rp 429,93 miliar. Dengan komposisi tersebut, pertumbuhan
ekonomi daerah sangat dipengaruhi realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota.

Sayangnya belanja pemerintah daerah di wilayah Sumatera Barat
tampaknya belum optimal. Realisasi belanja pemerintah provinsi Sumatera
Barat pada akhir semester | tahun 2007 baru mencapai 25,01%. Dari total

anggaran belanja yang
ditetapkan sebesar Rp 1,20 1200000 ,  1111,240
triliun,  baru  dibelanjakan  ; o90000 - @ Urusan Wajib
sebesar Rp 300,79 miliar. 800,000 - m Urusan Pilihan
600,000 -
Berdasarkan kelompok
- .. ] 400,000 - 269,204
belanja realisasi belanja
o 200,000 91,527 31501
langsung dan belanja tidak ) I :
langsung relatif berimbang. Anggaran Realisasi

Realisasi belanja Iangsung yang Grafik 4.1. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi
terkait dengan pelaksanaan Sumbar Menurut Jenis Belanja (juta Rp)

program dan kegiatan

mencapai Rp 155,02 milyar atau 51,54% dari anggaran. Belanja langsung tersebut
terdiri atas belanja pegawai untuk pengeluaran honor/upah dalam melaksanakan
program/kegiatan, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu,
realisasi belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp
145,77 milyar atau 48,46% dari anggaran.

Dari sisi belanja menurut urusan pemerintahan, urusan pemerintahan
umum melakukan belanja paling tinggi sebesar Rp 100,83 milyar. Urusan
yang membiayai perangkat daerah seperti Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah,
DPRD dan Sekretariat DPRD,
Balitbang, Bawasda, Kantor
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63,94 milyar atau 21,26% dari total realisasi belanja. Mayoritas dana tersebut
mengalir ke Dinas Prasarana Jalan yang membelanjakan dananya sebesar Rp 45,96
milyar.

Lambatnya pencairan dana APBD di tingkat provinsi ini diperkirakan juga
terjadi pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Bank Indonesia Padang bersama LPER FE Unand(2006), lambatnya pencairan dana
APBD disebabkan keterlambatan jadwal penyusunan APBD, penandatanganan
AKU-APBD, serta penandatanganan Perda APBD. Keterlambatan penyusunan
APBD tersebut berimplikasi pada terlambatnya penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran oleh Satker SKPD yang berujung pada keterlambatan
realisasi anggaran.

Keterlambatan realisasi APBD tidak hanya berpengaruh kepada kebijakan
fiskal pemerintah daerah namun juga mempengaruhi kebijakan moneter
Bank Indonesia. Melimpahnya dana kas daerah yang tidak digunakan akan
meningkatkan penempatan dana pemda yang tersimpan di Bank Pembangunan
Daerah Sumbar sebagai pemegang kas daerah. Karena penempatan dana pemda
tersebut bersifat jangka pendek dan sewaktu-waktu dapat diambil, maka dana
tersebut ditempatkan oleh BPD di Bank Indonesia melalui pembelian Sertifikat
Bank Indonesia (SBI). Pembelian SBI oleh BPD Sumbar ternyata lebih banyak
dipengaruhi stok dana yang melimpah daripada tingkat Bl rate (lihat box).

Kembalinya dana pemerintah daerah yang seharusnya bisa digunakan
untuk membiayai pembangunan di daerah ke Bank Indonesia merupakan
kerugian besar bagi perekonomian Indonesia. Bagi pemerintah daerah,
mundurnya realisasi belanja berarti menunda momentum pertumbuhan ekonomi
yang lebih cepat. Sementara bagi Bank Indonesia, meningkatnya penempatan
dana BPD di SBI akan meningkatkan biaya operasi moneter.
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Analisis Perkembangan Penempatan Dana SBI
oleh BPD Sumatera Barat

Latar Belakang

Memasuki triwulan 111-2007, penempatan dana BPD Sumbar pada Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) terus mengalami peningkatan. Dana BPD Sumbar yang diparkir pada
akhir bulan Agustus 2007 sebesar Rp2,36 triliun, meningkat 87,81% dibandingkan
bulan Agustus 2006. Peningkatan penempatan dana BPD di SBI terutama terjadi
pada bulan Februari 2007 sebesar Rp387,90 miliar dan bulan Agustus 2007 sebesar
Rp425,59 miliar.

Juta Rp
3,000,000

2,500,000 +
2,000,000 +
1,500,000 +
1,000,000 +
—=&— Penempatan di SBI

—e&— Penempatan Giro Pemerintah di BPD
Bl Rate

Tren peningkatan dana BPD Sumbar yang ditempatkan di SBI sebenarnya tidak
terjadi pada tahun ini saja. Pada grafik di atas terlihat bahwa tren peningkatan SBI
telah berlangsung sejak tahun 2006. Meskipun demikian terdapat perbedaan
perilaku penempatan dana BPD di SBI antara tahun 2006 dan tahun 2007. Pada
tahun 2006, penempatan dana BPD di SBI meningkat cukup tajam pada triwulan I,
kemudian stagnan pada triwulan Il dan Ill, dan menurun pada triwulan IV. Pada
tahun 2007, dana BPD yang ditempatkan di SBI meningkat tidak hanya pada
triwulan 1-2007 melainkan juga meningkat tajam pada triwulan 111-2007.

Apa yang menyebabkan Penempatan Dana BPD Sumbar pada Sertifikat Bank
Indonesia Meningkat ?

Penempatan dana pihak ketiga yang menganggur pada surat berharga tanpa
risiko (risk-free securities) seperti SBI adalah suatu hal yang biasa bagi perbankan
termasuk Bank Pembangunan Daerah. Apalagi rekening kas daerah yang dijadikan
lalu lintas pembayaran untuk operasional pemerintah daerah berada pada BPD
Sumbar. Manajemen likuiditas yang baik tentunya sangat diperlukan agar risiko




likuiditas dapat diminimalkan. Namun jika terjadi peningkatan yang terus menerus
perlu dilakukan analisis secara mendalam.

Menurut teori ekonomi, kuantitas barang/dana yang dijual ditentukan oleh
harga dan persediaan barang/dana. Untuk kasus penempatan dana BPD Sumbar
pada SBI ini, dimisalkan kuantitas barang/dana yang dijual adalah posisi penempatan
dana BPD Sumbar pada SBI, harga barang/dana yang dijual adalah tingkat Bl rate,
sementara giro pemerintah merupakan persediaan barang/dana. Giro pemerintah
dimisalkan persediaan barang/dana karena giro pemerintah merupakan komponen
terbesar Dana Pihak Ketiga yang bersifat likuid. Porsi giro pemerintah terhadap total
giro dan tabungan mencapai 70%.

Dari plotting series data bulanan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2007
terlihat bahwa tren Bl rate berbanding terbalik dengan jumlah penempatan dana
BPD Sumbar di SBI. Pada saat tingkat Bl rate menunjukkan tren menurun, jumlah
penempatan dana BPD Sumbar di SBI justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa
faktor tingginya Bl rate bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan
BPD untuk mengalokasikan dananya ke SBI.

Sebaliknya, faktor stok dana yang dimiliki BPD Sumbar justru merupakan faktor
utama mengapa penempatan BPD Sumbar di SBI meningkat. Uji korelasi yang
dilakukan antara penempatan dana BPD di SBI dengan penempatan giro pemerintah
di BPD menghasilkan koefisien korelasi yang sangat kuat (0,94). Korelasi yang kuat
ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan posisi giro pemerintah akan diikuti dengan

kenaikan SBI yang diserap BPD Sumbar.

Benarkah terjadi mismatch antara pendapatan dan belanja pemerintah
daerah?

Peningkatan giro pemerintah yang terjadi terus menerus diperkirakan terjadi
karena adanya mismatch dalam pengelolaan keuangan daerah. Penumpukan giro
pemerintah terjadi karena arus realisasi pendapatan tidak seimbang dengan arus
realisasi belanja pemerintah daerah.

Struktur pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah daerah di wilayah
Sumatera Barat terutama berasal dari transfer dana perimbangan. Dana yang dapat
dikumpulkan oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif
kecil. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2005 untuk semua pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, porsi dana perimbangan mencapai 74,67 %

sementara sumbangan PAD terhadap total pendapatan hanya sebesar 17,62%.

Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun 2005 (dalam Juta Rp)

Jenis Pendapatan Seluruh Kab/Kota*

PAD 448,279.02 261,093.35 709,372.37 17.62%
Dana Perimbangan 310,066.31 2,696,706.73 3,006,773.04 74.67%
Lain-Lain 21,679.31 288,806.72 310,486.03 7.71%
Total Pendapatan 780,024.64 3,246,606.80 4,026,631.44 100.00%
* Tidak termasuk Dharmasraya, Pesisir Selatan, dan Solok Selatan

Sumber : www.sikd.djapk.go.id




Dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah telah
memiliki jadwal yang sudah teratur. Dana Alokasi Umum sebagai komponen dana
perimbangan terbesar ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas
daerah setiap bulan. Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagai komponen terbesar
kedua ditransfer sesuai dengan hasil perolehan setiap minggu sementara dana bagi
hasil Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditransfer setiap triwulanan.

Jadwal Penyaluran Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak
PBB dan BPHTB mingguan
PPh 21 triwulanan
Dana Bagi Hasil SDA triwulanan
Dana Alokasi Umum bulanan
Dana Alokasi Khusus Tidak dijadwalkan
Sumber: PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Laporan arus kas pemerintah pusat (unaudited) untuk wilayah Sumatera barat
yang dirilis Kanwil Ill Padang Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
menunjukkan bahwa pemerintah pusat hingga akhir semester | 2007 telah
mentransfer dana perimbangan sebesar Rp 3,41 triliun. Komposisi dana perimbangan
tersebut terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp 34,31 miliar, dana alokasi umum
sebesar Rp 3,37 triliun, dana alokasi khusus sebesar Rp 6,86 miliar, dan dana
penyeimbang sebesar Rp 1,05 miliar.

Derasnya transfer pemerintah pusat ternyata tidak diikuti dengan laju realisasi
belanja pemerintah daerah. Belanja daerah pemerintah provinsi Sumatera Barat
hingga akhir semester 1-2007 hanya terealisasi sebesar 25,01% dari jumlah yang
dianggarkan. Belanja pemerintah kabupaten/kota diperkirakan mengalami kondisi
yang sama, bahkan bisa jadi lebih rendah daripada pemerintah provinsi. Akibatnya
terjadi mismatch pengelolaan keuangan daerah yang berujung dengan penumpukan
giro pemerintah di BPD Sumbar.

Mengapa Giro Pemerintah di BPD melonjak drastis pada triwulan 111-2007 ?
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Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi perbedaan perilaku data
penempatan giro pemerintah di BPD. Pada tahun 2006, giro pemerintah meningkat
pada triwulan 1-2006, kemudian stagnan pada triwulan Il dan 111-2006 seiring dengan
berjalannya proyek lalu kemudian menurun pada triwulan 1V-2006 pada saat
pembayaran proyek.

Pada tahun 2007, tren yang sama terjadi hingga triwulan 11-2007. Namun pada
triwulan 111-2007, terjadi peningkatan giro pemerintah yang cukup tinggi mencapai
29,54% dibandingkan posisi akhir triwulan 11-2007.

Kenaikan yang cukup tajam ini diperkirakan karena adanya transfer bagi hasil
pajak bumi dan bangunan (PBB). Hingga triwulan 11-2007, transfer bagi hasil PBB
yang diterima pemda di wilayah Sumatera Barat baru sebesar Rp 15,89 miliar,
padahal pada tahun periode yang sama tahun 2006 transfer dana bagi hasil PBB
telah mencapai Rp 49,88 miliar. Jatuh tempo pembayaran PBB pada bulan Agustus
2007 diperkirakan menjadi salah satu faktor tingginya realisasi pembayaran PBB oleh
wajib pajak yang berujung pada tingginya bagi hasil PBB yang diterima Pemda pada
triwulan 111-2007.

Mengapa Belanja Pemerintah Daerah Masih Belum Optimal ?

Lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah bukan masalah yang baru.
Masalah ini telah timbul sejak digulirkannya otonomi daerah yang diikuti dengan
desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Salah satu faktor yang diperkirakan

menyebabkan keterlambatan realisasi belanja APBD adalah keterlambatan
pengesahan Perda APBD oleh legislatif.

Pada tahun ini, keterlambatan pengesahan Perda APBD oleh Pemda dan DPRD
relatif terselesaikan setelah Menteri Keuangan mengancam akan menahan
penyaluran dana alokasi umum bila pemerintah daerah terlambat menyampaikan
Perda APBD kepada Departemen Keuangan pada akhir April 2007.

Jika masalah perencanaan APBD telah diselesaikan, masalah berikutnya yang
masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah adalah pelaksanaan APBD.
Berdasarkan studi Bl Padang dan Universitas Andalas pada tahun 2006, proyek-
proyek pemerintah mulai berjalan pada bulan Juni-Agustus dengan persentase
36,4% dan bulan Agustus-Oktober dengan persentase 63,6%. Tingginya pelaksanan
proyek pemerintah pada triwulan Il mengkonfirmasi mengapa posisi giro
pemerintah di BPD tidak menurun.

Masalah manajemen keuangan publik pada pemerintah daerah juga masih
belum mendapatkan perhatian. Jika pengeluaran pemerintah merupakan salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya setiap ada peningkatan
penerimaan segera direspon dengan peningkatan pengeluaran khususnya belanja
modal. Belum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang
mengintegrasikan penerimaan dan belanja daerah merupakan salah satu faktor
masih belum berjalannya manajemen keuangan publik dengan baik.




Sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah juga perlu segera dilaksanakan. Bagaimana manajemen keuangan
publik bisa berjalan dengan baik sementara sistem akuntansi keuangan daerah
sebagai salah satu alat kontrol sistem informasi manajemen belum tertata.

Seiring dengan beberapa faktor yang perlu diperbaiki di atas, sistem sebaik
apapun tentu tidak akan berjalan bila sumber daya manusia yang menjalankan tidak
capable. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah terutama pada bidang
pengelolaan keuangan daerah serta pengadaan barang dan jasa tentunya harus
ditingkatkan melalui berbagai sertifikasi.

Kesimpulan

O Dana BPD Sumbar yang ditempatkan di SBI mengalami tren yang meningkat.
Penempatan dana pihak ketiga yang menganggur pada surat berharga tanpa
risiko (risk-free securities) seperti SBI adalah suatu hal yang biasa bagi perbankan
termasuk Bank Pembangunan Daerah.

Tren BI rate berbanding terbalik dengan jumlah penempatan dana BPD Sumbar
di SBI. Pada saat tingkat Bl rate menunjukkan tren menurun, jumlah penempatan
dana BPD Sumbar di SBI justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor
tingginya Bl rate bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan BPD
untuk mengalokasikan dananya ke SBI.

Faktor stok dana yang dimiliki BPD Sumbar justru merupakan faktor utama
mengapa penempatan BPD Sumbar di SBI meningkat. Uji korelasi yang dilakukan
antara penempatan dana BPD di SBl dengan penempatan giro pemerintah di BPD
menghasilkan koefisien korelasi yang sangat kuat (0,94).

Pada triwulan 111-2007, terjadi peningkatan giro pemerintah yang cukup tinggi.
Kenaikan yang cukup tajam ini diperkirakan karena adanya transfer bagi hasil
pajak bumi dan bangunan (PBB) yang jatuh tempo pembayaran PBB pada bulan
Agustus 2007.

Masalah manajemen keuangan publik pada pemerintah daerah juga masih belum
mendapatkan perhatian. Jika pengeluaran pemerintah merupakan salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya setiap ada peningkatan
penerimaan segera direspon dengan peningkatan pengeluaran khususnya
belanja modal. Belum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
yang mengintegrasikan penerimaan dan belanja daerah merupakan salah satu
faktor masih belum berjalannya manajemen keuangan publik dengan baik




BABV
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral terus mengupayakan
terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman. Hal
ini disebabkan karena sistem pembayaran merupakan salah satu jenis layanan
utama perbankan dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian.
Transaksi pembayaran dapat berupa transaksi tunai dan transaksi non tunai. Pada
sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi
kebutuhan uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang cukup dan layak edar.
Pada sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia terus melakukan
penyempurnaan Sistem Kliring Nasional (SKN) dan RTGS.

Pada triwulan 111-2007, aliran uang kas yang masuk dan keluar Kantor
Bank Indonesia (KBI) Padang meningkat cukup tinggi seiring dengan
meningkatnya kegiatan ekonomi dan perbankan. Adanya bulan puasa di
bulan September 2007 dan persiapan Idul Fitri di awal Oktober 2007 memberikan
stimulus bagi pelaku ekonomi, terutama yang bergerak di sektor perdagangan,
untuk meningkatkan skala usahanya. Begitu pula dengan transaksi non tunai,

secara umum juga mengalami peningkatan.

5.2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.

5.2.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

Seperti biasanya, karakteristik kas Kantor Bank Indonesia Padang adalah
net-inflow. Selama triwulan 111-2007, net-inflow yang terjadi mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya aktifitas perekonomian di
bulan puasa diduga merupakan penyebab tingginya aliran kas keluar Bank
Indonesia. Aliran kas keluar dari Bank Indonesia Padang (cash-outflow) meningkat
dari Rp254 miliar di triwulan [1-2007 menjadi Rp351 miliar di triwulan 111-2007 atau
meningkat 38,27%. Sedangkan aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (cash-
inflow) meningkat dari Rp747 miliar di triwulan [1-2007 menjadi Rp1.424 miliar di
triwulan 111-2007 atau meningkat hampir 2 kali lipat (90,65%). Dengan

perkembangan tersebut, aliran uang kas masuk bersih (net-inflow) pada triwulan
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laporan sebesar Rp1.073 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-
2007 yang tercatat hanya sebesar Rp493 miliar (Grafik 5.1).

mm Aliran uang masuk/inflow ==3 Aliran uang keluar/outflow —a— Net Inflow

2.500
2.000
o
@ 1.500
c
= 1.000
500

Grafik 5.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

Kenaikan aliran uang masuk bersih (net-inflow) pada triwulan laporan
terutama dipengaruhi oleh masuknya aliran dana dari pemerintah pusat
ke pemerintah provinsi Sumbar. Hal ini tampak dari meningkatnya dana pihak
ketiga di BPD Sumbar terutama pada deposito dan giro. Penerimaan pemerintah
pusat dari wilayah Sumatera Barat yang terealisasi hingga posisi 30 September
2007 tercatat sebesar Rp1,33 triliun atau meningkat sebesar 29,96% dibandingkan
posisi yang sama tahun 2006. Penerimaan perpajakan merupakan penyumbang

terbesar penerimaan pemerintah pusat sebesar Rp1,20 triliun.

5.2.2. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank
Indonesia secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan terhadap uang
yang sudah lusuh/rusak sehingga tidak layak lagi untuk diedarkan (UTLE)
untuk selanjutnya akan dicatat sebagai Pemberian Tanda Tidak Berharga
(PTTB). Pemusnahan uang yang tidak layak edar/UTLE dilakukan dengan
menggunakan mesin racik uang kertas (MRUK) maupun mesin sortasi uang kertas
(MSUK). Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan
sebesar Rp276 miliar, menurun sekitar 64% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar Rp766 miliar (Grafik 5.2). Nisbah antara jumlah
uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (inflow) pada triwulan
[11-2007 adalah sebesar 19% atau jauh menurun dibandingkan nisbah triwulan II-
2007 yang tercatat sebesar 102%. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa

Bank Indonesia Padang



Bab V' : Perkembangan Sistem Pembayaran

uang yang beredar di Sumbar dan disetorkan oleh bank umum relatif terjaga
kebersihan dan fisiknya.
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Grafik 5.2. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)

5.3. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai

Transaksi non tunai pada umumnya dapat dilakukan melalui dua sistem,
yaitu sistem kliring dan sistem Real Time Gross Setlement (RTGS). Sistem
kliring apabila nilai transfer dana/transaksi kredit kurang dari Rp100 juta maupun
transaksi debet dengan menggunakan warkat debet. Sedangkan sistem RTGS

untuk nilai transaksi transfer dana di atas Rp100 juta.

5.3.1. Perkembangan Kliring

Transaksi kliring dalam triwulan laporan mengalami kenaikan baik di sisi
volume maupun nominalnya. Perputaran uang non-tunai melalui sarana kliring
di Bank Indonesia Padang pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar
6,30%, yaitu dari Rp2.456 miliar di triwulan 11-2007 menjadi Rp2.609 miliar di
triwulan laporan. Peningkatan transaksi nominal kliring diiringi dengan
meningkatnya volume kliring. Volume kliring di triwulan 111-2007 meningkat dari
94,6 ribu lembar di triwulan 11-2007 menjadi 96,8 ribu lembar pada triwulan
laporan atau naik 2,4%.

Dari perkembangan transaksi kliring tersebut, bila dilihat secara rata-rata
harian, volume/warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan IlI-
2007 juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.525 lembar per hari pada
triwulan 11-2007 menjadi 1.562 lembar per hari pada triwulan laporan. Rata-rata
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nilai transaksi per hari meningkat dari Rp40 miliar per hari pada triwulan 11-2007
menjadi Rp41 miliar per hari pada triwulan laporan.

Meningkatnya transaksi kliring ternyata diiringi dengan meningkatnya
penolakan cek/BG yang kosong selama triwulan laporan, yaitu dari Rp11,5
miliar di triwulan 11-2007 menjadi Rp13,7 miliar di triwulan 111-2007 atau
meningkat 19,5% (Tabel 5.1). Peningkatan penolakan cek/BG yang kosong ini
tidak secara langsung mengindikasikan risiko transaksi melalui non-tunai yang
cenderung meningkat, namun perlu ditelaah penyebab penolakan yang umumnya
berupa kesalahan teknis pengisian keterangan pada lembar cek/BG, seperti nomor

dan nama rekening.

Tabel 5.1 Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

[ as [ ow [ eenubahantata |
LGIEELED]
Trw | Trw Il ALl Trw IV Trw | Trw I Trw 11l (+/-) (%)

Perputaran Kliring
- Volume (ribuan lembar) 162,5 165,1 103,4 88,3 93,0 94,6 96,8 2 2,4%
- Nominal (miliar rp) 3.141,9| 3.168,0| 2.401,9( 2.286,4 2.284,6 2.455,5 2.609,2 154 6,3%
Penolakan Cek/BG Kosong
- Nominal (miliar rp) 21,3 17,6 13,1 16,8 27,2 11,5 13,7 2 19,5%
Rata-rata Harian Perputaran Kliring
- Volume (lembar) 2.621 2.663 1.641 1.448 1.476 1.525 1.562 36 2,4%
- Nominal (miliar rp) 50,7 51,1 38,1 37 36 40 a1 1 2,9%

5.3.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sedikit berbeda dengan transaksi kliring, perkembangan transaksi non-
tunai dengan menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor Bl Padang selama
triwulan 111-2007 menunjukkan penurunan transaksi masuk. Untuk transfer
masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi menurun sebesar 10,02% yaitu
dari Rp10.174 miliar di triwulan 11-2007 menjadi Rp9.155 miliar pada triwulan
laporan. Walaupun secara nominal menurun, namun volume RTGS transfer masuk
justru mengalami peningkatan. Volume RTGS transfer masuk meningkat 23,23%
yaitu dari 7.541 transaksi di triwulan 11-2007 menjadi 9.293 transaksi di triwulan
laporan. Hal ini mengindikasikan rata-rata nilai transaksi masuk pada triwulan
laporan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, untuk transfer RTGS keluar dari Sumbar nilai transaksi
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari triwulan sebelumnya.
Nilai transaksi meningkat sebesar 36,54%, yaitu dari Rp7.050 miliar di triwulan II-
2007 menjadi Rp9.626 miliar di triwulan laporan. Begitu pula dengan volume
transaksi keluar juga mengalami peningkatan. Volume transaksi keluar pada
triwulan [1I-2007 sebesar 7.678 transaksi atau meningkat 7,64% dari triwulan
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sebelumnya yang tercatat sebesar 7.133 transaksi. Dengan demikian, secara netto
pada triwulan laporan terjadi aliran transfer dana keluar sebesar Rp471 miliar.
Kondisi ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan ekonomi Sumbar
dengan pelaku ekonomi di luar wilayah Sumbar.

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan Tw.I-2007 |[Tw.1I-2007 | Tw.III-2007 |Pertumbuhan (q-t-q)

7.076,15| 10.173,84 9.154,72 -10,02%
7.109,96| 7.049,78 36,54%
1.030,28( 1.236,98 . 108,99%

Nilai Transaksi

6.641 7.541 23,23%
Volume 7.253 7.133 7,64%
1.338 1.779 29,85%
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BAB VI

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Ketenagakerjaan Daerah

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat masih belum banyak
menunjukkan perubahan yang berarti pada Triwulan 1Il 2007 ini. Beberapa
indikator ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan yang cukup berarti, kecuali
angka pengangguran yang turun cukup signifikan. Jumlah Penduduk Usia Kerja
(PUK) di Provinsi Sumatera Barat pada bulan Februari 2007 menunjukan sedikit
peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. PUK di
bulan Februari 2007 tercatat sebesar 3.191.865 orang atau meningkat 1,97% dari
Februari 2006. Dari jumlah PUK tersebut, yang menjadi angkatan kerja sebanyak
1.999.580 orang (62,65%) dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 1.192.285
orang (37,35%). Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2006 masing-
masing sebesar 0,23% dan 5,02%. Selain faktor demografis berupa peningkatan
jumlah penduduk wusia kerja, peningkatan juga disebabkan oleh makin
bertambahnya jumlah penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang
ditempuh dan siap memasuki dunia kerja (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Penduduk Sumatera Barat Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan

| Februari 2005 | Februari 2006 | Februari 2007 | Pertumb. (%)

Kegiatan Utama

1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 3.139.890 3.130.341 3.191.865 1,97

2. Angkatan Kerja 1.963.332 1.995.049 1.999.580 0,23
a. Bekerja 1.737.472 1.737.112 1.779.203 2,42
b. Pengangguran 225.860 257.937 220.377 -14,56

3. Bukan Angkatan Kerja 1.176.558 1.135.292 1.192.285 5,02

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 62,53 63,70 62,60

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 11,50 12,90 11,00

Sumber : BPS Sumbar

Dari sisi jumlah pengangguran, terjadi perbaikan yang cukup signifikan.
Jumlah pengangguran berkurang 14,56% dari 257.937 orang di tahun
2006 menjadi 220.377 orang di tahun 2007. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), tampak mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu dari 12,90% pada
bulan Februari 2006 menjadi 11,00% pada bulan Februari 2007. Turunnya jumlah

pengangguran selain terserap lapangan kerja atau berwiraswasta, juga diduga
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karena ada sebagian angkatan kerja yang merantau ke luar Sumatera Barat dan
ada yang pindah ke kelompok bukan angkatan kerja.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, pada Triwulan 1II 2007 distribusi
sektoral menunjukkan bahwa konsentrasi tenaga kerja masih terdapat di
sektor pertanian yang menyerap 48,45% tenaga kerja. Angka ini meningkat
dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 47,24%. Hal ini
membuktikan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama bagi
sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Namun dilihat dari pertumbuhannya,
kelompok lainnya, yang merupakan gabungan dari sektor pertambangan, listrik
dan keuangan, mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 16,75%. Kondisi
tersebut sangat berbeda dengan sektor angkutan yang justru turun 14,57%.
Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor angkutan disebabkan semakin
berkurangnya aktifitas transportasi umum, terutama untuk angkutan penumpang
antar provinsi ke pulau Jawa, yang relatif kalah bersaing dengan transportasi

udara.

Tabel 6.2 Penduduk Sumatera Barat Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

. . . . Pertumb. Share
Kegiatan Utama Februari 2005 | Februari 2006 | Februari 2007 2006/2007 | Feb 2007
1. Pertanian 833.410 820.607 861.941 5,04% 48,45%
2. Industri 130.508 113.803 114.787| 0,86% 6,45%
3. Konstruksi/Bangunan 53.551 71.498 71904 0,57% 4,04%
4. Perdagangan 320.686 346.592 370.616( 6,93% 20,83%
5. Angkutan/Transportasi 134.868 132.583 113.268| -14,57% 6,37%
6. Jasa 241.300 209.629 197.183| -5,94% 11,08%
7. Lainnya* 23.149 42.400 49.504| 16,75% 2,78%

Jumlah 1.737.472 1.737.112 1.779.203| 2,42% 100,00%

* Pertambangan, Listrik dan Keuangan
Sumber : BPS Sumbar

Transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder maupun
tersier masih sangat lamban. Di tengah kondisi perekonomian yang ditandai
oleh masih terbatasnya lapangan kerja sektor-sektor formal, sektor pertanian
menjadi pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terlalu
membutuhkan keahlian yang tinggi.

Sektor sekunder berupa sektor industri dan sektor konstruksi/bangunan
secara keseluruhan hanya mampu menyerap 10,49% dari total tenaga
kerja. Sektor industri mampu menyerap 6,45% sementara sektor
konstruksi/bangunan sebesar 4,04%. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa
sektor sekunder belum mampu banyak menyerap kesempatan kerja yang lebih

luas.
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Melihat perkembangan penyerapan tenaga kerja yang terjadi, dapat
disimpulkan bahwa daya serap tenaga kerja sektoral masih belum
mengalami perubahan dan cenderung berjalan lamban. Selain itu, dengan
perkiraan laju pertumbuhan penduduk usia kerja sekitar rata-rata 0,5 persen,
maka beban bertambahnya angkatan kerja masih belum dapat diserap oleh
pertumbuhan lapangan kerja.

Sementara itu, jJumlah pencari kerja di Sumatera Barat sampai dengan
periode triwulan 111-2007 terus bertambah. Pencari kerja yang terdaftar
hingga triwulan 111-2007 tercatat sebanyak 14.652 orang. Angka ini berarti terjadi
pertambahan pencari kerja sebanyak 7.049 orang selama triwulan 111-2007 (Tabel
6.3). Menurut tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja hingga triwulan 111-2007
terbanyak berpendidikan tingkat SMA/SLTA sebanyak 8.650 orang (59,04% dari
total pencari kerja). Selanjutnya, pencari kerja terbanyak adalah tingkat
Sarjana/S1 sebanyak 3.380 orang (23,07%), disusul kemudian D.I/D.II/D.IIl yaitu
mencapai 1.959 orang (13,37%), SMP/SLTP sebanyak 469 orang (3,20%), tingkat
SD sebanyak 159 orang (1,09%), pencari kerja yang tidak tamat SD sebanyak 27
orang (0,18%) dan lulusan S2/S3 sebanyak 8 orang (0,05%).

Tabel 6.3 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan s.d Mar 2007 s.d Jun 2007 s.d Agt 2007
Tidak TamatSD 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00%) 27 0,18%
SD 263 1,02% 77 2,09% 89 1,17% 159 1,09%
SMP/SLTP 751 2,91% 173 4,69% 261 3,43% 469 3,20%
SMA/SLTA 16.465 63,87% 2.224] 60,27% 4.366 57,42% 8.650 59,04%
D.I/D.1I/D I 3.601 13,97% 430 11,65% 997 13,11% 1.959 13,37%
Sarjana (S 1) 4.677 18,14% 786 21,30% 1.889 24,85% 3.380f 23,07%
S2/S3 3 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 8 0,05%

| 25779 100,00%|  3.690| 100,00%|  7.603] 100,00%| 14.652| 100,00%

Sumber: Disnakertrans Sumbar

Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Provinsi
Sumatera Barat ke luar negeri sampai dengan triwulan laporan terlihat
meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,
yaitu dari 778 tenaga kerja menjadi 1.322 tenaga kerja atau bertambah 544
tenaga kerja selama triwulan 1l1I-2007. Banyaknya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) di Sumatera Barat dan kemudahan perizinan serta akses ke luar
negeri, semakin meningkatkan minat tenaga kerja Sumatera Barat ke luar negeri.
Pada triwulan ini jumlah tenaga kerja pada umumnya berpendidikan
SLTA/Setingkat yaitu sebesar 93,27% dari total TKI, selanjutnya adalah tenaga
kerja berpendidikan SLTP/Setingkat yang mencapai 6,73% (Tabel 6.4).
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Sampai dengan September 2007, TKI yang berusia >21 tahun sebanyak
787 tenaga kerja atau 59,53% dari total TKI. Dihubungkan dengan tingkat
pendidikan, umumnya TKI merupakan lulusan SLTA/Setingkat yang lama
menganggur/belum mendapatkan pekerjaan tetap kemudian mendaftar untuk
menjadi TKI. Lapangan usaha yang banyak menyerap TKI di luar negeri adalah
industri pengolahan yang mencapai 96,22% disusul kemudian sektor pertanian
sebesar 2,50% dan sisanya ke sektor lainnya. Negara tujuan utama dari TKI
Provinsi Sumatera Barat adalah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam.
disebabkan oleh faktor

kemudahan transportasi dan faktor sosial budaya di kedua negara yang masih

Relatif dominannya pengiriman TKI ke Malaysia,

dapat dikatakan serumpun sehingga sangat membantu TKI dari Provinsi Sumatera
Barat dalam bersosialisasi dengan masyarakat Malaysia.

Tabel 6.4 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
Daerah Asal Prov. Sumatera Barat

Keterangan 2007 SR

s.d Jun s.d Sept | Sept'07 (%)
- SD 0 0 0 0,00
- SLTP/Setingkat 119 54 89 6,73
- SLTA/Setingkat 1.948 724 1.233 93,27
-D.I,D.II &D.lI 0 0 0 0,00
- Sarjana 1 0 0 0,00
- <15 tahun 0 0 0 0,00
- 15 - 21 tahun 837 267 535 40,47
- > 21 tahun 1.231 511 787 59,53

- Pertanian/Perkebunan 0 0 33 2,50
- Industri Pengolahan 2.068 775 1.272 96,22
- Perdagangan Besar, Rumah Makan 0 3 4 0,30
- Lainnya 0 0 13 0,98
|Menurut Negara Tujuan | 2068 778] 1322 10000
- Malaysia 2.068 775 1.319 99,77
- Brunei Darussalam 0 3 3 0,23

Sumber : Disnakertrans Sumbar

6.2 Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Barat pada triwulan 111-2007
tercatat lebih baik dari tahun 2006. Berdasarkan PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp13,50 juta® lebih tinggi
dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp11,98 juta™. Sementara PDRB per kapita

* PDRB/Kapita Tw.IlI-2007 angka perkiraan
™ PDRB/Kapita 2006 angka sementara
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atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp7,40 juta*
juga lebih tinggi dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp6,99 juta**.
Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya
adanya kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2007, adanya kenaikan gaji
pegawai negeri sipil di tahun 2007 dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi
Sumatera Barat yang relatif lebih baik dari tahun 2006 (Grafik 6.1).

Grafik 6.1 Perkembangan PDRB/Kapita Sumatera Barat

§ 16.000 PDRB/Kapita (Berlaku) 25 %
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* angka sementara, ** angka perkiraan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2007 ditetapkan
sebesar Rp725.000/bulan atau naik 11,54% dibandingkan tahun 2006 yang
tercatat sebesar Rp650.000/bulan. Pertumbuhan angka UMP tahun 2007
tersebut sebenarnya lebih rendah dari tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan
mencapai 20,37% dari tahun 2005. Hal ini dikarenakan UMP tahun 2006 telah
mengkompensasi melonjaknya biaya hidup akibat kebijakan pemerintah yang
menaikkan harga BBM (Grafik 6.2).

Grafik 6.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi
Sumatera Barat
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BAB VII
PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI
DAERAH

7.1. Perkiraan Ekonomi

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada
triwulan 1V-2007 diperkirakan terus berlanjut. Perekonomian diproyeksikan
tumbuh pada kisaran angka 6,5%-7% (y-o-y), meningkat tipis dibandingkan
triwulan 111-2007. Pertumbuhan ekspor dan konsumsi diperkirakan masih menjadi
pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ekspor meningkat seiring dengan masih
tingginya harga komoditas perkebunan serta potensi permintaan produk
perkebunan yang masih tinggi khususnya produk lemak dan minyak nabati.
Meningkatnya harga minyak dunia akan berpotensi meningkatkan permintaan
CPO sebagai barang substitusi bahan bakar. Sementara itu, peningkatan konsumsi
diperkirakan terjadi terutama berasal dari konsumsi pemerintah dan konsumsi
rumah tangga. Perbaikan daya beli, ekspektasi positif dari konsumen serta
penurunan suku bunga kredit merupakan beberapa faktor yang mendorong
pertumbuhan konsumsi pada triwulan 1V-2007.

140.00
—&— Indeks Kepercayaan
120.00

Konsumen
100.00 - —=— Indeks Ekspektasi
80.00 - Konsumen

Ekspektasi penghasilan 6
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Grafik 7.1. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen

Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang dilakukan
secara bulanan oleh Bank Indonesia. Sejak bulan Juli 2007, ekspektasi
konsumen terhadap penghasilan terus mengalami peningkatan. Ekspektasi
konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang juga menunjukkan
tren yang meningkat (grafik 7.1.). Meskipun demikian faktor ketersediaan
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lapangan pekerjaan masih menjadi masalah pada perekonomian Sumatera Barat.
Struktur ekonomi Sumatera Barat yang kurang bersifat padat karya membuat daya
serap tenaga kerja relatif lambat. Proses penerimaan pegawai negeri sipil pada
beberapa pemerintah daerah pada awal tahun 2008 diperkirakan akan sedikit
mengurangi tingkat pengangguran.

Pemerintah diperkirakan juga akan menstimulus perekonomian melalui
peningkatan belanja modal. Realisasi APBN maupun APBD diperkirakan optimal
pada triwulan IV-2007. Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang telah
terjadi pada triwulan 111-2007 seiring dengan realisasi transfer dana bagi hasil PBB
akan digunakan pada triwulan IV-2007. Proses rekonstruksi berbagai infrastuktur
pemerintahan dan perekonomian akibat berbagai bencana alama yang menimpa
Sumatera Barat akan memberikan stimulus yang cukup tinggi terhadap

perekonomian.

Di sisi penawaran, beberapa sektor diperkirakan akan tumbuh di atas rata-
rata. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor
bangunan, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan diprediksi akan
tumbuh di atas 6%. Kegiatan pemberangkatan jamaah haji Indonesia melalui
Bandara Minangkabau yang mulai diberangkatkan pada akhir bulan November
2007 akan meningkatkan penawaran sektor pengangkutan serta sektor jasa-jasa.

7.2. Perkiraan Inflasi

Inflasi pada triwulan IV-2007 diperkirakan sedikit menurun dibandingkan
triwulan sebelumnya. Secara triwulanan angka inflasi IHK diperkirakan sedikit
antara 1,7-2,2% dan secara tahunan antara 6-7%. Faktor yang mempengaruhi
penurunan tekanan inflasi pada triwulan IV-2007 diperkirakan antara lain stok
beras yang cukup, menurunnya konsumsi masyarakat setelah melewati masa
lebaran, serta ekspektasi inflasi yang cukup terkontrol.

Stabilitas harga beras merupakan salah satu kunci terkontrolnya inflasi di
Sumatera Barat. Melambungnya inflasi pada akhir tahun 2006 hingga triwulan I-
2007 disebabkan naiknya harga beras. Kenaikan harga beras tersebut diperkirakan
tidak terjadi lagi pada tahun ini karena cukupnya stok beras di beberapa gudang
Bulog di Sumatera Barat. Peningkatan produktivitas padi pada triwulan 111-2007
serta masuknya beras impor dari Vietnam membuat membuat tekanan inflasi pada

triwulan 1V-2007 tidak akan sebesar tahun sebelumnya.
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Meskipun demikian, kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus
angka USD 90 /barrel pada akhir Oktober perlu diwaspadai. Penggunaan
harga internasional untuk penjualan BBM industri secara langsung akan
mempengaruhi biaya produksi suatu produk yang nantinya juga akan dibebankan
kepada konsumen. Naiknya fuel surchage pada komponen tiket pesawat terbang
merupakan salah satu contoh direct effect dari kenaikan minyak dunia. Hal ini
tentunya akan diikuti oleh berbagai industri lain yang tergantung pada bahan
baku impor seperti produk makanan jadi, peralatan rumah tangga, serta bahan
bangunan. Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan minyak dunia relatif tidak
berpengaruh terhadap APBN karena telah berkurangnya subsidi BBM, namun efek
terhadap dunia usaha akan tetap terasa.

IHK
160
155 4
150 4
145 -
140 4
135 ——IHK BPS
130 —— Proyeksi Bl Padang
125 T T T T T . . . . . .

FORS N

) A QA QA {
S S S Q QS
S L L& LS
S I AR S N

Q Q
A X % S
@@ﬁ N @QIQ éo

Grafik 7.2. Perkembangan Inflasi IHK BPS dan Proyeksi
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LAMPIRAN 1
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

**) Angka Sementara
***) Angka Sangat sementara

Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2006 **) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2007 ***)
Sektor / Sub Sektor 2005 TRW. | TRW II TRWIII TRW. IV 2006 TRW. | TRWII TRW III
PERTANIAN 11,433,001.38| 3,384,190.12] 3,355,520.24]| 3,343,569.36| 3,313,244.00| 13,396,523.71| 3,472,409.85| 3,469,813.37| 3,737,790.77
a. Tanaman Pangan & Hortikultura 5,990,309.53| 1,828,434.60] 1,769,620.92| 1,705,809.16 1,650,240.63| 6,954,105.31| 1,777,942.55| 1,734,450.34| 1,892,402.39
b. Perkebunan 2,538,832.55 730,328.02 736,581.60 753,132.48 756,415.36( 2,976,457.47| 774,371.33 805,927.18 866,128.16
c. Peternakan 945,969.38 251,964.83 264,962.01 277,930.04 284,300.39( 1,079,157.28| 281,743.12 288,943.71 304,647.38
d. Kehutanan 662,777.23 181,024.71 190,216.09 205,883.13 215,674.01 792,797.93 219,632.12 226,119.61 234,043.19
e. Perikanan 1,295,112.69 392,437.96 394,139.62 400,814.54 406,613.62| 1,594,005.74 418,720.74 414,372.52 440,569.67
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1,514,207.22 434,446.76 450,179.78 467,858.14 476,990.57| 1,829,475.26 478,469.19 492,315.80 513,287.02
a. Migas dan Gas Bumi
b. Non Migas 219,944.25 60,953.30] 64,613.59 67,688.24 68,905.30 262,160.43 69,036.25 69,929.43 72,627.52
c. Penggalian 1,294,262.97 373,493.46 385,566.19 400,169.90 408,085.27| 1,567,314.83 409,432.94 422,386.37 440,659.50
INDUSTRI PENGOLAHAN 5,084,342.79] 1,401,177.75] 1,453,988.05| 1,562,866.79| 1,637,938.90 6,055,971.48| 1,673,077.27 1,720,394.17| 1,811,873.07
a. Industri Migas
1. Pengilangan Minyak
2. Gas Alam Cair
b. Industri Tanpa Migas 5,084,342.79] 1,401,177.75] 1,453,988.05| 1,562,866.79| 1,637,938.90 6,055,971.48| 1,673,077.27| 1,720,394.17| 1,811,873.07
Industries
1. Makan, Minuman dan Tembakau 1,324,100.86 367,260.67 381,245.67 396,932.49 415,729.38| 1,561,168.21 429,533.68 441,587.54 467,962.39
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 2,015,090.46 548,476.43 568,579.35 624,579.60 656,134.57| 2,397,769.95| 665,145.18 679,896.69 717,807.12
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan 181,178.17 51,527.62] 53,497.71 56,877.51 57,856.23 219,759.06 58,355.42] 59,723.41 61,633.33
4. Kertas dan Barang Cetakan 17,029.51 4,739.29] 4,760.52 4,862.22 4,864.47 19,226.50 4,951.41 5,062.41 5,213.31
5. Pupuk Kimia dan Barng dari Karet 344,709.94 92,426.50 95,428.03 98,579.78 100,298.81 386,733.13 103,593.17 106,722.27 112,601.58
6. Semen dan Barng Non Logam 1,067,768.66 298,428.07 312,267.10 342,639.61 364,888.48| 1,318,223.27 372,864.77 388,057.67 405,886.93
7. Logan Dasar, Besi dan Baja 0.00] 0.00
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan 132,783.12 37,856.20) 37,720.95 37,864.72 37,593.34 151,035.21 38,056.42 38,755.58 40,163.99
9. Barang Lainnya/Other 1,682.07 462.97| 488.72] 530.85 573.61 2,056.16 577.23 588.60 604.42
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 666,706.05 183,775.57 186,902.35 190,767.26 193,345.01 754,790.19 194,579.63 201,349.98 212,127.45
a. Listrik 614,435.84 169,621.86 172,396.09 175,763.35 177,849.82 695,631.12 178,935.54 185,231.83 195,493.58
b.Gas
c. Air Bersih 52,270.21 14,153.71] 14,506.26) 15,003.91 15,495.18 59,159.07| 15,644.09] 16,118.15 16,633.87
BANGUNAN 2,472,641.03 720,852.93 731,202.55 752,434.87 767,906.82( 2,972,397.17| 794,888.33 809,562.47 830,456.25
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 7,799,756.56| 2,093,533.50] 2,173,969.66| 2,317,068.54| 2,407,661.72 8,992,233.41| 2,463,517.15| 2,528,311.76| 2,646,549.39
a. Perdagangan Besar dan Eceran 7,525,084.66| 2,016,982.52] 2,095,487.15| 2,236,508.54| 2,324,697.18( 8,673,675.40| 2,378,939.62 2,441,878.08| 2,556,503.70
b.Hotel 67,490.79 18,024.89] 19,189.09] 20,528.26 22,121.95 79,864.19] 22,321.48 22,794.60 23,312.50
c. Restoran 207,181.11 58,526.08| 59,293.42 60,031.73 60,842.59 238,693.82 62,256.06 63,639.08 66,733.19
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6,167,342.76] 1,954,067.14] 1,979,361.21| 2,022,664.29| 2,066,394.36 8,022,487.00| 2,123,384.49| 2,186,382.00| 2,312,660.81
a. Angkutan 5,052,531.62| 1,626,723.90] 1,643,186.55| 1,671,786.70| 1,704,758.74| 6,646,455.88| 1,747,405.10( 1,795,799.02| 1,897,948.74
1. Kereta Api 33,460.51 10,826.41] 10,845.63| 10,724.42 10,735.67 43,132.14 11,055.59] 11,603.41 12,166.13
2. Jalan Raya (Darat) 3,393,561.00| 1,144,930.96] 1,154,337.54| 1,173,263.43| 1,195,247.13| 4,667,779.06] 1,222,524.18| 1,252,480.85| 1,323,532.40
3. Angkutan Laut 457,270.07 128,014.31 126,808.39 126,784.73 127,756.06 509,363.48 128,014.31 131,420.02 136,866.93
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan 126,269.80 43,519.99 44,864.26 45,911.86 46,443.40 180,739.51 47,982.47 49,110.90 51,003.36
5. Angkutan Udara 527,485.05 154,897.08 158,817.14 164,143.15 169,825.47 647,682.84 178,698.57 186,775.42 202,017.48
6. Jasa Penunjang Angkutan 514,485.19 144,535.14 147,513.58 150,959.12 154,751.00 597,758.85 159,129.98 164,408.42 172,362.43
b. Komunikasi / Communication 1,114,811.14 327,343.24 336,174.66 350,877.59 361,635.63 1,376,031.12] 375,979.39 390,582.98 414,712.07
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAA]  2,249,279.96 629,291.57 646,784.69 669,106.16 686,906.31| 2,632,088.73] 704,764.53 724,602.60 752,591.03
a. Bank 687,158.14 177,070.91 190,581.41 206,639.49 218,367.19 792,659.00 222,958.89 227,447.34 231,232.77
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunj 555,144.92 162,728.84 167,098.18 171,707.36 174,730.32 676,264.70 177,606.08 181,193.84 189,469.20
c. Sewa Bangunan 940,615.65 271,033.07 270,563.16 271,906.40 274,756.19( 1,088,258.82] 284,704.81 295,974.61 310,777.55
d. Jasa Perusahaan 66,361.25 18,458.76 18,541.93] 18,852.91 19,052.60 74,906.21] 19,494.76 19,986.81 21,111.51
JASA-JASA 7,287,291.49| 2,049,265.07| 2,075,110.67| 2,111,412.82| 2,137,832.60( 8,373,621.16| 2,215,251.33| 2,291,375.86| 2,385,585.83
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 5,020,455.10| 1,415,579.76] 1,424,803.45| 1,442,803.03| 1,461,452.16( 5,744,638.40| 1,519,561.31| 1,576,433.75| 1,638,470.27
b. Swasta 2,266,836.39 633,685.31 650,307.22 668,609.79 676,380.44( 2,628,982.76 695,690.02 714,942.11 747,115.56
1. Sosial Kemasyarakatan 852,783.92 237,564.78 246,715.07 259,067.75 265,014.45( 1,008,362.04| 270,822.66 277,319.36 287,627.17
2. Hiburan dan Rekreasi 233,735.94 63,948.55] 65,252.75| 66,376.81 67,105.80 262,683.91 68,210.81] 69,436.24 72,118.42
3. Perorangan dan Rumahtangga 1,180,316.53 332,171.98 338,339.41 343,165.23 344,260.19| 1,357,936.81 356,656.55 368,186.51 387,369.97
PDRB 44,674,569.24| 12,850,600.40] 13,053,019.20| 13,437,748.22| 13,688,220.28 53,029,588.10| 14,120,341.78| 14,424,108.00| 15,202,921.62
Sumber : BPS
Catatan : *)  Angka Diperbaiki




LAMPIRAN 2

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

**)  Angka Sementara
***) Angka Sangat sementara

Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2006 **) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2007 ***)
Sektor / Sub Sektor 2005 TRW. | TRWII TRW I TRW. IV 2006 TRW. | TRWII TRW I
PERTANIAN 7,293,205.65( 1,884,109.36] 1,906,308.92| 1,929,174.70| 1,938,801.85| 7,658,394.83| 1,946,092.65| 1,974,867.18| 2,040,554.55
a. Tanaman Pangan & Hortikultura. 3,697,934.11 951,223.47 959,808.55 967,678.98 975,356.16] 3,854,067.16 976,429.05 990,684.91| 1,027,142.12
b. Perkebunan 1,701,918.33 448,081.99 460,897.13 473,433.54 479,256.77| 1,861,669.43 485,391.25 498,885.13 519,538.98
c. Peternakan 599,292.39(  152,386.89] 152,874.53|  153,868.22 152,698.82| 611,828.45| 152,607.20|  154,850.52|  158,133.35
d. Kehutanan 496,051.56 124,085.95 123,626.83 122,959.25 118,840.11 489,512.14 117,271.42 116,438.80 117,323.73
e. Perikanan 798,009.26 208,331.06 209,101.88 211,234.72 212,649.99 841,317.65 214,393.72 214,007.81 218,416.38
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 951,882.62 243,599.01 244,588.36 246,392.16 246,247.25 980,826.77 246,480.52 250,605.44 255,182.06
a. Migas dan Gas Bumi
b. Non Migas 178,516.58 44,869.66 45,539.38 46,365.72 47,001.37 183,776.14 47,015.47 47,410.40 47,841.83
c. Penggalian 773,366.04 198,729.35 199,048.97 200,026.43 199,245.88 797,050.63 199,465.05 203,195.04 207,340.22
INDUSTRI PENGOLAHAN 3,808,287.01 988,030.18 987,993.87 998,227.22| 1,004,389.79| 3,978,641.07| 1,012,020.34| 1,032,873.55| 1,066,381.02
a. Industri Migas 198,729.35
1. Pengilangan Minyak
2. Gas Alam Cair
b. Industri Tanpa Migas 3,808,287.01| 988,030.18] 987,993.87|  998,227.22 1,004,389.79| 3,978,641.07| 1,012,020.34| 1,032,873.55| 1,066,381.02
Industries
1. Makan, Minuman dan Tembakau 1,007,033.44 264,470.81 265,184.88 268,950.51 269,972.52| 1,068,578.73 272,213.29 277,548.67 287,068.59
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 1,540,089.73 397,751.35 396,438.77 400,165.30 403,326.60| 1,597,682.02 404,576.91 411,737.93 426,807.53
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan 135,189.15 34,405.04 33,844.24 33,546.41 33,086.82 134,882.52 32,580.60 32,316.69 32,452.42
4. Kertas dan Barang Cetakan 12,706.92 3,259.67 3,300.74 3,363.13 3,377.25 13,300.79 3,398.19 3,444.75 3,503.65
5. Pupuk Kimia dan Barng dari Karet 267,296.11 68,920.26 69,526.76 69,818.77 69,846.70 278,112.49 70,670.89 71,420.00 72,955.53
6. Semen dan Barng Non Logam 759,585.05 197,239.71 197,413.69 199,914.72 202,297.32 796,865.45 206,060.05 213,601.85 220,373.02
7. Logan Dasar, Besi dan Baja
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan 85,049.61 21,638.46 21,937.08 22,116.96 22,130.23 87,822.74 22,167.86 22,447.17 22,855.71
9. Barang Lainnya/Other 1,337.00 344.87| 347.70] 351.42 352.34] 1,396.33 352.55] 356.50 364.55
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 338,722.91 90,259.85| 91,542.42 93,135.26 94,044.17 368,981.69 94,561.53] 97,570.86 100,837.13
a. Listrik 306,401.03 81,808.62 82,994.84 84,438.95 85,190.46 334,432.87 85,633.45 88,407.97 91,484.57
b.Gas
c. Air Bersih 32,321.88 8,451.23 8,547.58 8,696.30 8,853.71 34,548.82 8,928.08 9,162.89 9,352.56
BANGUNAN 1,440,337.58 376,782.22 381,755.75 390,307.08 396,044.59| 1,544,889.64 399,688.20 405,323.81 406,377.65
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5,305,757.21| 1,369,821.11| 1,395,248.96] 1,435,796.65| 1,462,012.64| 5,662,879.36 1,480,615.24| 1,505,918.15| 1,538,563.61
a. Perdagangan Besar dan Eceran 5,123,248.63| 1,323,629.60| 1,348,249.11| 1,387,617.99| 1,412,872.64| 5,472,369.34 1,430,957.40| 1,455,569.87| 1,487,301.30
b.Hotel 45,916.00 11,745.68 11,956.77 12,326.77 12,617.51 48,646.73 12,664.19 12,847.82 12,996.86
c. Restoran 136,592.58 34,445.83 35,043.07 35,851.89 36,522.50|  141,863.29 36,993.64 37,500.45 38,265.46
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 3,754,819.81| 1,001,501.57| 1,020,220.16] 1,045,509.02| 1,073,339.17| 4,140,569.92 1,092,430.06] 1,118,326.08| 1,150,866.04
a. Angkutan 2,995,481.88 785,785.41 794,300.63 808,361.28 827,630.41| 3,216,077.74 838,170.63 854,481.07 874,198.16
1. Kereta Api 22,006.07 6,681.74 6,564.95 6,575.69 6,630.83 26,453.21 6,653.38 6,862.96 7,032.47
2. Jalan Raya (Darat) 1,983,606.13 520,522.12 524,373.98 532,396.90 542,299.48| 2,119,592.47 549,945.90 560,339.88 573,732.00
3. Angkutan Laut 243,201.02 62,990.45 62,303.86 62,216.63 62,608.60 250,119.54 62,283.03 63,634.58 64,932.72
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan 53,368.00 14,808.24 15,183.14 15,679.63 16,115.52 61,786.53 16,471.68 16,736.87 17,153.62
0.00]
5. Angkutan Udara 354,988.25 92,742.09 96,266.81 100,316.40 107,322.89 396,648.19 108,922.00 111,481.67 113,889.67
6. Jasa Penunjang Angkutan 338,312.41 88,040.78 89,607.90 91,176.03 92,653.09 361,477.79 93,894.64 95,425.12 97,457.67
0.00 0.00
b. Komunikasi / Communication 759,337.93 215,716.16 225,919.53 237,147.73 245,708.76| 924,492.18 254,259.43 263,845.01 276,667.88
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAA| 1,464,102.75 381,322.12 390,968.94 401,185.74 405,870.72| 1,579,347.52 411,428.84 418,279.32 428,370.76
a. Bank 508,959.54 130,525.99 133,984.92 138,393.02 141,396.15 544,300.09 144,167.52 146,820.20 149,184.00
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunj 353,906.76 93,665.40 95,697.95 97,918.14 99,083.36 386,364.85 99,598.60 100,544.78 102,827.15
c. Sewa Bangunan 557,920.94 145,641.52 149,748.61 153,147.90 153,546.09 602,084.12 155,741.80 158,794.34 163,907.51
d. Jasa Perusahaan 43,315.51 11,489.21] 11,537.46 11,726.67 11,845.11] 46,598.46 11,920.92] 12,120.00 12,452.09
JASA-JASA 4,802,364.99( 1,228,202.23| 1,244,969.70| 1,275,527.63| 1,286,714.75] 5,035,414.31| 1,299,083.71| 1,320,129.22| 1,348,941.02
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 3,246,849.03 820,120.09 828,314.64, 849,004.44 854,390.05| 3,351,829.22 861,566.93] 873,973.49 889,530.22
b. Swasta 1,555,515.96|  408,082.14|  416,655.06| 426,523.20|  432,324.70| 1,683,585.09| 437,516.78]  446,155.73|  459,410.80
1. Sosial Kemasyarakatan 556,383.82 147,199.46 149,952.09 152,381.31 153,204.17 602,737.03 154,644.29 157,628.93 162,089.82
2. Hiburan dan Rekreasi 174,988.62 45,103.18 45,919.80 47,373.42 48,765.07 187,161.47 49,130.80 49,759.68 51,486.34
3. Perorangan dan Rumahtangga 824,143.52 215,779.50 220,783.17 226,768.46 230,355.46 893,686.59 233,741.68 238,767.13 245,834.64
Services
PDRB 29,159,480.53| 7,563,627.66| 7,663,597.07| 7,815,255.45| 7,907,464.92| 30,949,945.10| 7,982,401.07| 8,123,893.62| 8,336,073.84
Sumber :BPS
Catatan : *)  Angka Diperbaiki




LAMPIRAN 3
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Jenis Penggunaan/ PDRB Triwulanan Selama Tahun 2005 *) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2006 **) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2007 ***)
Type of Expenditure TRW. | TRW II TRW. 1l TRW. IV Trw I -Trw IV TRW. | TRW I TRW. 1l TRW. IV Trw I -Trw IV TRW. | TRW II TRW. 11l
Tahun 2005 * Tahun 2006 **
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ 5,927,916.40) 6,113,260.74} 6,525,441.38 7,439,355.34 26,005,973.86 7,429,365.42 7,523,088.07 7,635,575.29 7,700,904.49 30,288,933.27 7,852,823.78] 7,949,805.79 8,369,056.56

Private Consumption Expenditure

A. MAKANAN/Food 3,627,768.38 3,741,782.53 3,992,583.45 4,567,289.99| 15,929,424.35 4,550,101.57 4,599,039.46 4,660,328.51 4,688,535.36/ 18,498,004.90 4,785,127.35| 4,830,735.72 5,065,564.68
B. NON MAKANAN/Non-Food 2,300,148.02 2,371,478.21 2,532,857.93 2,872,065.35 10,076,549.51 2,879,263.85 2,924,048.61 2,975,246.78 3,012,369.13 11,790,928.37 3,067,696.43 3,119,070.08| 3,303,491.88
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA 103,933.94] 110,649.08] 122,148.44] 135,951.77| 472,683.23 135,766.41 136,503.35] 137,807.96) 139,014.86 549,092.58 141,739.58] 143,175.18 148,482.99|

SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution

Consumption Expenditure

3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ 1,175,743.13 1,223,576.83 1,293,697.46 1,457,347.67 5,150,365.09 1,467,947.60 1,493,761.55 1,526,053.27 1,557,376.94 6,045,139.36 1,608,574.04 1,638,748.00 1,701,225.10

Government Consumption Expenditure

IS

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ 1,869,847.11 1,938,574.48 1,985,536.76 2,259,526.74 8,053,485.09 2,271,945.23 2,306,721.45 2,379,216.06 2,450,201.34 9,408,084.08 2,496,028.14 2,542,719.12 2,632,688.73

Gross Domestic Fixed capital Formation

5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock -23,361.52 -22,897.32 -41,321.96 -24,312.26 -111,893.06 -138,042.93 -77,175.38 -59,957.43 -96,014.92 -371,190.65 -70,227.02 -25,811.62 -17,534.07

6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ 1,768,608.24 1,972,975.61 2,152,567.19 2,387,047.03 8,281,198.07 2,605,858.21 2,619,481.17 2,798,113.78 2,951,664.50 10,975,117.66 3,136,126.60 3,256,551.97 3,486,814.31

Export of Goods and Services

7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN 668,663.68| 751,812.72] 812,249.42 944,517.21 3,177,243.04 922,239.54| 949,361.01] 979,060.71] 1,014,926.94 3,865,588.20 1,044,723.33 1,081,080.44 1,117,811.99

JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services

Jumlah/ Total 10,154,023.62| 10,584,326.69| 11,225,819.85| 12,710,399.08| 44,674,569.24(  12,850,600.40] 13,053,019.20| 13,437,748.22 13,688,220.28 53,029,588.10(  14,120,341.78| 14,424,108.00| 15,202,921.62

Sumber : BPS
Catatan : *)  Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara




LAMPIRAN 4
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Jenis Penggunaan/ PDRB Triwulanan Selama Tahun 2005 *) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2006 **) Total PDRB Triwulanan Selama Tahun 2007 ***)
Type of Expenditure TRW. | TRW I TRW. Il TRW. IV Trw | -Trw IV TRW. | TRW I TRW. Il TRW. IV Trw I -Trw IV TRW. | TRW II TRW. 1l
Tahun 2005 * Tahun 2006 **
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ 3,987,034.71 4,044,296.85 4,120,844.63| 4,209,711.63| 16,361,887.82, 4,198,724.93 4,243,879.45 4,285,316.10 4,309,989.54 17,037,910.03| 4,298,467.89] 4,340,979.66 4,424,348.59

Private Consumption Expenditure

A. MAKANAN/Food 2,541,084.26) 2,582,017.43 2,637,272.60 2,703,222.21 10,463,596.50 2,689,810.36 2,715,014.58 2,738,324.55 2,748,408.10 10,891,557.60 2,743,825.16 2,768,102.52 2,826,667.87
B. NON MAKANAN/Non-Food 1,445,950.45) 1,462,279.42] 1,483,572.03| 1,506,489.42 5,898,291.32 1,508,914.57| 1,528,864.86| 1,546,991.55| 1,561,581.44 6,146,352.43 1,554,642.73 1,572,877.13] 1,597,680.71]
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA 67,434.91 68,763.38 70,737.55 72,398.04 279,333.88 72,203.23 72,411.30 72,635.13 72,715.42, 289,965.08| 72,438.91 72,758.58 73,380.11

SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution

Consumption Expenditure

w

PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ 852,164.07| 866,732.67| 880,170.26 897,353.79 3,496,420.79 901,421.84| 910,495.95| 919,245.38] 926,923.72 3,658,086.90 935,382.10 944,897.74| 955,814.79|

Government Consumption Expenditure

4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ 1,315,721.63 1,333,932.97 1,356,499.42 1,381,980.57 5,388,134.59 1,384,076.77 1,392,855.96 1,406,976.36 1,420,736.78 5,604,645.87 1,412,345.57 1,425,422.42 1,458,199.50

Gross Domestic Fixed capital Formation

5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock -16,795.29 -15,871.50 -27,823.40 -15,545.43 -76,035.61 -87,665.45 -48,673.53 -38,547.23 -62,460.66 -237,346.87 -44,899.57 -16,461.51 -12,030.85

£l

EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ 1,412,176.03] 1,468,857.75| 1,555,785.27 1,590,772.86 6,027,591.91 1,713,330.50] 1,717,726.20] 1,807,304.24] 1,887,222.28 7,125,583.22 1,961,887.92 2,028,984.48 2,112,747.22

Export of Goods and Services

7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN 517,246.56| 557,082.20] 600,846.85 642,677.24 2,317,852.85 618,464.17| 625,098.27| 637,674.53] 647,662.17 2,528,899.13 653,221.74 672,687.75] 676,385.52]

JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services

Jumlah/ Total 7,100,489.51] 7,209,629.92 7,355,366.88 7,493,994.22 29,159,480.53 7,563,627.66| 7,663,597.07 7,815,255.45 7,907,464.92 30,949,945.10 7,982,401.07 8,123,893.62 8,336,073.84

Sumber : BPS
Catatan : *)  Angka Diperbaiki
**)  Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara




Lampiran 5

Indeks Harga Konsumen Kota Padang (Tahun Dasar 2002)

Ak_h"" BAHAN MAKANAN | MAKANAN JADI | PERUMAHAN | SANDANG | KESEHATAN | PENDIDIKAN | TRANSPORT UMU M
Periode IHK Perub.(%)
2005
Jan 120.94 118.25 121.35 116.51 106.45 116.12 110.42 117.91 2.37%
Feb 120.78 118.20 121.53 116.36 106.53 116.10 110.61 117.90 -0.01%
Mar 127.41 122.95 121.86 117.95 106.53 116.49 124.76 123.01 4.33%
Apr 125.57 125.11 122.08 118.04 106.53 116.49 124.76 122.84 0.14%
Mei 121.11 124.33 122.01 118.28 108.37 116.48 125.49 121.79 -0.85%
Jun 120.46 125.02 121.95 118.50 108.45 116.48 125.49 121.39 -0.33%
Jul 124.40 125.13 121.98 119.66 108.10 116.63 125.49 122.75 1.12%
Agt 124.83 126.50 122.19 120.76 107.93 116.83 125.55 123.25 0.41%
Sep 127.39 128.28 122.50 122.79 109.45 116.91 126.22 124.73 1.20%
Okt 142.24 133.67 131.95 126.26 110.22 118.81 164.86 138.12 10.74%
Nov 148.26 135.72 132.35 126.80 111.89 126.55 164.90 141.04 2.11%
Des 140.68 135.62 132.57 127.99 111.97 126.55 164.86 138.76 -1.62%
2006
Jan 136.36 135.76 132.49 129.59 112.60 126.56 164.57 137.50 -0.91%
Feb 136.50 139.49 135.58 129.26 113.68 126.56 165.29 138.90 1.02%
Mar 138.79 142.98 135.60 128.70 118.15 126.69 165.65 140.39 1.07%
Apr 135.44 143.00 138.68 130.90 118.15 126.88 165.66 140.13 -0.19%
Mei 135.08 143.00 139.01 135.39 117.68 127.23 166.00 140.47 0.24%
Jun 135.53 143.05 142.13 135.50 117.94 128.68 166.17 141.38 0.65%
Jul 136.51 147.40 142.89 137.02 118.19 128.76 166.22 142.70 0.93%
Agt 130.75 147.42 143.09 138.15 118.12 135.70 166.31 141.45 -0.88%
Sep 134.67 147.31 143.76 136.58 118.32 135.71 166.33 142.70 0.88%
Okt 140.13 150.29 144.14 138.20 121.06 135.79 166.33 145.23 1.77%
Nov 140.39 151.38 144.29 139.49 120.60 136.17 166.30 145.62 0.27%
Des 151.63 153.41 146.26 139.39 120.17 136.17 166.61 149.93 2.96%
2007
Jan 155.42 156.19 147.05 138.93 120.43 136.79 167.12 151.84 1.27%
Feb 159.53 157.21 147.63 140.75 120.55 136.79 167.17 153.57 1.14%
Mar 165.09 157.44 147.71 141.01 120.65 136.79 167.44 155.45 1.22%
Apr 160.00 157.97 147.70 142.03 121.52 136.44 168.08 154.10 -0.87%
Mei 152.36 159.00 148.03 141.86 123.76 136.44 168.56 152.06 -1.33%
Jun 151.94 160.44 149.00 141.32 125.05 136.44 168.79 152.40 0.22%
Jul 153.73 161.13 150.11 142.48 125.79 137.38 168.79 153.48 0.71%
Agt 153.77 161.64 151.48 143.61 126.22 138.78 168.77 154.03 0.36%
Sep 156.95 163.95 151.58 144.86 127.01 138.75 168.65 155.54 0.98%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat




LAMPIRAN 6

Inflasi Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa
(Tahun Dasar 2002)

IHK

Kelompok /7 Subkelompok PEILDEEL
Jun 2007 | Sept 2007 g-t-q
UuMUM 152.40 155.54 2.06%
BAHAN MAKANAN 151.94 156.95 3.30%
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya 169.84 167.29 -1.50%
Daging dan Hasil-hasilnya 121.04 126.05 4.14%
Ikan Segar 150.60 157.99 4.91%
Ikan Diawetkan 129.32 134.93 4.34%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya 126.93 142.56 12.31%
Sayur-sayuran 160.02 163.90 2.42%
Kacang-kacangan 160.59 177.20 10.34%
Buah-buahan 136.41 147.46 8.10%
Bumbu-bumbuan 158.03 159.26 0.78%
Lemak & Minyak 181.58 192.60 6.07%
Bahan makanan lainnya 126.96 134.89 6.25%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 160.44 163.95 2.19%
Makanan Jadi 168.85 170.44 0.94%
Minuman yang Tidak Beralkohol 148.37 148.13 -0.16%
Tembakau & Minuman Beralkohol 151.75 160.62 5.85%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 149.00 151.58 1.73%
Biaya Tempat Tinggal 139.71 141.95 1.60%
Bahan Bakar, Penerangan & Air 184.46 184.43 -0.02%
Perlengkapan Rumah Tangga 132.62 144.97 9.31%
Penyelenggaraan Rumah Tangga 116.20 116.57 0.32%
SANDANG 141.32 144.86 2.50%
Sandang Laki-laki 120.88 123.73 2.36%
Sandang Wanita 127.72 129.13 1.10%
Sandang Anak-anak 127.45 128.24 0.62%
Barang Pribadi, Sandang lainnya 184.89 193.15 4.47%
KESEHATAN 125.05 127.01 1.57%
Jasa Kesehatan 146.04 149.31 2.24%
Obat-obatan 122.72 123.14 0.34%
Jasa Perawatan & Jasmani 149.82 149.82 0.00%
Perawatan Jasmani & Kosmetik 115.39 117.25 1.61%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA 136.44 138.75 1.69%
Jasa Pendidikan 153.98 157.50 2.29%
Kursus Pelatihan 123.86 123.86 0.00%
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan 116.98 121.49 3.86%
Rekreasi 105.94 104.49 -1.37%
Olahraga 113.05 113.05 0.00%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 168.79 168.65 -0.08%0
Transportasi 184.13 183.93 -0.11%
Komunikasi & Pengiriman 122.44 122.44 0.00%
Sarana & Penunjang Transportasi 155.56 155.56 0.00%
Jasa Keuangan 139.54 139.54 0.00%




Halaman ini sengaja dikosongkan
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